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KATA PENGANTAR 
 

 

Hukum perbankan merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem 

keuangan suatu negara. Sebagai industri yang sangat diatur dan memiliki 

peran strategis dalam perekonomian, perbankan tidak dapat dilepaskan dari 

berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, 

melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan berjalannya fungsi 

intermediasi keuangan dengan baik.  

 

Buku referensi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman yang mendalam mengenai hukum perbankan di Indonesia, 

mencakup aspek teoritis dan implementasi dalam praktik. Buku referensi ini 

membahas sejarah dan perkembangan hukum perbankan di Indonesia, 

prinsip-prinsip dasar hukum perbankan, regulasi dan pengawasan bank, 

hubungan hukum antara bank dengan nasabah, serta isu-isu kontemporer 

dalam dunia perbankan seperti kejahatan perbankan dan transformasi digital 

dalam sektor keuangan. 

 

Semoga buku referensi ini dapat menjadi sumber ilmu yang 

bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan studi hukum perbankan 

di Indonesia. 

 

 

Salam hangat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

Hukum perbankan Indonesia memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjaga kestabilan sistem keuangan negara dan melindungi 

kepentingan nasabah. Sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang 

punggung perekonomian, perbankan di Indonesia memerlukan sistem 

hukum yang kuat dan transparan untuk dapat beroperasi dengan efisien 

dan terpercaya. Dalam konteks ini, hukum perbankan mengatur berbagai 

aspek operasional perbankan, mulai dari pengelolaan risiko, 

perlindungan data nasabah, hingga pencegahan kejahatan perbankan 

seperti pencucian uang dan fraud. 

Perkembangan teknologi digital yang pesat juga memberikan 

tantangan baru bagi sektor perbankan, baik dalam hal keamanan siber, 

implementasi sistem perbankan digital, maupun dalam hal pengaturan 

regulasi yang mengikuti perkembangan tersebut. Dengan semakin 

kompleksnya dunia perbankan, hukum perbankan harus mampu 

mengimbangi dinamika perubahan, baik dalam skala nasional maupun 

global. Oleh karena itu, penerapan hukum perbankan yang efektif dan 

responsif menjadi kunci dalam memastikan bahwa sektor ini tetap aman, 

sehat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

 

A. Latar Belakang Hukum Perbankan di Indonesia 

 

Latar belakang hukum perbankan di Indonesia mencerminkan 

kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk menjaga stabilitas sektor 

keuangan negara. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, hukum perbankan Indonesia terus 

berkembang untuk menghadapi tantangan baru, termasuk globalisasi, 

digitalisasi, dan peningkatan kerumitan sistem keuangan.  
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1. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia 

Sejarah perbankan Indonesia bermula pada era kolonial Belanda, 

di mana sistem perbankan yang diterapkan lebih berorientasi pada 

kepentingan ekonomi kolonial dibandingkan kepentingan masyarakat 

pribumi. Salah satu tonggak penting dalam sejarah perbankan Indonesia 

adalah pendirian "De Javasche Bank" pada tahun 1828 di Batavia 

(sekarang Jakarta), yang berfungsi sebagai bank sentral Hindia Belanda. 

Bank ini memiliki peran utama dalam mengatur sirkulasi uang serta 

mendukung kebijakan ekonomi pemerintah kolonial. Meskipun 

demikian, sistem perbankan saat itu masih terbatas dalam memberikan 

akses keuangan kepada masyarakat pribumi, yang sebagian besar tidak 

memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi 

formal yang didominasi oleh kolonial. 

Pasca kemerdekaan, Indonesia melakukan restrukturisasi sistem 

perbankan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. 

Pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946 

dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1947 sebagai langkah awal 

untuk membangun sistem perbankan yang lebih berpihak kepada 

kepentingan nasional. Reformasi besar dalam sektor perbankan terjadi 

setelah krisis finansial 1997-1998, yang mengungkap berbagai 

kelemahan sistem keuangan, termasuk rendahnya transparansi dan 

lemahnya pengawasan perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, 

pemerintah melakukan berbagai reformasi, termasuk pembentukan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, yang bertugas 

meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan secara 

menyeluruh guna menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia. 

 

2. Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia 

Hukum perbankan di Indonesia dibangun atas dasar berbagai 

undang-undang dan peraturan yang mengatur setiap aspek dari sistem 

perbankan, mulai dari pembentukan bank hingga pengawasan dan 

perlindungan terhadap nasabah. Salah satu dasar utama hukum 

perbankan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998. UU ini mengatur struktur dan fungsi perbankan di 

Indonesia, serta menetapkan peran Bank Indonesia sebagai otoritas yang 

mengawasi stabilitas sistem keuangan. 
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Pada tahun 2011, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberi dasar hukum 

bagi bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Undang-undang ini mencerminkan perkembangan ekonomi Indonesia 

yang semakin terbuka terhadap konsep perbankan berbasis syariah, yang 

kini semakin populer, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Pada 

tahun yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk 

menggantikan peran pengawasan yang sebelumnya dipegang oleh Bank 

Indonesia. OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi 

lembaga keuangan non-bank dan perbankan di Indonesia, termasuk 

dalam mengawasi kebijakan yang terkait dengan risiko sistemik dan 

menjaga keberlanjutan sistem keuangan. 

 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan di Indonesia 

Hukum perbankan Indonesia mengadopsi sejumlah prinsip 

penting yang menjadi landasan operasional perbankan di negara ini. 

Salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam sistem perbankan 

Indonesia adalah prinsip kehati-hatian (prudential banking). Prinsip ini 

mengutamakan pengelolaan risiko yang bijaksana untuk memastikan 

bahwa bank-bank dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit dan 

tetap menjaga stabilitas keuangan nasional. Salah satu contoh penerapan 

prinsip ini adalah kewajiban bank untuk menjaga rasio kecukupan modal 

(capital adequacy ratio) yang cukup tinggi, guna mengantisipasi potensi 

kerugian akibat risiko kredit dan pasar. 

Prinsip kedua yang menjadi landasan hukum perbankan 

Indonesia adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam upaya 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, 

setiap transaksi dan laporan keuangan bank harus dipublikasikan secara 

terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini 

penting untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan yang dapat 

merugikan nasabah maupun stabilitas ekonomi. Selain itu, perbankan di 

Indonesia juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan 

konsumen. Hal ini meliputi perlindungan terhadap nasabah dari praktik 

perbankan yang tidak adil, seperti suku bunga yang tidak wajar atau 

praktik kredit yang merugikan. Prinsip perlindungan konsumen ini 

sejalan dengan tujuan dari OJK yang bertujuan untuk menciptakan sektor 

keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 
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4. Perkembangan Hukum Perbankan Seiring Globalisasi 

Globalisasi telah membawa tantangan baru bagi sektor 

perbankan Indonesia. Perbankan global kini semakin terintegrasi, di 

mana bank-bank besar multinasional beroperasi dengan regulasi yang 

saling terkait antara negara-negara berbeda. Indonesia, sebagai bagian 

dari komunitas internasional, juga harus menyesuaikan regulasi 

perbankannya agar dapat berkompetisi di pasar global. Salah satu 

langkah yang diambil Indonesia dalam menghadapi tantangan ini adalah 

dengan mengadopsi prinsip-prinsip Basel III, yang merupakan 

serangkaian peraturan internasional untuk memperkuat regulasi 

perbankan di dunia. Implementasi Basel III di Indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan ketahanan bank terhadap krisis finansial dengan 

meningkatkan persyaratan modal dan likuiditas yang lebih ketat. 

Gambar 1. Finansial Technology 

 
Sumber: Epthinktank 

Untuk menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi di 

sektor keuangan, Indonesia juga tengah menyesuaikan regulasi untuk 

mengakomodasi keberadaan fintech (financial technology) yang kini 

berkembang pesat. Pemerintah Indonesia, melalui OJK, mulai 

mengeluarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan 

keuangan berbasis teknologi. 

 

B. Peran Perbankan dalam Sistem Keuangan Nasional 

 

Perbankan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan, 

termasuk penyimpanan uang, pemberian kredit, dan pengelolaan sistem 

pembayaran, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi 

nasional. Di Indonesia, perbankan berperan penting dalam 

menggerakkan roda perekonomian, baik dalam skala mikro (individu, 

rumah tangga, UMKM) maupun makro (perekonomian negara). 

Sementara itu, sistem keuangan nasional mencakup keseluruhan institusi 
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keuangan, instrumen, pasar, serta infrastruktur yang memungkinkan 

aliran dana dalam perekonomian. Sistem ini terdiri dari berbagai entitas, 

termasuk bank, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya 

yang memiliki peran dalam menyalurkan dana dari pihak yang surplus 

kepada pihak yang membutuhkan. 

Perbankan Indonesia, sebagai salah satu komponen utama dalam 

sistem keuangan nasional, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi yang menyalurkan dana, tetapi juga sebagai penjaga 

stabilitas ekonomi melalui pengelolaan kebijakan moneter dan kebijakan 

likuiditas. Melalui kegiatan ini, perbankan mempengaruhi aspek penting 

dalam perekonomian, seperti inflasi, nilai tukar, serta stabilitas pasar 

keuangan. 

 

1. Peran Perbankan dalam Pembiayaan Ekonomi 

Perbankan memiliki peran strategis dalam pembiayaan ekonomi 

negara. Fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat 

(melalui simpanan) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada 

individu, perusahaan, atau sektor-sektor ekonomi tertentu. Pembiayaan 

ini mendukung kegiatan ekonomi, baik yang bersifat konsumtif maupun 

produktif. Dalam hal ini, bank berperan sebagai lembaga yang 

mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang membutuhkan 

modal untuk bertumbuh dan berkembang. Bank-bank di Indonesia 

memberikan kredit kepada berbagai sektor, seperti sektor riil (pertanian, 

manufaktur, perdagangan), sektor konstruksi, dan sektor jasa. Oleh 

karena itu, keberhasilan perekonomian nasional sangat bergantung pada 

kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dengan tepat, 

mengingat kredit merupakan salah satu sumber utama pembiayaan yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah) di Indonesia juga sangat bergantung pada 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Perbankan memiliki peran 

penting dalam mendukung pengembangan UMKM, yang merupakan 

tulang punggung ekonomi Indonesia. Kredit dari bank dapat membantu 

UMKM dalam mengakses modal kerja, melakukan ekspansi usaha, serta 

meningkatkan daya saing di pasar global. 
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2. Perbankan sebagai Penyedia Layanan Pembayaran dan 

Infrastruktur Keuangan 

Perbankan di Indonesia juga berperan sebagai penyedia layanan 

pembayaran yang vital dalam sistem ekonomi negara. Bank-bank 

Indonesia terlibat dalam berbagai sistem pembayaran yang 

memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung secara efisien dan aman, 

baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu peran penting 

perbankan dalam sistem pembayaran adalah melalui pengelolaan 

transfer dana antar bank, pembayaran gaji, transaksi perdagangan, serta 

pemrosesan cek dan kartu kredit. Selain itu, bank-bank juga berperan 

dalam menciptakan sistem keuangan inklusif dengan memberikan akses 

layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang 

sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Inovasi 

dalam layanan digital seperti mobile banking, pembayaran elektronik, 

dan e-Wallet  telah memperluas akses keuangan kepada masyarakat, 

yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi ekonomi dan mendukung 

inklusi keuangan di Indonesia. 

 

3. Perbankan sebagai Pengelola Kebijakan Moneter dan Stabilitas 

Sistem Keuangan 

Peran perbankan dalam sistem keuangan nasional juga sangat 

erat kaitannya dengan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank 

Indonesia. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, mengatur kebijakan 

moneter yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga, 

mengontrol inflasi, dan menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. 

Dalam hal ini, bank-bank komersial berfungsi sebagai perantara dalam 

penyampaian kebijakan moneter tersebut kepada masyarakat. Salah satu 

instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan 

kebijakan moneter adalah melalui suku bunga acuan yang memengaruhi 

biaya pinjaman di pasar perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga 

mengatur likuiditas bank melalui rasio kecukupan modal dan kewajiban 

cadangan minimum. Bank-bank, sebagai pelaksana kebijakan ini, harus 

menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. 
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4. Peran Perbankan dalam Menyokong Pembangunan 

Infrastruktur Nasional 

Perbankan Indonesia juga memiliki kontribusi yang signifikan 

dalam pembangunan infrastruktur negara. Pembiayaan proyek-proyek 

infrastruktur yang besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, 

pelabuhan, serta pembangkit listrik, sebagian besar bersumber dari kredit 

yang disalurkan oleh bank-bank komersial dan bank pembangunan 

daerah (BPD). Infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing 

ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat 

laju pertumbuhan ekonomi. 

Gambar 2. Public-Private Partnership 

 
Sumber: Investopedia 

Di Indonesia, terdapat beberapa skema pembiayaan infrastruktur 

yang melibatkan bank-bank, baik melalui kredit tradisional, penerbitan 

obligasi, maupun kerja sama publik-swasta (Public-Private Partnership, 

PPP). Perbankan berperan dalam menyediakan dana jangka panjang 

yang dibutuhkan untuk proyek-proyek ini, yang pada gilirannya 

meningkatkan produktivitas sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. 

 

C. Tujuan dan Pentingnya Hukum Perbankan 

 

Hukum perbankan adalah cabang hukum yang mengatur seluruh 

aspek terkait dengan kegiatan perbankan, termasuk peraturan mengenai 

pendirian, operasional, dan pengawasan bank, hak dan kewajiban bank, 

serta hubungan bank dengan nasabah dan pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam transaksi perbankan. Secara garis besar, hukum perbankan 

berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur 

dalam operasional perbankan, guna memastikan stabilitas dan 

kelancaran sistem keuangan yang lebih luas. Dalam konteks hukum di 

Indonesia, perbankan diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan 

pemerintah, serta keputusan dan kebijakan yang diterbitkan oleh Bank 



8  Hukum perbankan Indonesia 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hukum perbankan 

berperan penting dalam memastikan bahwa sektor perbankan dapat 

berfungsi dengan baik, transparan, dan adil. Selain itu, hukum perbankan 

juga mencakup perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, serta 

menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan 

ekonomi nasional. 

 

1. Tujuan Hukum Perbankan 

Hukum perbankan memiliki berbagai tujuan yang terkait dengan 

stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan pengaturan aktivitas 

bank. Beberapa tujuan utama dari hukum perbankan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan Stabilitas Keuangan 

Salah satu tujuan utama hukum perbankan adalah menciptakan 

dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Sistem 

perbankan yang stabil adalah kunci untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan nasional dan memastikan 

bahwa perbankan dapat terus berfungsi dengan baik dalam 

mendukung perekonomian negara. Dalam hal ini, hukum 

perbankan mengatur kewajiban bank untuk mematuhi ketentuan 

mengenai likuiditas, solvabilitas, dan kecukupan modal yang 

bertujuan untuk menghindari kegagalan bank yang dapat 

berdampak negatif pada perekonomian. 

b. Perlindungan Terhadap Konsumen dan Nasabah Bank 

Hukum perbankan juga bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan nasabah bank. 

Dalam sistem perbankan, nasabah sering kali berada dalam posisi 

yang lebih lemah dalam hal informasi dan pemahaman tentang 

produk atau layanan perbankan yang diterima. Oleh karena itu, 

hukum perbankan memastikan adanya transparansi, kewajiban 

bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk, 

suku bunga, dan biaya terkait, serta memberikan hak kepada 

nasabah untuk mendapatkan perlindungan atas kerugian yang 

timbul akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak bank. 

c. Menjamin Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi 

Hukum perbankan bertujuan untuk memastikan bahwa bank-

bank di Indonesia beroperasi sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan oleh pihak berwenang, termasuk Bank Indonesia dan 
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OJK. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga 

integritas sistem perbankan dan mencegah terjadinya tindakan 

yang dapat merugikan perekonomian negara atau nasabah. Selain 

itu, hukum perbankan mengatur kewajiban bank dalam menjaga 

kerahasiaan data nasabah dan mematuhi standar anti pencucian 

uang (AML) serta pencegahan pendanaan terorisme (CFT). 

d. Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Perbankan 

Hukum perbankan juga bertujuan untuk mendorong efisiensi 

dalam operasional bank dan memperluas akses masyarakat 

terhadap layanan perbankan. Melalui regulasi yang tepat, hukum 

perbankan dapat membantu memperlancar proses-proses 

operasional di bank, memperkenalkan teknologi baru, serta 

mendorong inklusi keuangan. Bank yang efisien dan inklusif 

akan lebih mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada 

masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan dan pembayaran. 

 

2. Pentingnya Hukum Perbankan bagi Perekonomian Negara 

a. Menjaga Kepercayaan Masyarakat terhadap Sektor Perbankan 

Pentingnya hukum perbankan tidak hanya terlihat dalam aktivitas 

sehari-hari nasabah dan bank, tetapi juga dalam menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. 

Kepercayaan adalah kunci utama dalam memastikan kelancaran 

aktivitas perbankan, karena tanpa kepercayaan, masyarakat tidak 

akan menyimpan uang di bank atau menggunakan produk dan 

jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank. Kepercayaan ini akan 

terjaga jika hukum perbankan dapat mengatur kegiatan bank 

dengan baik, memberikan perlindungan terhadap konsumen, dan 

memastikan bahwa bank-bank beroperasi dengan integritas dan 

profesionalisme. 

b. Menghindari Krisis Keuangan dan Sistemik 

Hukum perbankan juga berperan dalam mencegah terjadinya 

krisis keuangan yang dapat mengguncang perekonomian negara. 

Krisis keuangan yang melibatkan sektor perbankan, seperti yang 

terjadi pada krisis finansial Asia 1997-1998, dapat menyebabkan 

dampak yang sangat merugikan bagi perekonomian. Oleh karena 

itu, dengan mengatur perilaku bank dan mengawasi kebijakan 

moneter serta operasional bank, hukum perbankan dapat 



10  Hukum perbankan Indonesia 

mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat menular ke 

sektor-sektor lain dalam perekonomian. 

c. Mendorong Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Salah satu tujuan besar dari hukum perbankan adalah untuk 

mendukung pembangunan ekonomi negara dan pemberdayaan 

masyarakat. Sistem perbankan yang sehat dan efisien akan dapat 

mengalokasikan dana kepada sektor-sektor yang membutuhkan, 

seperti sektor riil, UMKM, dan infrastruktur. Dengan 

mengoptimalkan fungsi perbankan dalam pembiayaan, 

perekonomian negara dapat tumbuh dengan lebih stabil dan 

inklusif, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

d. Penyedia Layanan Keuangan yang Aman dan Terpercaya 

Keamanan dalam transaksi perbankan juga menjadi salah satu 

alasan penting mengapa hukum perbankan dibutuhkan. Hukum 

perbankan memastikan bahwa sistem pembayaran dan transaksi 

yang dilakukan oleh bank dapat berjalan dengan aman dan 

terpercaya, dengan perlindungan terhadap data dan informasi 

pribadi nasabah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya 

penipuan, pencurian data, atau kejahatan keuangan yang dapat 

merugikan nasabah maupun bank. 

 

D. Ruang Lingkup dan Metodologi Pembahasan 

 

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai 

aspek hukum perbankan di Indonesia, mulai dari dasar-dasar hukum 

perbankan, regulasi yang mengatur sektor perbankan, hingga peran 

lembaga-lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS. 

Pembahasan juga mencakup isu-isu terkait dengan produk perbankan, 

tantangan, serta risiko dalam industri ini. Metodologi yang digunakan 

dalam pembahasan ini adalah pendekatan normatif-analitis, dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, serta 

praktik-praktik hukum dalam sektor perbankan Indonesia. 

 

1. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini mengacu pada kajian 

tentang hukum perbankan Indonesia, yang mencakup teori dan praktik 

dalam sistem keuangan. Fokus utama pembahasan adalah untuk 
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memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi, peran 

perbankan dalam perekonomian, serta aspek-aspek yang mempengaruhi 

operasional bank dalam sistem keuangan nasional. 

a. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia 

Pembahasan mengenai dasar hukum perbankan Indonesia 

mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang 

mengatur sektor perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai 

peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Selain itu, 

kajian ini juga akan mencakup perkembangan hukum perbankan 

di Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan 

teknologi, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan. 

b. Peran Perbankan dalam Sistem Keuangan Nasional 

Peran perbankan dalam sistem keuangan nasional tidak hanya 

terbatas pada kegiatan menerima simpanan dan memberikan 

pinjaman, tetapi juga mencakup fungsi penting lainnya seperti 

pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, pengelolaan likuiditas, 

serta pelayanan keuangan kepada masyarakat dan pelaku 

ekonomi. Pembahasan dalam bab ini akan mengungkapkan 

bagaimana sistem perbankan di Indonesia berfungsi dalam 

menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi nasional, serta peran OJK dalam pengawasan dan 

pengaturan sistem perbankan. 

c. Tujuan dan Pentingnya Hukum Perbankan 

Hukum perbankan memiliki tujuan untuk mengatur dan menjaga 

stabilitas sistem perbankan, melindungi nasabah, serta mengatur 

kewajiban bank dalam menjalankan operasionalnya sesuai 

dengan ketentuan hukum. Pembahasan tentang tujuan dan 

pentingnya hukum perbankan akan meliputi analisis terkait 

dengan prinsip-prinsip dasar hukum perbankan, seperti 

transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan regulasi 

yang mengarah pada efisiensi dan keadilan dalam sistem 

perbankan Indonesia. 

d. Ruang Lingkup Operasional Bank 

Kajian ini juga akan membahas aspek teknis dalam ruang lingkup 

operasional bank, mulai dari pengelolaan dana, proses pemberian 

kredit, transaksi perbankan, hingga aspek peraturan yang 
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mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan bank. 

Sebagai bagian dari ruang lingkup, penekanan juga akan 

diberikan pada perkembangan teknologi perbankan, seperti 

perbankan digital dan fintech, yang semakin berperan dalam 

sektor ini. 

e. Tantangan dan Peluang dalam Sektor Perbankan 

Bagian ini akan membahas tantangan yang dihadapi sektor 

perbankan Indonesia, mulai dari isu-isu terkait dengan ketatnya 

regulasi, risiko sistemik, sampai tantangan yang muncul akibat 

inovasi teknologi dan perkembangan sektor fintech. Selain itu, 

pembahasan juga akan meliputi peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh sektor perbankan dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi global dan digitalisasi, serta bagaimana 

regulasi dapat mendukung sektor perbankan dalam 

menghadapinya. 

 

2. Metodologi Pembahasan 

Metodologi pembahasan dalam buku ini menggunakan 

pendekatan yang komprehensif dan multi-disipliner. Metodologi yang 

digunakan akan melibatkan kajian teori serta penerapannya dalam 

praktik hukum perbankan, dengan mempertimbangkan berbagai 

perspektif yang relevan, baik dari sisi hukum, ekonomi, dan kebijakan 

publik. 

a. Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggali secara mendalam fenomena hukum dalam sektor 

perbankan, khususnya terkait dengan penanganan bank 

bermasalah, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur 

sektor perbankan di Indonesia. Fokus utama dari pendekatan ini 

adalah analisis normatif yang tidak hanya terbatas pada teks 

hukum tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi serta 

implementasi hukum dalam konteks sosial dan ekonomi yang 

lebih luas. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis interaksi 

antara regulasi perbankan di Indonesia, seperti Undang-Undang 

Perbankan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan 

praktik perbankan nyata, terutama dalam menghadapi krisis atau 

ketidakstabilan finansial. Dengan demikian, penelitian ini dapat 
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mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang muncul di 

lapangan serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam 

mengatasi permasalahan tersebut, sehingga memberikan 

wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum 

perbankan di Indonesia. 

b. Pendekatan Deskriptif Analitis 

Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan 

untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai 

implementasi peraturan hukum di sektor perbankan dengan 

menggambarkan secara sistematis berbagai aturan yang berlaku 

serta menganalisis penerapannya di lapangan. Pendekatan ini 

menelusuri aspek-aspek yang membentuk regulasi perbankan, 

termasuk tujuan, cakupan, serta keterkaitannya dengan kebijakan 

yang diterapkan oleh lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Selain itu, analisis dalam 

metode ini juga mencakup studi kasus yang memberikan ilustrasi 

konkret mengenai keberhasilan atau kegagalan penerapan 

regulasi, dengan menggunakan data empiris dari laporan 

keuangan bank serta kasus bank bermasalah untuk menilai 

efektivitas regulasi dalam menghadapi krisis perbankan. 

c. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan atau legislative approach 

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara 

mendalam berbagai peraturan yang mengatur sektor perbankan, 

baik dalam aspek dasar maupun pelaksanaannya, dengan fokus 

pada ketentuan mengenai pendirian, operasional, pengawasan, 

serta penanganan bank bermasalah. Melalui pendekatan ini, 

penulis berupaya mengidentifikasi landasan hukum yang 

mendasari regulasi perbankan di Indonesia serta mengkaji 

penerapannya dalam praktik. Selain itu, pendekatan ini juga 

memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi 

peraturan perbankan yang harus mampu beradaptasi dengan 

perubahan ekonomi, kemajuan teknologi, serta dinamika global. 

Dengan demikian, penelitian ini menilai sejauh mana regulasi 

yang ada tetap relevan dalam menjaga stabilitas sistem 

perbankan Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan 

baru seperti cybercrime dan perkembangan fintech. 
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d. Metode Studi Kasus 

Metode studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk 

memahami secara mendalam penerapan hukum perbankan dalam 

operasional bank di Indonesia, baik pada skala besar maupun 

kecil. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dan analisis 

terhadap contoh konkret, seperti bagaimana bank menghadapi 

krisis ekonomi, masalah internal, serta pengelolaan risiko yang 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Studi kasus ini 

juga menyoroti penerapan peraturan perbankan dalam praktik 

sehari-hari, meneliti kebijakan yang diterapkan bank untuk 

bertahan di pasar yang dinamis, serta adaptasi terhadap 

perubahan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan mengungkap strategi 

bank dalam mengelola risiko kredit, likuiditas, dan operasional 

guna menjaga stabilitas serta keberlanjutan usahanya. 

e. Metode Komparatif 

Metode komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis dan membandingkan sistem perbankan Indonesia 

dengan negara lain yang memiliki karakteristik serupa atau lebih 

maju, guna menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi 

untuk meningkatkan sektor perbankan nasional. Perbandingan ini 

mencakup aspek regulasi, kebijakan otoritas keuangan, serta 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko 

perbankan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji 

kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan internasional, 

seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan 

International Monetary Fund (IMF), serta dampaknya terhadap 

regulasi domestik.   
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BAB II 
LANDASAN TEORI HUKUM 

PERBANKAN 
 

 

 

Landasan teori yang mendasari hukum perbankan sebagai dasar 

pemahaman terhadap praktik dan regulasi dalam sistem perbankan di 

Indonesia. Dalam bab ini, dikaji teori-teori dasar hukum yang relevan, 

seperti teori kontrak, teori tanggung jawab, dan teori hukum ekonomi, 

yang menjadi fondasi dalam penyusunan norma-norma perbankan serta 

memberikan perspektif mengenai hubungan hukum antara bank, 

nasabah, dan otoritas pengawas. Selain itu, landasan teori hukum 

perbankan juga mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur sektor ini, baik berdasarkan hukum positif 

Indonesia, hukum internasional, maupun prinsip-prinsip perbankan 

global, termasuk aspek kewajiban bank, hak-hak nasabah, serta peran 

negara dalam pengaturan dan pengawasan. Dengan memahami dasar 

teori ini, pembaca dapat memperoleh wawasan mengenai konteks hukum 

yang membentuk operasional perbankan. Bab ini juga menyoroti 

hubungan antara teori hukum dan praktik hukum dalam industri 

perbankan yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi 

tantangan regulasi dan perkembangan teknologi. Pemahaman yang 

mendalam terhadap teori hukum perbankan menjadi krusial tidak hanya 

bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi regulator dan akademisi dalam 

merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan perkembangan 

sektor perbankan di Indonesia. 

 

A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Perbankan 

 

Hukum perbankan merujuk pada keseluruhan peraturan yang 

mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, baik dari segi 

kelembagaan bank itu sendiri maupun hubungan bank dengan nasabah, 
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pemerintah, dan pihak ketiga lainnya. Secara umum, hukum perbankan 

meliputi berbagai aturan yang mengatur pendirian, operasional, 

pengawasan, serta penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan 

perbankan. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan 

yang stabil, transparan, dan efisien, yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi serta melindungi kepentingan konsumen. Di Indonesia, hukum 

perbankan berlandaskan pada berbagai peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Beberapa aturan utama yang mengatur hukum 

perbankan Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini mengatur 

berbagai hal, mulai dari pendirian bank, pengawasan, hingga 

perlindungan bagi nasabah. 

Hukum perbankan juga mencakup ketentuan yang mengatur jenis 

dan fungsi bank, transaksi perbankan, pengelolaan dana, serta hubungan 

hukum antara bank dengan nasabah. Secara keseluruhan, hukum 

perbankan bertujuan untuk memastikan bahwa sektor perbankan 

beroperasi secara sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. Hukum perbankan memiliki sejumlah 

karakteristik yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. 

Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi sifatnya yang dinamis, 

kompleksitas peraturan, serta kaitannya yang erat dengan sistem 

ekonomi dan kebijakan pemerintah. 

 

1. Dinamis dan Terus Berkembang 

Hukum perbankan merupakan cabang hukum yang terus 

berkembang seiring dengan dinamika sektor perbankan yang sangat 

dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, 

serta kebutuhan masyarakat. Sektor perbankan tidak hanya terbatas pada 

kegiatan konvensional, tetapi juga telah merambah ke dalam dunia 

digital. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi memicu 

lahirnya sistem perbankan digital yang memerlukan peraturan baru 

mengenai transaksi elektronik, penggunaan data pribadi, serta 

perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, hukum perbankan 

harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan ini 

agar tetap relevan dengan tantangan zaman (Usanti & Shomad, 2017). 
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Salah satu tantangan terbesar bagi hukum perbankan adalah 

penerapan regulasi yang efektif di tengah pesatnya perubahan teknologi. 

Dalam konteks perbankan digital, misalnya, transaksi yang dilakukan 

melalui aplikasi mobile dan platform online membutuhkan perhatian 

khusus dalam hal keamanan data dan perlindungan informasi pribadi 

nasabah. Dengan meningkatnya risiko cybercrime, peraturan perbankan 

perlu dirancang untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan 

lainnya dapat menjaga integritas sistem serta melindungi nasabah dari 

potensi ancaman. Hukum perbankan harus memberikan jaminan bahwa 

teknologi yang digunakan dalam perbankan digital memenuhi standar 

yang ketat terkait dengan keamanan dan privasi. 

 

2. Regulasi yang Kompleks dan Multidimensional 

Hukum perbankan memiliki kompleksitas yang tinggi karena 

mencakup berbagai regulasi yang mengatur baik aspek internal bank 

maupun hubungan eksternal dengan pihak lain. Pada tingkat internal, 

hukum perbankan mengatur tentang manajemen risiko yang harus 

diterapkan oleh setiap bank dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini 

mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, serta operasional 

yang dapat memengaruhi kestabilan keuangan bank. Selain itu, hukum 

perbankan juga menyentuh tata kelola perusahaan, yang memastikan 

bahwa bank dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi yang mendukung tujuan jangka panjang bank, yaitu 

keberlanjutan dan kepercayaan nasabah. 

Di sisi eksternal, hukum perbankan mengatur hubungan bank 

dengan berbagai otoritas keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan 

OJK bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan, melindungi 

kepentingan nasabah, serta memastikan praktik perbankan yang sehat 

dan efisien. Bank harus mematuhi peraturan yang berlaku, mulai dari 

ketentuan mengenai likuiditas, modal, hingga pelaporan keuangan yang 

transparan. Interaksi antara bank dan otoritas ini juga meliputi 

pengawasan terhadap kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI dan 

pengawasan terhadap praktik operasional bank yang dilakukan oleh 

OJK. 
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3. Mengutamakan Perlindungan Konsumen dan Stabilitas Sistem 

Keuangan 

Hukum perbankan berperan yang sangat penting dalam 

melindungi konsumen, khususnya nasabah yang menyimpan dana di 

bank. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perbankan. Salah satu bentuk perlindungan 

yang diberikan adalah jaminan terhadap dana nasabah, yang tidak hanya 

mencakup uang yang disimpan tetapi juga memastikan bahwa hak-hak 

nasabah terlindungi dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan bank. 

Dalam konteks ini, regulasi yang jelas tentang penyelesaian sengketa 

sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada nasabah, 

sekaligus menjamin bahwa bank tidak akan sewenang-wenang dalam 

perlakuannya terhadap nasabah. 

Pada era digital yang semakin maju, perlindungan terhadap data 

pribadi nasabah menjadi aspek yang semakin krusial. Transaksi 

elektronik yang dilakukan oleh nasabah memerlukan jaminan keamanan, 

baik itu dalam bentuk enkripsi data maupun ketentuan hukum yang 

mengatur bagaimana data nasabah harus dikelola dan dilindungi. Hukum 

perbankan yang baik harus mencakup aturan mengenai penggunaan data 

pribadi, serta menjamin bahwa bank tidak menyalahgunakan informasi 

yang dimilikinya. Perlindungan data pribadi ini tidak hanya penting bagi 

nasabah, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem perbankan secara 

keseluruhan. 

 

4. Berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Kebijakan 

Publik 

Hukum perbankan tidak hanya berfungsi untuk mengatur 

hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga berperan penting dalam 

mendukung kebijakan ekonomi dan publik negara. Sebagai bagian 

integral dari sistem ekonomi, sektor perbankan berperanan utama dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengelolaan simpanan 

masyarakat maupun alokasi dana untuk sektor-sektor produktif. Dengan 

adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan dan 

operasional bank, hukum perbankan memberikan landasan yang stabil 

bagi sektor ini untuk berfungsi dengan efisien dan aman. Dalam konteks 

ini, hukum perbankan berfungsi sebagai instrumen yang mendukung 

kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. 
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Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

menjadi salah satu contoh bagaimana hukum perbankan berhubungan 

dengan kebijakan ekonomi negara. Misalnya, kebijakan suku bunga 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat mempengaruhi biaya 

pinjaman bagi bank-bank di Indonesia, yang pada gilirannya 

mempengaruhi suku bunga kredit yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Hukum perbankan harus mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan 

tersebut, dengan memastikan bahwa bank dapat beroperasi secara efisien 

tanpa mengabaikan kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. 

Sementara itu, alokasi kredit juga menjadi hal yang penting untuk 

diperhatikan, di mana hukum perbankan perlu mengatur pengelolaan 

risiko kredit agar tidak menimbulkan masalah dalam perekonomian. 

 

5. Mempunyai Fungsi Pengawasan yang Ketat 

Hukum perbankan memiliki fungsi penting dalam memastikan 

adanya pengawasan yang ketat terhadap operasional bank. Sebagai 

lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank memegang tanggung 

jawab besar dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. 

Oleh karena itu, bank harus mematuhi peraturan yang ketat terkait 

dengan manajemen risiko, pengelolaan dana, dan transaksi yang 

dilakukan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa bank 

beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku, 

menghindari potensi kerugian yang dapat membahayakan nasabah dan 

sistem keuangan secara keseluruhan. 

Pengawasan terhadap bank dilakukan oleh otoritas yang 

memiliki kewenangan di sektor keuangan, seperti Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia bertanggung jawab 

dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan kebijakan moneter, 

sementara OJK bertugas untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, 

termasuk perbankan, dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan tata 

kelola yang sehat. Kedua otoritas ini bekerja sama untuk memastikan 

bahwa bank-bank di Indonesia menjalankan operasionalnya dengan 

transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk 

mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. 
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B. Asas-Asas dalam Hukum Perbankan 

 

Hukum perbankan, sebagai cabang hukum yang mengatur 

kegiatan perbankan dan sistem keuangan, diharapkan untuk memberikan 

landasan hukum yang jelas, adil, dan terstruktur dalam mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor perbankan, 

seperti bank, nasabah, dan pihak ketiga lainnya. Dalam rangka 

mewujudkan tujuan tersebut, hukum perbankan didasarkan pada 

sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam pengaturan dan 

pelaksanaan kegiatan perbankan. Asas-asas ini merupakan prinsip-

prinsip dasar yang membimbing seluruh peraturan, kebijakan, dan 

praktik dalam hukum perbankan. 

 

1. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas utama dalam 

hukum perbankan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

peraturan yang ada dalam sistem perbankan dapat diterapkan secara 

konsisten dan adil. Kepastian hukum memberikan keyakinan kepada 

pelaku ekonomi, khususnya bank dan nasabah, bahwa hak dan kewajiban 

dilindungi oleh hukum yang jelas dan dapat diprediksi (Novira, 2024). 

Dalam konteks perbankan, asas kepastian hukum sangat penting karena 

sektor ini melibatkan transaksi keuangan yang besar dan kompleks. 

Untuk itu, hukum perbankan harus memiliki peraturan yang transparan, 

dapat diakses, serta jelas dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Hal ini tidak hanya penting bagi nasabah, tetapi juga untuk 

menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

perbankan. Regulasi yang tidak konsisten atau ambigu dapat 

menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang 

terlibat, terutama nasabah yang berhak mendapatkan perlindungan dari 

hukum. 

 

2. Asas Keadilan 

Asas keadilan dalam hukum perbankan bertujuan untuk 

menciptakan kesetaraan antara bank sebagai lembaga keuangan dan 

nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Keberadaan asas ini 

memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai 

dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, asas 

keadilan tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang 
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transparansi biaya dan bunga, pemberian kredit yang tidak diskriminatif, 

serta penyelesaian sengketa yang adil antara bank dan nasabah. Asas ini 

juga dapat dilihat dalam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen, di mana bank harus memberikan informasi yang jelas dan 

memadai mengenai produk dan layanan. Selain itu, prinsip keadilan juga 

mendorong pengaturan yang dapat melindungi pihak-pihak yang lebih 

lemah, seperti nasabah individu atau UMKM, yang sering kali memiliki 

keterbatasan dalam menghadapi bank sebagai lembaga keuangan besar. 

 

3. Asas Transparansi 

Asas transparansi dalam hukum perbankan mengharuskan bank 

dan lembaga keuangan lainnya untuk mengungkapkan informasi yang 

jelas dan akurat mengenai produk dan layanan, termasuk syarat dan 

ketentuan, bunga, biaya, serta risiko yang terlibat dalam transaksi 

perbankan. Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah 

memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat 

terkait dengan penggunaan jasa perbankan. Transparansi juga mencakup 

keterbukaan mengenai kinerja keuangan bank, pengelolaan risiko, serta 

laporan-laporan yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

seperti regulator dan pemegang saham. Dengan transparansi yang baik, 

nasabah dapat memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang 

mempengaruhi keputusan dalam memilih produk perbankan, sementara 

bank juga dapat menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan. 

 

4. Asas Akuntabilitas 

Asas akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban bank untuk 

bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

operasionalnya. Bank harus dapat memberikan laporan yang akurat 

mengenai kegiatan bisnisnya, baik dalam hal keuangan maupun 

operasional, kepada pemangku kepentingan seperti regulator, pemegang 

saham, dan nasabah. Asas ini penting untuk menjaga transparansi dan 

memastikan bahwa bank tidak melakukan praktik-praktik yang 

merugikan pihak lain. Di sisi lain, asas akuntabilitas juga mengharuskan 

bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan yang 

ditimbulkan akibat kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan yang 

terjadi dalam proses perbankan. Misalnya, jika bank gagal dalam 

memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, seperti ketidakmampuan 
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membayar klaim atau tidak menyelesaikan sengketa dengan adil, maka 

bank harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

 

5. Asas Perlindungan Konsumen 

Asas perlindungan konsumen adalah asas yang sangat penting 

dalam hukum perbankan, mengingat bank berinteraksi langsung dengan 

nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Asas ini memastikan bahwa 

nasabah dilindungi dari segala bentuk praktik yang tidak adil atau 

merugikan dalam transaksi perbankan. Perlindungan ini mencakup 

pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk 

perbankan, serta jaminan bahwa transaksi yang dilakukan aman dan 

tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, asas ini juga melibatkan 

regulasi mengenai penyelesaian sengketa yang mengatur mekanisme 

penyelesaian perselisihan antara bank dan nasabah secara efisien dan 

adil. Dalam konteks ini, otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

berperan penting dalam memastikan bahwa perlindungan konsumen di 

sektor perbankan dijalankan dengan baik, baik melalui pengawasan 

langsung maupun melalui peraturan yang jelas dan komprehensif. 

 

6. Asas Keamanan 

Keamanan dalam hukum perbankan merujuk pada perlindungan 

terhadap dana dan aset nasabah, serta kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem perbankan. Dalam konteks ini, bank diharuskan untuk 

menerapkan sistem pengamanan yang baik untuk melindungi dana 

nasabah dari potensi risiko, seperti kebangkrutan bank atau serangan 

siber. Asas ini mencakup kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan 

data nasabah, serta menyediakan fasilitas yang aman dalam transaksi 

perbankan, seperti sistem enkripsi dalam transaksi online dan prosedur 

keamanan untuk transaksi fisik. Keamanan juga berkaitan dengan 

perlindungan terhadap stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. 

Bank harus menjaga likuiditas dan solvabilitas untuk memastikan bahwa 

dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya, baik 

dalam keadaan normal maupun saat krisis. Dalam hal ini, Bank Indonesia 

dan OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor 

perbankan melalui regulasi dan pengawasan yang ketat. 
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7. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan mengacu pada prinsip bahwa peraturan 

perbankan harus menciptakan kesetaraan dalam hubungan antara bank 

dan nasabah. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk 

memberikan pelayanan yang adil kepada nasabah, sementara nasabah 

juga harus memenuhi kewajiban dalam bertransaksi dengan bank. 

Keseimbangan ini juga mencakup kewajiban bank untuk memastikan 

bahwa produk yang ditawarkan tidak memberatkan nasabah dan sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, peraturan hukum perbankan 

harus mengatur pembagian risiko yang seimbang antara bank dan 

nasabah, serta menjamin bahwa nasabah tidak akan dirugikan oleh 

kebijakan atau produk yang ditawarkan bank. Asas ini juga memastikan 

bahwa regulasi dapat menciptakan pasar perbankan yang kompetitif dan 

sehat. 

 

8. Asas Efisiensi 

Asas efisiensi dalam hukum perbankan mengharuskan sistem 

perbankan untuk beroperasi secara efektif dan efisien dalam memenuhi 

kebutuhan nasabah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Efisiensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

penggunaan teknologi dalam layanan perbankan hingga pengelolaan 

sumber daya manusia dan keuangan yang optimal. Bank harus dapat 

menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan pasar dengan harga 

yang kompetitif, serta memberikan pelayanan yang cepat dan mudah 

diakses oleh nasabah. Dalam hal ini, regulasi hukum perbankan 

mendukung inovasi dan penerapan teknologi baru, seperti perbankan 

digital dan fintech, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan 

memperluas akses perbankan bagi masyarakat. 

 

C. Hubungan Hukum Perbankan dengan Sistem Hukum Lain 

 

Hukum perbankan merupakan cabang hukum yang sangat 

penting dalam sistem hukum Indonesia karena peranannya yang besar 

dalam stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Namun, hukum 

perbankan tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, ia terhubung dengan 

berbagai sistem hukum lain yang membentuk kerangka hukum yang 

saling terkait dan mendukung keberlanjutan serta stabilitas sektor 

perbankan. Hukum perbankan berinteraksi dengan sistem hukum lain, 
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seperti hukum ekonomi, hukum kontrak, hukum pidana, hukum 

perlindungan konsumen, hingga hukum internasional. Keterkaitan ini 

memberikan gambaran tentang kompleksitas dan dinamika sistem 

hukum yang ada dalam perbankan. 

 

1. Hubungan Hukum Perbankan dengan Hukum Ekonomi 

Hukum perbankan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum 

ekonomi karena keduanya mengatur kegiatan ekonomi yang 

menyangkut transaksi finansial. Hukum ekonomi lebih luas dalam 

cakupannya, mengatur berbagai aspek perekonomian, termasuk 

perdagangan, investasi, dan distribusi sumber daya. Sementara itu, 

hukum perbankan secara spesifik mengatur lembaga-lembaga keuangan, 

termasuk bank, dan transaksi yang dilakukan di dalamnya, seperti 

pemberian kredit, transaksi pembayaran, dan pengelolaan simpanan. 

Keterkaitan hukum perbankan dengan hukum ekonomi terlihat 

dalam pengaturan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral 

dan dampaknya terhadap perbankan. Kebijakan moneter, seperti suku 

bunga dan kebijakan likuiditas, dapat mempengaruhi kelangsungan 

hidup bank, pengelolaan aset dan kewajiban, serta kemampuan bank 

dalam menjalankan fungsinya. Dalam hukum ekonomi, bank juga 

berperan sebagai agen dalam transaksi ekonomi, dengan menyediakan 

pembiayaan untuk sektor riil, yang pada gilirannya mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

 

2. Hubungan Hukum Perbankan dengan Hukum Kontrak 

Hukum perbankan dan hukum kontrak memiliki hubungan yang 

sangat erat, terutama dalam hal pengaturan perjanjian antara bank dan 

nasabah. Setiap transaksi perbankan pada dasarnya melibatkan 

perjanjian atau kontrak, baik secara lisan maupun tertulis, yang mengatur 

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam pemberian 

kredit, bank akan membuat perjanjian kredit dengan nasabah yang 

mencakup ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, 

dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini, hukum perbankan memberikan 

kerangka hukum yang mengatur kontrak tersebut untuk memastikan 

bahwa perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

Hukum kontrak berperan dalam memastikan bahwa perjanjian 

perbankan yang dibuat antara bank dan nasabah memenuhi syarat sahnya 
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perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kapasitas hukum, objek yang 

jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, 

hukum perbankan mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum kontrak 

dalam setiap perjanjian yang dilakukan, seperti perjanjian pembukaan 

rekening, perjanjian pinjaman, dan perjanjian layanan lainnya. 

 

3. Hubungan Hukum Perbankan dengan Hukum Pidana 

Hubungan antara hukum perbankan dan hukum pidana terjalin 

melalui pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas 

perbankan. Tindak pidana perbankan mencakup berbagai kejahatan, 

seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan pembobolan bank. 

Kejahatan-kejahatan ini dapat merugikan tidak hanya pihak bank, tetapi 

juga nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberi sanksi 

kepada pelaku kejahatan yang merugikan sektor perbankan dan 

masyarakat. Dalam konteks ini, hukum perbankan dan hukum pidana 

saling berinteraksi, di mana hukum perbankan menetapkan ketentuan 

mengenai kewajiban bank untuk menjaga keamanan dana nasabah dan 

memastikan tidak ada transaksi ilegal, sementara hukum pidana 

memberikan ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan yang merusak 

integritas perbankan. 

 

4. Hubungan Hukum Perbankan dengan Hukum Perlindungan 

Konsumen 

Hukum perbankan dan hukum perlindungan konsumen memiliki 

hubungan yang sangat erat, mengingat dalam sektor perbankan, nasabah 

berperan sebagai konsumen jasa yang memiliki hak untuk dilindungi. 

Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti informasi yang jelas 

mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank, serta 

perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi dan dana 

nasabah. Hukum perlindungan konsumen memberikan dasar hukum bagi 

nasabah untuk memperoleh informasi yang transparan tentang produk-

produk perbankan, termasuk syarat-syarat, biaya, dan risiko yang terkait. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasabah dapat membuat 

keputusan yang tepat dan tidak terbebani oleh biaya tersembunyi atau 

syarat yang tidak jelas. 

Salah satu aspek utama yang diatur dalam hukum perlindungan 

konsumen adalah kewajiban bank untuk memberikan informasi yang 
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lengkap dan mudah dipahami terkait produk dan layanan perbankan. 

Misalnya, ketika bank menawarkan pinjaman, kartu kredit, atau produk 

investasi, bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai bunga, biaya administrasi, serta risiko yang mungkin timbul 

dari penggunaan produk tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari 

praktik yang merugikan konsumen, seperti bunga yang tidak wajar atau 

produk yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabah. Regulasi ini 

membantu nasabah untuk membuat pilihan yang lebih baik sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. 

 

5. Hubungan Hukum Perbankan dengan Hukum Internasional 

Hukum perbankan memiliki hubungan yang erat dengan hukum 

internasional, terutama karena globalisasi dan integrasi ekonomi 

antarnegara yang semakin meningkat. Bank-bank Indonesia, baik yang 

memiliki cabang internasional maupun yang bekerja sama dengan 

lembaga keuangan asing, harus mematuhi berbagai regulasi 

internasional yang mengatur pengelolaan sistem perbankan. Regulasi ini 

meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan transaksi lintas batas, 

pengendalian transfer dana antarnegara, serta perlindungan terhadap 

sistem keuangan dari praktik ilegal seperti pencucian uang dan 

pendanaan terorisme. Dengan adanya regulasi internasional, bank-bank 

di Indonesia tidak hanya terikat pada peraturan domestik, tetapi juga 

harus mengikuti standar global untuk menjaga reputasi dan 

keamanannya dalam beroperasi di pasar internasional. 

Sebagai anggota dari organisasi internasional seperti G20 dan 

lembaga-lembaga global lainnya, Indonesia berkomitmen untuk 

mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Financial Action Task 

Force (FATF), yang merupakan badan internasional yang berfokus pada 

pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF 

memberikan pedoman dan rekomendasi yang mengharuskan negara-

negara anggotanya untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan 

yang ketat terhadap sistem perbankan. Hal ini berarti bahwa hukum 

perbankan di Indonesia harus sejalan dengan standar internasional yang 

ditetapkan oleh FATF, termasuk implementasi prosedur Know Your 

Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) untuk 

meminimalkan risiko transaksi ilegal yang dapat merusak sistem 

keuangan. 
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Gambar 3. Financial Action Task Force 

 
Hukum internasional juga mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa yang melibatkan lembaga keuangan, termasuk perjanjian 

internasional tentang penyelesaian sengketa perbankan yang melibatkan 

bank asing. Penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk memastikan 

bahwa transaksi internasional dapat dilakukan dengan aman dan adil. 

Dalam konteks ini, perjanjian-perjanjian internasional memberikan 

landasan hukum yang kuat bagi negara-negara untuk mengatasi sengketa 

yang muncul akibat ketidaksesuaian regulasi antarnegara.  

 

D. Konsep Kepercayaan dalam Hubungan Perbankan 

 

Kepercayaan dalam hubungan perbankan dapat didefinisikan 

sebagai keyakinan nasabah bahwa bank akan mengelola dan menjaga 

dana dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kepercayaan ini muncul berdasarkan harapan bahwa bank memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, menjaga 

kerahasiaan data nasabah, dan menyediakan produk serta layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan. Kepercayaan yang tinggi dari nasabah 

terhadap bank akan mendorongnya untuk menggunakan jasa bank lebih 

banyak, baik itu dalam bentuk simpanan, investasi, maupun penggunaan 

layanan kredit. Kepercayaan dalam sektor perbankan tidak hanya 

bergantung pada kemampuan bank untuk memberikan keuntungan 

kepada nasabah, tetapi juga pada sejauh mana bank dapat menjaga 

integritas dalam proses-proses transaksi dan operasionalnya. 

Kepercayaan ini diperoleh melalui pengalaman positif nasabah, namun 
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juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang mengatur 

sektor perbankan. 

 

1. Aspek Hukum dalam Membangun Kepercayaan 

Hukum perbankan berperan yang sangat penting dalam 

membangun dan mempertahankan kepercayaan antara bank dan 

nasabah. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antara 

bank dan nasabah, karena tanpa kepercayaan, transaksi perbankan tidak 

akan berjalan dengan lancar. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh bank, 

mulai dari pembukaan rekening hingga pemberian kredit, harus tunduk 

pada aturan hukum yang jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban 

dalam setiap transaksi. Misalnya, dalam perjanjian kredit, hukum 

perbankan mengatur secara rinci tentang syarat dan ketentuan yang 

berlaku, termasuk kewajiban bank untuk memberi informasi yang jelas 

mengenai suku bunga, biaya, dan jangka waktu kredit. 

Salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan adalah 

adanya perlindungan hukum terhadap nasabah. Perlindungan hukum ini 

mencakup berbagai hak yang dimiliki nasabah dalam hubungan 

perbankan. Nasabah berhak atas kerahasiaan data pribadi, yang 

dilindungi oleh hukum perbankan untuk mencegah penyalahgunaan 

informasi. Selain itu, nasabah berhak untuk mendapatkan informasi yang 

jelas dan akurat mengenai produk perbankan yang dipilih, seperti 

informasi tentang risiko yang terkait dengan produk investasi atau kredit 

yang ditawarkan oleh bank. Dengan adanya informasi yang jelas, 

nasabah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih 

produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan. 

Perlindungan hukum juga mencakup hak nasabah untuk 

mengajukan keberatan atau klaim jika terjadi kesalahan atau pelanggaran 

oleh pihak bank. Misalnya, jika nasabah merasa bahwa ada pemotongan 

yang tidak sah dari rekening atau jika merasa dirugikan oleh kebijakan 

bank, hukum perbankan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang memungkinkan nasabah untuk menuntut haknya. Hal ini tidak 

hanya melindungi nasabah, tetapi juga memberi kepastian hukum bagi 

bank dalam mengelola hubungan dengan nasabah secara adil dan 

transparan. Mekanisme ini, baik melalui jalur mediasi atau penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan, memberikan rasa keadilan dan keterbukaan 

yang sangat penting dalam hubungan perbankan. 
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2. Kepercayaan dalam Layanan Perbankan 

Kepercayaan dalam hubungan perbankan tidak hanya terbatas 

pada aspek keamanan dana, tetapi juga terkait dengan kualitas layanan 

yang diberikan oleh bank. Bank harus mampu memberikan layanan yang 

cepat, efisien, dan sesuai dengan harapan nasabah. Dalam hal ini, hukum 

perbankan juga mengatur tentang kewajiban bank untuk memberikan 

layanan yang tidak diskriminatif, adil, dan transparan. Bank juga harus 

dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil dalam 

proses pelayanan kepada nasabah. 

Kepercayaan juga dibangun melalui transparansi informasi 

mengenai produk dan layanan bank. Misalnya, bank harus memberikan 

informasi yang jelas mengenai bunga yang dikenakan pada produk 

pinjaman, biaya-biaya tersembunyi, serta ketentuan lainnya yang 

mungkin mempengaruhi keputusan nasabah. Dalam konteks ini, hukum 

perlindungan konsumen perbankan berperan penting dalam memastikan 

bahwa informasi yang disampaikan kepada nasabah adalah akurat dan 

tidak menyesatkan. 

 

3. Dampak Kepercayaan terhadap Stabilitas Sistem Perbankan 

Kepercayaan nasabah terhadap bank memiliki dampak yang 

sangat besar terhadap stabilitas sistem perbankan. Ketika nasabah 

merasa percaya pada bank, lebih cenderung untuk menyimpan dana di 

bank dan memanfaatkan berbagai produk perbankan yang ditawarkan. 

Kepercayaan ini juga mendorong nasabah untuk melakukan transaksi 

yang lebih banyak, baik itu dalam bentuk pembayaran, transfer, atau 

investasi. Semua aktivitas ini berkontribusi pada peningkatan likuiditas 

bank, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas bank untuk 

memberikan kredit dan memenuhi kewajibannya. Semakin besar dana 

yang disimpan di bank, semakin stabil pula posisi keuangan bank 

tersebut, yang akan memperkuat stabilitas sistem keuangan secara 

keseluruhan. 

Hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank dapat 

memberikan dampak yang sangat merugikan, baik bagi bank itu sendiri 

maupun bagi sistem perbankan secara keseluruhan. Ketika nasabah 

kehilangan kepercayaan, akan cenderung menarik dana secara 

bersamaan, yang dikenal dengan istilah "bank run". Fenomena ini dapat 

memicu krisis likuiditas di bank, yang membuat bank kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Dalam kondisi seperti ini, 
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bank bisa mengalami kerugian besar, bahkan berisiko kolaps. Jika hal ini 

terjadi pada banyak bank secara bersamaan, maka stabilitas sistem 

perbankan nasional bisa terguncang, yang berpotensi menyebabkan 

krisis keuangan. 

Menjaga kepercayaan nasabah merupakan salah satu aspek 

penting dalam upaya menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bank. 

Dalam konteks ini, hukum perbankan berperan vital dengan 

menyediakan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap 

operasional bank. Hukum perbankan memastikan bahwa bank 

beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, serta 

mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merusak reputasi dan 

kepercayaan nasabah. Misalnya, pengawasan terhadap pengelolaan 

risiko, perlindungan terhadap data nasabah, dan pengendalian terhadap 

praktek penipuan dan penggelapan sangat penting untuk menghindari 

terjadinya masalah yang dapat merusak kepercayaan publik. 

 

4. Kepercayaan dalam Perspektif Etika Perbankan 

Kepercayaan dalam hubungan perbankan tidak hanya 

dipengaruhi oleh aspek hukum dan regulasi, tetapi juga oleh dimensi 

etika yang sangat penting. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki 

tanggung jawab moral untuk menjalankan aktivitasnya dengan integritas 

yang tinggi, mengingat peranannya dalam pengelolaan dana nasabah dan 

sistem ekonomi secara keseluruhan. Etika perbankan mencakup prinsip-

prinsip fundamental seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam 

setiap interaksi dengan nasabah. Salah satu contoh penerapan etika ini 

adalah dalam pengelolaan dana nasabah, di mana bank harus memastikan 

bahwa dana yang disimpan dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan 

peraturan yang ada, tanpa mengeksploitasi nasabah atau mengabaikan 

prinsip kehati-hatian. 

Pemberian kredit juga harus memperhatikan kapasitas nasabah 

untuk membayar, dan bank harus menghindari memberikan kredit yang 

dapat menjerat nasabah dalam kesulitan keuangan. Praktik pemberian 

kredit yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kesulitan 

finansial yang merugikan nasabah dan mengancam stabilitas keuangan 

bank. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam proses 

pemberian kredit sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat 

antara bank dan nasabah. Transparansi dalam hal informasi mengenai 

produk perbankan juga menjadi bagian integral dari etika perbankan, di 
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mana nasabah harus diberikan informasi yang jelas dan memadai 

mengenai produk dan layanan yang dipilih, termasuk mengenai risiko 

yang mungkin timbul. 

Penerapan prinsip etika dalam dunia perbankan tidak hanya 

berguna untuk menjaga hubungan yang adil antara bank dan nasabah, 

tetapi juga untuk menciptakan lingkungan perbankan yang sehat dan 

berkelanjutan. Bank yang menjalankan usahanya dengan etika yang baik 

akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik. Reputasi yang 

baik ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah, yang 

pada gilirannya meningkatkan stabilitas dan kelangsungan hidup bank. 

Dalam jangka panjang, bank yang konsisten mengedepankan etika dalam 

operasionalnya akan lebih mudah menarik nasabah baru dan 

mempertahankan nasabah lama. 

 

5. Membangun Kepercayaan melalui Teknologi 

Perkembangan teknologi dalam sektor perbankan telah 

membawa banyak kemudahan bagi nasabah, terutama melalui layanan 

perbankan digital dan transaksi online. Namun, semakin banyaknya 

transaksi yang dilakukan secara elektronik juga menghadirkan tantangan 

besar terkait dengan keamanan dan perlindungan data nasabah. Dalam 

konteks ini, kepercayaan nasabah sangat bergantung pada sejauh mana 

bank dapat menjamin keamanan setiap transaksi digital yang dilakukan. 

Oleh karena itu, hukum perbankan perlu mengatur dengan jelas dan ketat 

bagaimana teknologi digunakan dalam sektor ini, untuk memastikan 

bahwa seluruh sistem transaksi digital yang digunakan oleh bank dapat 

menjaga data nasabah tetap aman dari ancaman yang dapat merusak 

kepercayaan. 

Salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan 

kepercayaan adalah perlindungan data pribadi nasabah. Bank sebagai 

lembaga yang mengelola informasi pribadi dan finansial nasabah wajib 

menjaga kerahasiaan data tersebut. Hukum perbankan perlu memberikan 

regulasi yang jelas mengenai bagaimana data nasabah harus disimpan, 

diolah, dan dilindungi dari penyalahgunaan atau peretasan. Hal ini 

mencakup pengaturan mengenai kebijakan enkripsi, penggunaan sistem 

keamanan yang mutakhir, serta tanggung jawab bank dalam mengatasi 

potensi kebocoran data. Dengan adanya perlindungan hukum yang 

memadai, nasabah dapat merasa lebih aman dan percaya dalam 

menggunakan layanan perbankan digital. 
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Regulasi terkait dengan sistem keamanan siber juga semakin 

penting dalam menjaga integritas layanan perbankan digital. Sistem yang 

rentan terhadap serangan siber dapat menyebabkan kerugian yang tidak 

hanya merugikan bank, tetapi juga nasabah yang mempercayakan dana 

kepada bank tersebut. Oleh karena itu, hukum perbankan harus mengatur 

bagaimana bank harus mengimplementasikan standar keamanan yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Pengawasan yang ketat 

dari otoritas pengawas perbankan juga diperlukan untuk memastikan 

bahwa bank mematuhi regulasi yang ada dan berusaha meminimalkan 

risiko yang dapat mengancam kepercayaan nasabah.  
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BAB III 
STRUKTUR PERBANKAN DI 

INDONESIA 
 

 

 

Struktur perbankan di Indonesia, yang mencakup organisasi dan 

sistem yang mengatur sektor perbankan dalam negeri serta peran 

vitalnya dalam perekonomian. Struktur ini terdiri dari berbagai jenis 

bank, termasuk bank umum konvensional dan bank syariah, yang 

memiliki fungsi serta karakteristik berbeda dalam sistem keuangan 

nasional dan internasional. Selain itu, lembaga pengawas seperti Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berperan dalam 

memastikan stabilitas dan efisiensi sektor perbankan melalui 

pengawasan dan kebijakan moneter. Bab ini juga mengulas berbagai 

kebijakan terkait, seperti penggabungan, pemisahan, dan kepemilikan 

bank, yang berkontribusi pada pembentukan struktur perbankan yang 

kuat serta mendukung inklusi keuangan di Indonesia. 

 

A. Jenis-Jenis Bank Menurut Fungsi dan Kegiatannya 

 

Sektor perbankan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis bank 

yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung 

perekonomian negara. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki 

berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan fungsi dan kegiatannya. 

Pembagian jenis-jenis bank ini sangat penting untuk memahami struktur 

perbankan nasional, terutama terkait dengan pengaturan dan pengawasan 

yang berlaku untuk setiap jenis bank. Secara umum, bank-bank di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama, seperti 

bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu, 

bank juga dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan, seperti bank 

pemerintah dan bank swasta. 
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1. Bank Sentral 

Bank Indonesia (BI) berfungsi sebagai bank sentral di Indonesia. 

Bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara. Fungsi utama bank 

sentral antara lain adalah mengatur kebijakan moneter, mengawasi 

stabilitas sistem keuangan, serta mengatur dan menjaga kelancaran 

sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan sebagai 

otoritas yang mengatur kebijakan suku bunga, jumlah uang yang beredar, 

serta melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya. Bank 

Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki fungsi dalam menyediakan 

uang yang sah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta 

menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pengelolaan 

kebijakan moneter yang tepat oleh Bank Indonesia akan berpengaruh 

pada inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Selain 

itu, Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam pengaturan sistem 

pembayaran dan sistem kliring antarbank, yang memungkinkan transaksi 

keuangan antar masyarakat dan lembaga keuangan dapat berjalan dengan 

efisien dan aman. 

 

2. Bank Umum 

Bank umum adalah jenis bank yang memberikan berbagai 

macam layanan perbankan, baik untuk individu maupun perusahaan. 

Bank umum berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk 

kredit kepada masyarakat atau lembaga lainnya. Bank umum juga 

menyediakan berbagai produk perbankan lainnya, seperti tabungan, 

deposito, layanan pembayaran, dan transfer dana antarbank. Bank umum 

di Indonesia dapat dibedakan menjadi bank umum konvensional dan 

bank umum syariah. Bank umum konvensional beroperasi berdasarkan 

sistem hukum konvensional yang menggunakan bunga sebagai dasar 

dalam penetapan biaya dan keuntungan dari produk-produk perbankan. 

Di sisi lain, bank umum syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah yang menghindari unsur riba dan spekulasi, serta mengutamakan 

transaksi yang adil dan transparan (Usanti & Shomad, 2017). 

 

3. Bank Syariah 

Bank syariah adalah jenis bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu dengan menghindari transaksi yang 
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mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar 

(ketidakpastian). Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan berbagai 

produk yang disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti mudharabah 

(kerjasama bagi hasil), musyarakah (kerjasama investasi), murabahah 

(jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa menyewa). Bank 

syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan 

sistem perbankan yang lebih inklusif dan berkeadilan, terutama bagi 

masyarakat yang menghindari sistem perbankan berbasis bunga. Selain 

itu, bank syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat 

melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta mendukung 

sektor ekonomi riil yang memiliki dampak sosial positif. 

 

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang lebih 

fokus pada pemberian kredit mikro dan skala kecil kepada masyarakat, 

terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh bank umum. BPR 

biasanya melayani masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah, 

serta individu yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang lebih 

ringan dibandingkan dengan bank umum. BPR tidak melayani transaksi 

pembayaran atau layanan simpanan dalam jumlah besar, tetapi lebih 

berfokus pada pemberian kredit produktif kepada sektor-sektor yang 

membutuhkan pembiayaan jangka pendek. Keberadaan BPR sangat 

penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di 

daerah-daerah yang belum memiliki akses perbankan yang memadai. 

Melalui pemberian kredit mikro, BPR dapat membantu masyarakat 

untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan 

lapangan kerja baru. 

 

5. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah jenis bank yang 

dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung 

pembangunan ekonomi di tingkat lokal. BPD memiliki tugas khusus 

dalam mendukung pembangunan daerah dengan memberikan layanan 

perbankan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. BPD juga 

berperan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, 

serta memberikan fasilitas kredit kepada UMKM dan sektor-sektor 

produktif lainnya di daerah. BPD di Indonesia memiliki peran penting 
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dalam pemerataan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan 

kerja di tingkat daerah. Meskipun operasionalnya terbatas pada wilayah 

tertentu, BPD berperan dalam mendukung program-program 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. 

 

B. Struktur Organisasi Perbankan Nasional 

 

Struktur organisasi perbankan di Indonesia merujuk pada tata 

kelola, pengaturan, serta pembagian fungsi antar lembaga perbankan 

yang membentuk sistem perbankan nasional. Dalam konteks ini, 

perbankan nasional Indonesia dibangun melalui berbagai lembaga yang 

berperan dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan berbagai 

kebijakan keuangan di tingkat makro dan mikro. Struktur ini mencakup 

lembaga pengatur seperti Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan, 

serta berbagai jenis bank yang beroperasi di Indonesia, mulai dari bank 

sentral, bank umum, bank syariah, hingga bank perkreditan rakyat. 

 

1. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral 

Bank Indonesia (BI) memiliki peran sentral dalam sistem 

perbankan nasional Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bertanggung 

jawab untuk mengatur dan mengawasi kebijakan moneter di Indonesia 

dengan tujuan menjaga stabilitas nilai rupiah, pengendalian inflasi, serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI memiliki 

mandat yang luas, termasuk pengaturan kebijakan suku bunga, 

pengelolaan cadangan devisa, pengendalian jumlah uang yang beredar, 

dan pengawasan terhadap sistem pembayaran. 

Secara struktural, Bank Indonesia dipimpin oleh seorang 

Gubernur yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan masa 

jabatan yang telah ditentukan. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki 

Dewan Gubernur yang terdiri dari beberapa Deputi Gubernur yang 

membidangi sektor-sektor tertentu, seperti kebijakan moneter, stabilitas 

sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Dewan Gubernur ini bertugas 

untuk merumuskan kebijakan strategis dalam menjalankan fungsi Bank 

Indonesia, yang meliputi kebijakan moneter, makroprudensial, serta 

kebijakan sistem pembayaran. Fungsi utama Bank Indonesia: 

a. Kebijakan Moneter: Menetapkan kebijakan yang mengatur suku 

bunga dan mengelola inflasi. 
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b. Stabilitas Sistem Keuangan: Melakukan pengawasan terhadap 

stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. 

c. Sistem Pembayaran: Mengatur dan mengawasi sistem 

pembayaran di Indonesia untuk memastikan kelancaran transaksi 

antarbank dan masyarakat. 

d. Pengelolaan Cadangan Devisa: Mengelola cadangan devisa 

negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing. 

 

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang 

berfungsi mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK bertugas untuk 

memastikan bahwa lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan 

asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya, beroperasi secara 

sehat dan transparan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta 

menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Secara struktural, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang 

terdiri dari seorang Ketua Dewan Komisioner, yang juga merangkap 

sebagai kepala OJK, dan beberapa Anggota Dewan Komisioner yang 

membidangi berbagai sektor dalam industri keuangan, seperti 

perbankan, pasar modal, dan asuransi. Dewan Komisioner ini bertugas 

merumuskan kebijakan, mengatur peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan industri keuangan, serta memastikan lembaga-lembaga 

keuangan mematuhi peraturan yang ada. Fungsi utama OJK: 

a. Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan: OJK mengawasi dan 

mengatur kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan menjaga stabilitas sistem keuangan. 

b. Regulasi dan Perlindungan Konsumen: OJK menetapkan 

regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen jasa 

keuangan serta memastikan lembaga keuangan beroperasi secara 

transparan dan akuntabel. 

c. Peningkatan Literasi Keuangan: OJK juga berperan dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan 

layanan keuangan untuk mendukung inklusi keuangan. 
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3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang 

berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank dalam 

hal terjadinya kegagalan bank. LPS bertugas untuk menjamin simpanan 

nasabah di bank yang terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan adanya LPS, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman 

dalam menabung di bank karena ada jaminan dari pemerintah jika terjadi 

kebangkrutan bank. 

LPS memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan 

Pengawas, yang bertugas mengawasi kegiatan LPS, serta Dewan Direksi 

yang bertanggung jawab menjalankan operasional harian lembaga 

tersebut. LPS berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor 

perbankan dan mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat 

mengganggu perekonomian nasional. Fungsi utama LPS: 

a. Penjaminan Simpanan: Menjamin simpanan nasabah di bank-

bank yang terdaftar di Indonesia hingga batas tertentu sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Pengelolaan Dana Penjaminan: Mengelola dana penjaminan 

yang digunakan untuk membayar nasabah bank yang mengalami 

kegagalan. 

c. Stabilitas Sistem Keuangan: Berperan dalam menjaga stabilitas 

sistem keuangan dengan cara memberikan rasa aman bagi 

nasabah bank melalui program penjaminan simpanan. 

 

4. Bank Umum 

Bank umum di Indonesia berperan sebagai lembaga yang 

menyediakan berbagai produk perbankan kepada masyarakat. Bank 

umum ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari manajemen 

puncak (seperti direktur utama), serta beberapa divisi yang bertanggung 

jawab terhadap berbagai produk dan layanan, seperti divisi kredit, divisi 

layanan nasabah, serta divisi riset dan pengembangan. Bank umum ini 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu bank umum konvensional dan bank 

umum syariah. 

Bank umum konvensional beroperasi berdasarkan sistem 

perbankan berbasis bunga, sementara bank umum syariah beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang bunga dan transaksi 

yang mengandung unsur riba. Bank-bank ini beroperasi dengan tujuan 

utama memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk 
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penyaluran kredit, layanan simpanan, dan berbagai produk perbankan 

lainnya. Struktur bank umum: 

a. Manajemen Puncak: Terdiri dari Direktur Utama, Direktur, serta 

Kepala Divisi yang membidangi berbagai fungsi operasional 

bank. 

b. Divisi Produk dan Layanan: Membagi fokus untuk layanan 

simpanan, layanan kredit, dan layanan transaksi keuangan. 

c. Divisi Risiko dan Pengawasan: Bertanggung jawab untuk 

mengawasi dan mengelola risiko yang timbul akibat aktivitas 

perbankan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang 

ada. 

 

5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang lebih fokus 

pada pemberian kredit kepada masyarakat di tingkat mikro dan daerah. 

Struktur organisasi BPR lebih sederhana dibandingkan dengan bank 

umum karena BPR memiliki skala operasi yang lebih kecil dan lebih 

terfokus pada pemberian kredit mikro dan skala kecil. Meskipun 

demikian, BPR tetap berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Struktur bank perkreditan rakyat: 

a. Manajemen Puncak: Terdiri dari seorang Direktur Utama dan 

beberapa kepala divisi yang mengelola produk-produk seperti 

kredit mikro, simpanan, serta divisi pengawasan. 

b. Fokus pada Layanan Kredit: BPR lebih berfokus pada pemberian 

pinjaman kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

 

C. Peran Bank Sentral (Bank Indonesia) dalam Sistem Perbankan 

 

Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Sebagai 

bank sentral, BI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengatur dan 

pengawas kebijakan moneter, tetapi juga berperanan kunci dalam 

pengawasan dan pengelolaan sistem pembayaran, pengaturan stabilitas 

sistem keuangan, serta sebagai pemangku kebijakan dalam sektor 

perbankan nasional. Selain itu, BI bertanggung jawab untuk 

menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan 
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pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran Bank 

Indonesia meliputi berbagai aspek yang krusial, seperti kebijakan 

moneter, pengawasan sektor perbankan, stabilitas sistem keuangan, serta 

pengelolaan cadangan devisa negara dan transaksi internasional.  

 

1. Kebijakan Moneter dan Pengaturan Suku Bunga 

Salah satu peran utama Bank Indonesia dalam sistem perbankan 

adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang 

bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan 

inflasi. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan 

memengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk suku bunga, 

jumlah uang yang beredar, serta nilai tukar rupiah. Sebagai bank sentral, 

Bank Indonesia memiliki instrumen kebijakan yang penting untuk 

mencapai tujuan tersebut, seperti: 

a. Suku Bunga Acuan (BI Rate) 

Suku bunga acuan atau BI Rate merupakan salah satu instrumen 

utama kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia 

untuk mengendalikan likuiditas dan stabilitas ekonomi. Dengan 

mengatur suku bunga acuan, Bank Indonesia dapat 

mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank-

bank di Indonesia. Ketika BI menurunkan suku bunga acuan, 

bank-bank cenderung menurunkan suku bunga pinjaman, yang 

dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak meminjam 

uang. Hal ini akan meningkatkan konsumsi dan investasi, 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pada situasi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat menaikkan 

suku bunga acuan untuk menahan inflasi. Kenaikan suku bunga 

ini akan membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga 

masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran dan bank akan 

memperketat pemberian kredit. Dengan cara ini, Bank Indonesia 

berupaya untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga daya 

beli masyarakat. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan 

perusahaan dalam melakukan investasi, karena biaya pinjaman 

yang lebih tinggi akan membuat investasi menjadi lebih mahal. 

b. Operasi Pasar Terbuka (OPT) 

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah salah satu instrumen 

penting dalam kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank 

Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam 
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perekonomian. Melalui OPT, Bank Indonesia dapat membeli 

atau menjual surat berharga negara di pasar sekunder untuk 

mempengaruhi likuiditas di sistem perbankan. Ketika Bank 

Indonesia membeli surat berharga negara, uang yang diterima 

oleh penjual akan masuk ke dalam sistem perbankan, 

meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, ketika 

Bank Indonesia menjual surat berharga negara, uang yang 

diterima oleh Bank Indonesia akan keluar dari peredaran, 

sehingga mengurangi jumlah uang yang ada di sistem perbankan. 

Dengan menggunakan OPT, Bank Indonesia dapat 

mempengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek, yang pada 

gilirannya dapat memengaruhi kondisi ekonomi secara 

keseluruhan. Jika Bank Indonesia ingin mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dapat melakukan pembelian surat berharga negara 

untuk meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga. 

Sebaliknya, jika Bank Indonesia ingin mengurangi inflasi atau 

mengendalikan ekses likuiditas, dapat menjual surat berharga 

negara untuk menyerap kelebihan uang yang beredar. 

c. Fasilitas Likuiditas dan Cadangan Wajib Minimum (GWM) 

Fasilitas likuiditas dan cadangan wajib minimum (GWM) adalah 

dua instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank 

Indonesia untuk mengatur stabilitas dan kelancaran operasional 

sektor perbankan. GWM mengacu pada persentase dari simpanan 

atau deposito yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia, 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki 

cadangan likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Dengan menetapkan persyaratan GWM, Bank 

Indonesia dapat mengontrol jumlah uang yang beredar dalam 

perekonomian dan memastikan bahwa bank memiliki cadangan 

yang memadai untuk menghadapi kemungkinan krisis likuiditas. 

Kebijakan ini sangat penting karena likuiditas yang cukup dalam 

sistem perbankan dapat mengurangi risiko kegagalan bank akibat 

kekurangan dana. Bank yang tidak memiliki cadangan yang 

cukup berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi 

permintaan penarikan dana dari nasabah. Sebaliknya, dengan 

mengharuskan bank memiliki cadangan yang memadai, Bank 

Indonesia membantu menjaga stabilitas sektor perbankan dan 
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mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat merusak 

perekonomian. 

 

2. Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengawasan Perbankan 

Bank Indonesia berperan sebagai regulator dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan Indonesia. Salah satu fokus utama BI adalah 

mengawasi dan memastikan operasional perbankan berjalan dengan baik 

untuk menghindari krisis keuangan yang dapat mengganggu 

perekonomian nasional. Stabilitas sistem keuangan sangat bergantung 

pada kemampuan BI dalam mengelola risiko sistemik yang dapat muncul 

dari sektor perbankan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI bekerja 

sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga 

keuangan di Indonesia. Tanggung jawab utama Bank Indonesia dalam 

konteks ini adalah: 

a. Pengawasan Makroprudensial 

Pengawasan makroprudensial merupakan bagian penting dari 

kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan. Fokus dari pengawasan ini adalah 

mencegah terjadinya sistemik yang dapat mempengaruhi seluruh 

sektor keuangan, bukan hanya bank-bank individu. Dalam hal 

ini, Bank Indonesia mengidentifikasi dan mengelola berbagai 

risiko yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan, 

seperti risiko likuiditas, kredit, dan pasar yang dapat 

menyebabkan gangguan besar jika tidak ditangani dengan baik. 

Pengawasan makroprudensial bertujuan untuk memastikan 

bahwa seluruh sistem keuangan berfungsi dengan baik dan tidak 

ada potensi ancaman yang dapat merusak stabilitas ekonomi. 

Salah satu langkah penting dalam pengawasan makroprudensial 

adalah memantau kesehatan keuangan bank-bank secara kolektif 

dan mengidentifikasi potensi risiko sistemik. Bank Indonesia 

melakukan ini dengan menggunakan berbagai alat analisis, 

termasuk pengawasan terhadap pergerakan suku bunga, 

kebijakan kredit, serta pergerakan pasar yang dapat menambah 

tekanan terhadap sektor keuangan. Misalnya, risiko likuiditas 

dapat meningkat jika terjadi ketidakseimbangan antara sumber 

daya yang tersedia dengan kebutuhan dana jangka pendek, yang 
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dapat memicu krisis likuiditas di banyak bank jika tidak ditangani 

dengan hati-hati. 

b. Kebijakan Sistem Pembayaran 

Kebijakan sistem pembayaran merupakan salah satu peran utama 

Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan 

di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua transaksi pembayaran, baik dalam 

bentuk tunai maupun non-tunai, dapat dilakukan secara lancar, 

aman, dan efisien. Kebijakan ini mencakup pengaturan dan 

pengawasan terhadap sistem pembayaran antarbank, transaksi 

elektronik, serta berbagai instrumen pembayaran lainnya yang 

digunakan oleh masyarakat dan sektor keuangan. Sistem 

pembayaran yang aman dan efisien merupakan dasar bagi 

kelancaran transaksi ekonomi, yang pada gilirannya mendukung 

perekonomian yang stabil. 

BI juga berperan penting dalam mengawasi infrastruktur 

teknologi yang digunakan dalam transaksi pembayaran, termasuk 

sistem pembayaran digital dan online. Mengingat pesatnya 

perkembangan teknologi dalam sektor perbankan dan finansial, 

BI perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat 

mengelola transaksi secara aman dan terlindungi dari ancaman 

siber. Sistem yang rentan terhadap gangguan atau 

penyalahgunaan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem keuangan, yang dapat berdampak pada stabilitas 

ekonomi secara keseluruhan. 

c. Pemantauan Kondisi Perbankan 

Pemantauan kondisi perbankan merupakan bagian integral dari 

upaya Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan. BI secara rutin memantau kesehatan dan solvabilitas 

bank-bank di Indonesia dengan memeriksa berbagai aspek yang 

berkaitan dengan operasional bank, termasuk penerapan prinsip 

kehati-hatian atau prudential banking. Prinsip ini mencakup 

kebijakan yang memastikan bank menjalankan operasionalnya 

dengan hati-hati, menghindari pengambilan risiko yang 

berlebihan, dan menjaga keseimbangan antara keuntungan dan 

risiko yang diambil. 

BI juga memantau ketentuan mengenai modal minimum yang 

harus dipenuhi oleh setiap bank komersial. Modal minimum 
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berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi potensi 

kerugian yang dapat timbul dari berbagai faktor eksternal dan 

internal. Dengan memastikan bahwa bank memiliki modal yang 

cukup, BI membantu menjaga ketahanan sektor perbankan dari 

dampak negatif yang mungkin terjadi, seperti krisis keuangan 

atau kerugian besar akibat risiko kredit atau pasar yang tidak 

terkendali. 

 

3. Fasilitasi Kegiatan Sistem Pembayaran 

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan dalam 

mengatur sistem pembayaran nasional, yang sangat penting untuk 

kelancaran transaksi perbankan. Bank Indonesia bertugas menyediakan 

infrastruktur untuk transaksi pembayaran yang efisien, aman, dan 

terjangkau bagi seluruh masyarakat. Di antaranya adalah dengan 

meluncurkan berbagai platform dan kebijakan yang mendukung 

modernisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memastikan 

bahwa sistem pembayaran elektronik dan digital dapat berjalan dengan 

baik. Pengembangan sistem pembayaran yang canggih seperti Real Time 

Gross Settlement (RTGS) dan National Payment Gateway adalah contoh 

dari upaya Bank Indonesia dalam memperkenalkan sistem pembayaran 

yang aman dan terintegrasi. 

 

4. Pengelolaan Cadangan Devisa dan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah 

Pengelolaan cadangan devisa adalah salah satu tugas krusial 

Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. 

Cadangan devisa merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan transaksi internasional, termasuk impor barang 

dan jasa, serta pembayaran utang luar negeri. BI memiliki kewenangan 

untuk mengelola cadangan devisa secara hati-hati agar Indonesia tetap 

memiliki kapasitas untuk menghadapi ketegangan pasar valuta asing dan 

fluktuasi nilai tukar. Pengelolaan yang baik terhadap cadangan devisa 

memberikan fleksibilitas bagi BI dalam merespons ketidakpastian 

global, yang dapat memengaruhi perekonomian domestik. 

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan 

moneter, BI berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 

Dalam menghadapi gejolak pasar valuta asing atau krisis ekonomi 

global, nilai tukar rupiah dapat terpengaruh signifikan. Salah satu cara 

BI untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar adalah dengan melakukan 
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intervensi pasar valuta asing. Intervensi ini dilakukan dengan membeli 

atau menjual cadangan devisa untuk menstabilkan nilai rupiah, sehingga 

mengurangi fluktuasi yang dapat merugikan perekonomian domestik. 

Pada situasi krisis atau ketegangan pasar global, stabilitas nilai 

tukar rupiah menjadi sangat penting untuk menjaga daya saing produk 

domestik dan mengurangi dampak inflasi impor. Ketika nilai tukar 

rupiah melemah tajam, harga barang impor dapat meningkat, yang pada 

gilirannya dapat menekan daya beli masyarakat. Dalam kondisi ini, BI 

dapat menggunakan cadangan devisa untuk menjual dolar AS atau mata 

uang asing lainnya guna mendukung nilai tukar rupiah, menjaga daya 

beli domestik, dan mengurangi ketegangan ekonomi. 

 

5. Peran Bank Indonesia dalam Inovasi dan Transformasi Digital 

di Perbankan 

Peran Bank Indonesia (BI) dalam inovasi dan transformasi digital 

di sektor perbankan semakin vital seiring pesatnya perkembangan 

teknologi. BI menyadari bahwa digitalisasi dapat membawa efisiensi 

yang signifikan dalam operasional perbankan dan memperluas akses 

masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan. Oleh karena itu, BI 

tidak hanya memberikan dukungan terhadap penggunaan teknologi 

dalam sistem perbankan, tetapi juga mendorong digitalisasi sebagai 

upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Salah satu langkah konkret 

yang diambil BI adalah dengan mengembangkan sistem pembayaran 

digital, yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa 

perlu menggunakan uang tunai, seperti melalui uang elektronik dan 

dompet digital. 

Untuk menjalankan transformasi digital ini, Bank Indonesia 

berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung 

pengembangan teknologi perbankan, termasuk digital payment system 

yang lebih cepat, aman, dan efisien. Seiring dengan meningkatnya 

popularitas penggunaan uang elektronik, BI berupaya untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan inovasi ini 

tanpa mengabaikan aspek-aspek regulasi yang penting. Hal ini bertujuan 

agar produk-produk digital seperti dompet digital dan platform 

pembayaran dapat beroperasi dengan lancar di seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk yang sebelumnya sulit mengakses layanan 

perbankan tradisional. 
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Bank Indonesia juga memiliki peran utama dalam mengatur dan 

mengawasi transaksi digital. Salah satu fokus utamanya adalah 

memastikan bahwa sistem pembayaran digital yang digunakan oleh bank 

dan lembaga keuangan lainnya aman dan tidak menimbulkan risiko 

sistemik. Regulasi yang diterapkan oleh BI mencakup pengawasan 

terhadap penyedia layanan pembayaran digital untuk memastikan bahwa 

mematuhi standar keamanan dan perlindungan data nasabah. Dengan 

demikian, BI berusaha menjaga agar transaksi digital yang semakin 

marak ini tetap terlindungi dari potensi risiko siber, yang dapat 

merugikan nasabah maupun sistem perbankan secara keseluruhan. 

 

D. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang 

memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan sektor jasa 

keuangan di Indonesia. OJK didirikan untuk menjamin stabilitas sistem 

keuangan, melindungi konsumen, serta mendorong perkembangan 

sektor keuangan yang transparan dan berkelanjutan. Peran OJK dalam 

pengawasan sektor perbankan sangat esensial karena lembaga ini 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-bank di Indonesia 

beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada, menjaga integritas pasar 

keuangan, serta meminimalkan risiko sistemik yang dapat mengganggu 

perekonomian. Dalam konteks pengawasan perbankan, OJK memiliki 

fungsi yang sangat strategis, yang meliputi pengawasan terhadap 

kesehatan bank, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, penanganan masalah 

perbankan yang bermasalah, serta pengawasan terhadap produk dan 

layanan perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan 

untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, stabil, dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat.  

 

1. Pengawasan terhadap Kesehatan Bank 

Salah satu tugas utama OJK adalah melakukan pengawasan 

terhadap kinerja dan kesehatan bank-bank yang beroperasi di Indonesia. 

Dalam hal ini, OJK memastikan bahwa bank-bank memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan, seperti rasio kecukupan modal, 

pengelolaan risiko, dan manajemen yang transparan. OJK juga 

memastikan bahwa bank-bank mematuhi aturan terkait dengan likuiditas 

dan solvabilitas yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan 



 47 Buku Referensi 

operasionalnya. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, 

seperti: 

a. Laporan Keuangan Bank 

Pengawasan terhadap kesehatan bank merupakan bagian integral 

dari sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu 

aspek penting dalam pengawasan ini adalah laporan keuangan 

bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban untuk 

memantau laporan keuangan bank-bank yang beroperasi di 

Indonesia guna memastikan bahwa beroperasi dengan sehat dan 

transparan. Setiap bank diharuskan untuk menyampaikan laporan 

keuangan secara berkala, yang mencakup laporan laba rugi, 

neraca, serta laporan arus kas. Tujuan dari kewajiban ini adalah 

untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi 

keuangan bank, sehingga pihak regulator dapat mengambil 

langkah yang diperlukan jika ditemukan masalah. 

Bank-bank di Indonesia juga diwajibkan untuk melakukan audit 

tahunan oleh auditor independen. Hasil audit ini menjadi dasar 

bagi OJK untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank dan 

memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan keuangan 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Proses audit ini 

penting karena memberikan jaminan bahwa bank tidak 

melakukan manipulasi atau kesalahan dalam laporan. Dengan 

adanya audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, 

maka kredibilitas laporan keuangan dapat terjaga dan 

memberikan kepercayaan kepada pihak terkait, seperti investor, 

nasabah, dan pihak regulator. 

b. Pemantauan Rasio Kesehatan Bank 

Pemantauan rasio-rasio kesehatan bank merupakan bagian 

penting dari tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Beberapa rasio yang 

menjadi fokus pengawasan meliputi rasio kecukupan modal 

(CAR), rasio likuiditas, rasio kredit bermasalah (NPL), dan 

tingkat keuntungan bank. Rasio kecukupan modal (CAR) adalah 

indikator penting untuk mengukur sejauh mana bank memiliki 

cadangan modal yang cukup untuk menutupi risiko yang 

dihadapi. OJK secara rutin memantau rasio ini untuk memastikan 

bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk bertahan jika 

terjadi kerugian atau guncangan ekonomi. Selain itu, rasio ini 
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juga menjadi acuan untuk mengetahui seberapa sehat struktur 

modal bank. 

Rasio likuiditas juga menjadi perhatian utama dalam pengawasan 

OJK. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, terutama dalam hal penarikan dana 

oleh nasabah. OJK memantau rasio likuiditas dengan ketat untuk 

memastikan bahwa bank memiliki kecukupan dana yang dapat 

segera dicairkan tanpa menimbulkan gangguan pada operasi 

bank. Jika bank mengalami masalah likuiditas, hal ini dapat 

menimbulkan krisis keuangan yang berdampak luas, sehingga 

pengawasan yang ketat terhadap rasio ini sangat diperlukan 

untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. 

c. Penerapan Prinsip Kehati-hatian 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko 

menjadi fokus utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 

mengawasi sektor perbankan guna menjaga stabilitas finansial. 

Prinsip ini menuntut bank untuk mengelola risiko secara cermat, 

terutama dalam aspek kredit, pasar, dan operasional. Dalam 

manajemen kredit, OJK memastikan bahwa bank menerapkan 

evaluasi ketat terhadap kemampuan nasabah membayar 

pinjaman guna meminimalkan risiko kredit bermasalah (NPL) 

yang dapat mengganggu kesehatan keuangan bank. Selain itu, 

dalam pengelolaan risiko pasar, bank diwajibkan untuk memiliki 

strategi mitigasi yang kuat, seperti penggunaan instrumen 

lindung nilai (hedging), guna mengurangi dampak fluktuasi 

harga pasar yang tidak terduga. OJK juga melakukan pemantauan 

terhadap portofolio investasi bank untuk memastikan bahwa 

eksposur terhadap instrumen keuangan berisiko tinggi tidak 

mengancam stabilitas perbankan secara keseluruhan. 

 

2. Pengawasan Terhadap Produk dan Layanan Perbankan 

OJK juga berperan penting dalam mengawasi produk dan 

layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Pengawasan ini 

bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak 

adil atau merugikan. OJK memastikan bahwa bank tidak terlibat dalam 

praktik penipuan atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar. 

Beberapa aspek yang diawasi oleh OJK terkait dengan produk dan 

layanan perbankan antara lain: 
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a. Transparansi Produk Perbankan 

Transparansi produk perbankan merupakan aspek krusial dalam 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan 

bank untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat 

mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Tujuan utama 

dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa nasabah dapat 

membuat keputusan yang bijak berdasarkan pemahaman yang 

menyeluruh terhadap produk yang dipilih, termasuk rincian 

mengenai bunga pinjaman, biaya tersembunyi, serta syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, bank juga harus 

mengungkapkan risiko yang terkait dengan produk perbankan, 

seperti investasi, pinjaman, atau asuransi, dengan menyajikan 

informasi mengenai potensi kerugian, tingkat pengembalian yang 

diharapkan, serta risiko pasar atau kredit dalam format yang 

mudah dipahami. Dengan pengawasan ketat dari OJK, 

transparansi ini diharapkan dapat melindungi nasabah dari 

keputusan finansial yang merugikan serta meningkatkan 

kepercayaan terhadap industri perbankan. 

b. Perlindungan Konsumen 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam 

melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan 

dalam sektor perbankan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

memastikan bahwa bank tidak menetapkan bunga yang tidak 

wajar atau biaya tersembunyi yang dapat memberatkan nasabah. 

OJK mengawasi agar bank memberikan informasi yang jelas dan 

transparan mengenai produk dan layanan, termasuk struktur 

biaya, bunga, dan syarat-syarat yang berlaku, sehingga nasabah 

dapat membuat keputusan finansial yang bijak. Selain itu, OJK 

juga bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan data 

pribadi nasabah, terutama di era digital yang semakin 

berkembang. Untuk mencegah penyalahgunaan informasi 

pribadi, OJK mengatur dan mengawasi kebijakan pengelolaan 

serta keamanan data, memastikan bahwa bank menerapkan 

sistem perlindungan yang kuat dalam transaksi perbankan online 

dan digital agar kerahasiaan informasi nasabah tetap terjaga. 

c. Penyelesaian Sengketa 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam 

memastikan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank 
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dilakukan secara adil dan transparan. Sebagai mediator, OJK 

membantu kedua belah pihak mencapai solusi yang memadai 

tanpa harus melalui proses hukum yang panjang, sehingga dapat 

menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan serta 

memastikan perlindungan hak-hak konsumen. Dalam menangani 

sengketa, OJK memiliki kewenangan untuk menilai persoalan 

yang muncul, seperti perselisihan terkait kredit, biaya yang tidak 

sesuai, atau masalah lain dalam transaksi perbankan. OJK 

berupaya memberikan solusi yang seimbang dengan 

mempertimbangkan kepentingan kedua pihak, serta memastikan 

bahwa proses mediasi berlangsung sesuai dengan regulasi yang 

berlaku agar penyelesaian sengketa dilakukan secara profesional, 

transparan, dan adil. 

 

3. Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko adalah salah satu aspek yang sangat penting 

dalam perbankan. OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa bank-bank di Indonesia menjalankan prinsip pengelolaan risiko 

yang sehat. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak 

negatif dari risiko-risiko yang dapat terjadi, baik itu risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas, atau risiko operasional. Beberapa area 

pengawasan terkait pengelolaan risiko yang dilakukan oleh OJK adalah: 

a. Risiko Kredit 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam 

mengawasi risiko kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah guna memastikan sistem perbankan yang stabil dan 

sehat. Salah satu fokus utama pengawasan ini adalah memastikan 

bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian 

kredit agar tidak terpapar risiko yang berlebihan. OJK 

menetapkan berbagai regulasi, termasuk kewajiban bagi bank 

untuk melakukan analisis kelayakan kredit yang komprehensif, 

mencakup penilaian terhadap kemampuan bayar nasabah 

berdasarkan pendapatan, aset, serta riwayat kredit sebelumnya. 

Selain itu, OJK mengawasi agar bank memiliki prosedur yang 

jelas dan transparan dalam pemberian kredit, memastikan bahwa 

kredit yang disalurkan tidak hanya menguntungkan bank tetapi 

juga tidak membebani nasabah secara berlebihan. Untuk itu, 

bank wajib melakukan evaluasi risiko secara mendalam dan 
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menerapkan model penilaian yang sesuai sebelum menyetujui 

pinjaman. Jika ditemukan indikasi risiko tinggi, OJK dapat 

meminta bank untuk meninjau ulang atau menyesuaikan jumlah 

pinjaman guna menjaga stabilitas sistem keuangan. 

b. Risiko Likuiditas 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab dalam 

mengawasi risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank guna 

memastikan stabilitas sistem keuangan. Risiko likuiditas 

berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

finansialnya, termasuk penarikan dana oleh nasabah dan 

pembayaran utang, tanpa menimbulkan gangguan operasional 

yang signifikan. Untuk itu, OJK mewajibkan bank menjaga 

keseimbangan antara aset likuid yang dimiliki dengan kewajiban 

jangka pendeknya agar selalu siap menghadapi kebutuhan 

likuiditas mendadak. Sebagai bagian dari pengawasan, OJK 

menetapkan regulasi terkait rasio likuiditas minimum, seperti 

Loan to Deposit Ratio (LDR), untuk memastikan bank memiliki 

likuiditas yang cukup tanpa mengorbankan profitabilitasnya. 

Selain itu, bank juga diwajibkan memiliki strategi manajemen 

likuiditas yang mencakup cadangan dana darurat dan akses ke 

sumber pendanaan alternatif guna menghadapi potensi krisis 

likuiditas akibat kondisi ekonomi yang tidak terduga. 

 

c. Risiko Operasional 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam 

mengawasi manajemen risiko operasional bank, khususnya yang 

berkaitan dengan teknologi informasi (TI) dan infrastruktur 

perbankan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan bank 

pada sistem digital, OJK memastikan bahwa teknologi yang 

digunakan aman, andal, dan terlindungi dari ancaman siber yang 

dapat membahayakan data nasabah serta stabilitas sistem 

keuangan. Pengawasan ini mencakup regulasi ketat terhadap 

kebijakan perlindungan data, sistem keamanan siber, serta 

kepatuhan terhadap standar teknologi yang ditetapkan. Selain itu, 

OJK juga menilai kesiapan bank dalam menghadapi potensi 

gangguan teknologi, termasuk serangan siber, kerusakan 

perangkat keras, dan kegagalan sistem. Oleh karena itu, bank 

diwajibkan memiliki strategi mitigasi risiko yang komprehensif, 
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termasuk penerapan sistem pemulihan bencana (disaster 

recovery) serta pelaporan berkala mengenai langkah-langkah 

peningkatan keamanan dan keandalan sistem operasional. 

d. Manajemen Risiko Sistemik 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam 

mengawasi manajemen risiko sistemik yang dapat mengancam 

stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Risiko sistemik 

terjadi ketika kegagalan satu atau lebih lembaga keuangan 

berdampak luas pada sistem keuangan dan perekonomian 

nasional, sehingga OJK harus secara proaktif memantau potensi 

risiko yang dapat menyebar antarbank serta dampak 

ketidakstabilan pasar secara lebih luas. Dalam menjalankan 

tugasnya, OJK bekerja sama erat dengan Bank Indonesia (BI) 

untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam mitigasi risiko 

sistemik, di mana BI bertanggung jawab atas kebijakan moneter 

dan intervensi pasar, sementara OJK fokus pada pengawasan 

kelembagaan dan operasional perbankan. Kerja sama ini 

memungkinkan penerapan langkah-langkah strategis seperti 

penyediaan likuiditas darurat, pemanfaatan cadangan devisa, 

serta peningkatan pengawasan terhadap kesiapan perbankan 

dalam menghadapi potensi krisis, sehingga dapat menjaga 

stabilitas sistem keuangan nasional.   
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BAB IV 
REGULASI DAN KEBIJAKAN 

PERBANKAN 
 

 

 

Regulasi dan Kebijakan Perbankan akan membahas berbagai 

aturan hukum dan kebijakan yang menjadi dasar operasional sektor 

perbankan di Indonesia. Regulasi ini mencakup peraturan-peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas terkait, seperti Bank 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertujuan untuk 

menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan efisien. Regulasi 

ini mencakup aspek penting seperti pengelolaan risiko, pengawasan 

bank, serta perlindungan konsumen dalam sektor perbankan. Dalam 

konteks kebijakan perbankan, pemerintah Indonesia juga menerapkan 

berbagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

inklusi keuangan, dan stabilitas moneter. Kebijakan tersebut antara lain 

mencakup suku bunga acuan, kebijakan likuiditas, dan kebijakan kredit 

yang mempengaruhi aktivitas perbankan dan kinerja ekonomi nasional. 

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pendorong bagi sektor 

perbankan untuk mendukung pembiayaan bagi sektor riil, baik itu 

individu, UMKM, maupun perusahaan besar. 

 

A. Sumber Hukum Perbankan di Indonesia 

 

Sumber hukum perbankan di Indonesia merupakan sekumpulan 

aturan yang mengatur kegiatan perbankan, baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. Dalam konteks perbankan, sumber hukum 

memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa sektor 

perbankan beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan dalam 

koridor yang legal. Hukum perbankan Indonesia terdiri dari berbagai 

macam peraturan perundang-undangan, yang meliputi undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK), serta peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh 

lembaga-lembaga pengawas sektor keuangan (Yusmad, 2018). Sumber 

hukum perbankan Indonesia bisa dibagi menjadi dua kategori utama, 

yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber 

hukum tertulis mencakup peraturan-peraturan yang telah diundangkan 

oleh lembaga legislatif atau pengatur, sementara sumber hukum tidak 

tertulis mencakup kebiasaan, praktik industri, serta fatwa yang relevan 

dengan praktik perbankan di Indonesia. 

 

1. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan 

di Indonesia merupakan sumber hukum yang paling utama dan berlaku 

secara mengikat. Beberapa undang-undang yang sangat penting dan 

menjadi landasan hukum dalam sektor perbankan Indonesia antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 

Perbankan) 

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan 1998) 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (UU OJK) 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(UU BI) 

e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 

Perubahan BI) 

 

2. Peraturan dan Ketentuan Bank Indonesia (BI) 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga merupakan 

sumber hukum yang sangat penting dalam sektor perbankan Indonesia. 

Beberapa peraturan Bank Indonesia yang relevan dengan sektor 

perbankan antara lain: 

a. Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan 

Cadangan Minimum (CAR) 

Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan 

cadangan minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga 

kestabilan sistem perbankan. CAR mengatur sejauh mana bank-

bank harus memiliki cadangan modal yang cukup untuk 
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menutupi potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko 

operasional, kredit, dan pasar. Rasio ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa bank tidak terpapar risiko yang berlebihan 

yang bisa membahayakan keberlangsungan operasionalnya. 

Bank Indonesia menetapkan standar rasio kecukupan modal 

sebagai pedoman agar bank dapat bertahan dalam situasi yang 

tidak terduga, seperti penurunan nilai aset atau lonjakan jumlah 

kredit bermasalah. 

Dengan adanya ketentuan CAR, Bank Indonesia mengharuskan 

setiap bank untuk menjaga rasio kecukupan modal yang sesuai 

dengan standar minimum yang ditetapkan. Tujuan utama dari 

kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa bank-bank 

memiliki cadangan modal yang cukup untuk menutupi kerugian 

yang timbul, sekaligus memitigasi risiko yang dihadapi dalam 

aktivitas perbankan. Kebijakan ini juga membantu meningkatkan 

kepercayaan nasabah dan investor terhadap sektor perbankan, 

karena bank yang memiliki modal yang cukup dianggap lebih 

stabil dan mampu menghadapi tantangan ekonomi. 

b. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran dan 

Layanan Keuangan Digital 

Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan 

layanan keuangan digital bertujuan untuk mengatur dan 

mengawasi perkembangan teknologi finansial (fintech) di sektor 

perbankan. Perkembangan pesat teknologi telah mengubah cara 

masyarakat melakukan transaksi, dengan adanya layanan 

pembayaran digital, dompet elektronik, dan aplikasi keuangan 

lainnya. Bank Indonesia menyadari bahwa inovasi ini perlu 

diatur agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem 

keuangan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, 

peraturan ini mengatur standar operasional, infrastruktur, serta 

pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan keuangan digital 

di Indonesia. 

Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah pengaturan 

terhadap sistem pembayaran digital yang digunakan oleh bank 

dan lembaga keuangan lainnya. Bank Indonesia menetapkan 

regulasi yang memastikan bahwa sistem pembayaran digital 

aman, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Hal ini mencakup pengaturan mengenai transaksi pembayaran, 
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transfer antarbank, serta keamanan data pribadi yang digunakan 

dalam transaksi. Dengan adanya regulasi yang jelas, Bank 

Indonesia memastikan bahwa teknologi finansial dapat 

berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanannya, serta 

memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan 

layanan keuangan digital. 

 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan juga 

mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang operasional perbankan 

di Indonesia. Beberapa peraturan penting yang diterbitkan oleh OJK 

antara lain: 

a. Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perbankan 

syariah mengatur berbagai aspek operasional bank syariah di 

Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Salah satu 

bagian utama dari peraturan ini adalah tata cara pendirian bank 

syariah. OJK menetapkan syarat-syarat khusus yang harus 

dipenuhi oleh lembaga yang ingin mendirikan bank syariah, 

termasuk persyaratan modal, struktur organisasi, serta keahlian 

yang dibutuhkan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah. Ini 

juga mencakup penetapan pengawasan dari Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk memastikan 

semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan 

hukum Islam. 

Peraturan OJK ini juga menetapkan mekanisme operasional bank 

syariah, yang meliputi pengelolaan produk-produk keuangan 

yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa 

bunga, profit sharing, dan transaksi yang bebas dari unsur gharar 

(ketidakjelasan) dan riba (bunga). OJK juga mengatur tentang 

pengelolaan risiko yang terkait dengan produk syariah, seperti 

risiko kredit, pasar, serta operasional. Tujuan dari pengaturan ini 

adalah agar bank syariah dapat beroperasi secara efisien dan 

transparan, serta memberikan kepercayaan kepada nasabah 

bahwa layanan yang diberikan sepenuhnya mengikuti prinsip-

prinsip syariah yang sahih. 
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b. Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perlindungan 

konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen yang 

menggunakan produk dan jasa perbankan di Indonesia 

terlindungi hak-haknya. Salah satu aspek utama dalam peraturan 

ini adalah kewajiban bank untuk memberikan informasi yang 

jelas, lengkap, dan mudah dimengerti kepada nasabah terkait 

dengan produk yang ditawarkan. Hal ini meliputi informasi 

mengenai biaya, bunga, syarat-syarat, serta risiko yang terkait 

dengan produk atau layanan yang diberikan. Dengan adanya 

transparansi ini, nasabah diharapkan dapat membuat keputusan 

yang lebih baik dan tidak terjebak dalam produk yang 

merugikannya. 

Peraturan OJK ini juga mengatur tentang kewajiban bank untuk 

memberikan layanan yang adil dan tidak diskriminatif. Bank 

dilarang untuk melakukan praktik yang merugikan nasabah, 

seperti menetapkan bunga yang tidak wajar atau biaya 

tersembunyi yang tidak diinformasikan dengan jelas di awal. 

Peraturan ini juga mengatur tentang larangan untuk memberikan 

penawaran produk atau layanan yang dapat menimbulkan 

ketidakpastian bagi konsumen, serta melarang bank untuk 

memanipulasi nasabah dalam hal keputusan pembelian produk 

atau layanan perbankan. 

 

4. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden 

Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) 

memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sektor perbankan di 

Indonesia, terutama dalam hal-hal teknis yang lebih rinci yang tidak 

diatur oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Beberapa peraturan ini mencakup prosedur penyelesaian sengketa antara 

bank dengan nasabah atau antarbank, serta regulasi terkait sistem 

pembayaran yang memastikan keamanan dan efisiensi transaksi 

keuangan di Indonesia. Peraturan ini juga mengatur mengenai hak dan 

kewajiban setiap pihak dalam proses penyelesaian sengketa untuk 

menciptakan mekanisme yang adil dan transparan. 

PP dan Keppres juga mengatur mengenai penyelamatan bank 

yang mengalami kesulitan keuangan. Salah satu peraturan penting yang 

ada adalah terkait dengan bank yang dianggap "too big to fail" atau 
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terlalu besar untuk gagal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang 

untuk melakukan intervensi dengan memberikan bantuan keuangan 

kepada bank yang mengalami krisis likuiditas atau solvabilitas. Tujuan 

utama dari intervensi ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan dan mencegah dampak yang lebih besar 

pada perekonomian Indonesia. 

 

5. Sumber Hukum Internasional 

Sektor perbankan Indonesia, selain diatur oleh hukum domestik, 

juga dipengaruhi oleh sumber hukum internasional yang memiliki 

dampak signifikan terhadap kebijakan dan regulasi yang diterapkan di 

dalam negeri. Salah satu sumber hukum internasional yang penting 

adalah perjanjian internasional yang berkaitan dengan sektor keuangan 

global. Perjanjian-perjanjian ini sering kali mengatur masalah yang 

bersifat lintas negara, seperti transparansi keuangan, regulasi anti 

pencucian uang, serta kebijakan pengawasan yang melibatkan lembaga-

lembaga keuangan internasional. Melalui perjanjian ini, Indonesia terikat 

untuk mengadaptasi kebijakan domestiknya sesuai dengan standar 

global, dengan tujuan untuk menjaga integrasi sistem perbankan 

Indonesia dalam pasar global yang semakin terhubung. 

Standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti 

Bank for International Settlements (BIS) dan Financial Action Task 

Force (FATF) juga berperan penting dalam membentuk kebijakan 

perbankan di Indonesia. BIS, misalnya, mengeluarkan rekomendasi 

terkait dengan pengelolaan risiko perbankan dan kecukupan modal yang 

harus dipenuhi oleh bank-bank di seluruh dunia. Sementara itu, FATF 

berfokus pada penegakan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan 

terorisme yang mengharuskan negara-negara anggota, termasuk 

Indonesia, untuk menerapkan standar tersebut dalam sistem perbankan. 

Pengaruh standar internasional ini memastikan bahwa sistem keuangan 

Indonesia tidak hanya aman di tingkat domestik, tetapi juga memenuhi 

ekspektasi global. 

 

B. Undang-Undang Perbankan dan Implementasinya 

 

Undang-Undang Perbankan merupakan regulasi utama yang 

mengatur sektor perbankan di Indonesia. Sebagai sektor yang sangat 

vital bagi perekonomian negara, perbankan diatur dengan ketat agar 
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dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan aman. Implementasi dari 

Undang-Undang Perbankan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga 

dihadapkan pada berbagai tantangan praktis dalam penegakan hukum 

dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.  

 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 

Perbankan) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 

Perbankan) merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam 

mengatur sektor perbankan di Indonesia. UU ini mendefinisikan dengan 

jelas apa yang dimaksud dengan perbankan, serta jenis-jenis bank yang 

ada di Indonesia, seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat. Selain 

itu, UU ini juga mengatur tujuan dari pendirian bank yang mencakup 

aspek pelayanan kepada masyarakat, pengembangan ekonomi, dan 

pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sebagai regulasi yang pertama 

kali diterapkan, UU ini memberikan dasar yang kokoh bagi 

perkembangan sektor perbankan nasional. 

UU Perbankan juga mengatur tentang sistem moneter yang 

melibatkan kebijakan kredit yang diterapkan oleh bank-bank di 

Indonesia. Bank-bank diharuskan untuk menyalurkan kredit dengan 

prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan 

yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang 

diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan 

antara kebutuhan perekonomian masyarakat dan pengelolaan risiko yang 

tepat oleh lembaga perbankan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan 1998) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan 1998) merupakan langkah 

penting yang diambil untuk memperkuat sektor perbankan Indonesia 

setelah krisis moneter 1997-1998. Salah satu perubahan utama dalam 

undang-undang ini adalah penguatan peran Bank Indonesia sebagai bank 

sentral, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam 

mengatur dan mengawasi sistem perbankan nasional. Pengawasan ini 

penting untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan 

Indonesia pasca-krisis. Bank Indonesia diberikan mandat yang lebih 

tegas dalam hal pengawasan terhadap kebijakan moneter, pengaturan 
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suku bunga, serta ketentuan tentang cadangan minimum untuk bank-

bank di Indonesia. 

UU Perbankan 1998 juga memperkenalkan pengawasan yang 

lebih ketat terhadap bank-bank komersial. Salah satu perubahan 

signifikan adalah pengaturan mengenai penyelamatan bank-bank yang 

menghadapi kesulitan keuangan. Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia 

diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi dan membantu 

menyelamatkan bank yang dianggap sistemik, guna mencegah 

keruntuhan yang dapat berdampak buruk pada sistem perbankan secara 

keseluruhan. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa 

krisis serupa tidak terulang dan sektor perbankan dapat kembali pulih 

dengan cepat. 

UU Perbankan 1998 juga membuka peluang bagi perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia. Seiring dengan semakin populernya 

produk-produk perbankan syariah pasca-reformasi, undang-undang ini 

memberikan dasar hukum bagi pengembangan bank-bank syariah 

dengan mengatur mekanisme operasionalnya secara lebih jelas. Dengan 

adanya perubahan ini, bank syariah dapat beroperasi dengan ketentuan 

yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang membantu 

memperkaya diversifikasi layanan perbankan di Indonesia. 

 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (UU OJK) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (UU OJK) merupakan langkah penting dalam reformasi 

sektor keuangan Indonesia. UU ini dibentuk untuk menciptakan 

pengawasan yang lebih terintegrasi dan efisien terhadap sektor jasa 

keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan 

lembaga keuangan lainnya. OJK memiliki tugas untuk menjaga stabilitas 

sistem keuangan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas sektor jasa 

keuangan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan 

akuntabilitas. Dalam konteks perbankan, OJK bertanggung jawab untuk 

mengawasi semua jenis bank, termasuk bank umum, bank syariah, serta 

bank perkreditan rakyat (BPR), guna menjaga keberlanjutan dan 

kesehatan sistem perbankan nasional. 

Salah satu fungsi utama OJK yang diatur dalam UU ini adalah 

pengawasan terhadap kebijakan operasional perbankan. OJK 

memastikan bahwa bank-bank di Indonesia mematuhi berbagai regulasi 
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yang ditetapkan, termasuk pengelolaan risiko yang baik, pengelolaan 

dana yang efisien, dan pengelolaan kredit yang sehat. UU ini juga 

memberikan OJK kewenangan untuk melakukan tindakan korektif 

terhadap bank yang terlibat dalam praktik yang merugikan nasabah atau 

mengancam stabilitas sistem keuangan, baik melalui pembinaan atau 

sanksi administratif. 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(UU BI) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(UU BI) merupakan dasar hukum yang memberikan mandat kepada 

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral untuk menjalankan kebijakan 

moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam 

peranannya, BI memiliki kewenangan untuk mengelola nilai tukar 

rupiah, mengatur inflasi, dan mengawasi operasional sistem perbankan 

nasional. Dengan adanya UU BI, Bank Indonesia diberikan kebebasan 

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga 

kestabilan ekonomi Indonesia, termasuk mengatur kebijakan suku 

bunga, serta mengawasi kebijakan kredit dan pengelolaan likuiditas 

bank-bank di tanah air. 

UU BI juga mengatur pengawasan terhadap operasional sektor 

perbankan, yang mencakup tugas Bank Indonesia untuk memastikan 

bahwa bank-bank di Indonesia tidak terlibat dalam praktik yang dapat 

merugikan stabilitas sistem keuangan, seperti pengelolaan risiko yang 

buruk atau penurunan kualitas aset. Bank Indonesia diberi kewenangan 

untuk mengawasi pengelolaan bank, memberikan izin operasional, serta 

melakukan intervensi apabila diperlukan guna menjaga sistem 

perbankan yang sehat dan stabil. Kebijakan moneter yang dijalankan 

oleh BI juga mencakup pengaturan inflasi yang berperan besar dalam 

mempengaruhi daya beli masyarakat serta kestabilan harga barang dan 

jasa. 

Penyempurnaan terhadap UU No. 23 Tahun 1999 dilakukan 

melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Undang-Undang ini 

memberikan penguatan terhadap peran Bank Indonesia, khususnya 

dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis. 

Salah satu penyempurnaan signifikan adalah pemberian kewenangan 

yang lebih fleksibel dalam kebijakan moneter, yang memungkinkan 
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Bank Indonesia untuk lebih responsif terhadap perubahan ekonomi 

global.  

 

5. Implementasi Undang-Undang Perbankan 

Implementasi Undang-Undang Perbankan di Indonesia 

dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan 

pengawasan dan regulasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara 

undang-undang ini diimplementasikan: 

a. Pengawasan Bank Indonesia 

Pengawasan Bank Indonesia terhadap sektor perbankan di 

Indonesia berperan yang sangat penting dalam menjaga 

kestabilan sistem keuangan nasional. Sebagai bank sentral, Bank 

Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-

bank yang beroperasi di Indonesia memiliki tingkat solvabilitas 

yang memadai, yang berarti bank-bank tersebut harus memiliki 

modal yang cukup untuk menutupi potensi kerugian dan risiko 

lainnya. Salah satu cara untuk memantau solvabilitas ini adalah 

dengan mengawasi rasio kecukupan modal (Capital Adequacy 

Ratio/CAR) yang harus dipenuhi oleh setiap bank. Rasio ini 

memberikan gambaran mengenai kemampuan bank dalam 

menyerap kerugian yang mungkin terjadi, sehingga dapat 

mencegah terjadinya kegagalan bank yang dapat merugikan 

ekonomi negara. 

Gambar 4. Capital Adequacy Ratio 

 
Sumber: Educba 

Pengawasan terhadap likuiditas juga menjadi bagian penting dari 

tugas Bank Indonesia. Bank-bank harus memastikan bahwa 

memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek, seperti penarikan simpanan nasabah. Oleh karena itu, 
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Bank Indonesia memantau rasio likuiditas bank untuk 

memastikan bahwa bank-bank tersebut dapat menjalankan 

operasionalnya tanpa mengalami kesulitan dalam mencairkan 

aset atau memenuhi kewajiban pembayaran. Ketidakseimbangan 

dalam likuiditas dapat menyebabkan gangguan operasional dan 

mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. 

Bank Indonesia juga mengawasi kualitas aset bank, termasuk 

Non-Performing Loan (NPL) yang menunjukkan seberapa besar 

jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank. NPL yang 

tinggi dapat menjadi indikator buruk yang mencerminkan 

manajemen risiko yang tidak efektif, yang pada gilirannya dapat 

mengancam kestabilan finansial. Dengan mengawasi rasio NPL 

dan melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko, Bank 

Indonesia berperan dalam memastikan bahwa bank-bank di 

Indonesia mengelola risiko dengan hati-hati, sehingga sistem 

perbankan tetap stabil dan dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi negara.  

b. Peran OJK dalam Pengawasan Terpadu 

Sejak didirikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berperan 

yang sangat vital dalam pengawasan sektor perbankan Indonesia. 

Salah satu kontribusi utamanya adalah mengintegrasikan 

pengawasan yang sebelumnya tersebar antara Bank Indonesia 

dan lembaga-lembaga lain, sehingga menghasilkan pengawasan 

yang lebih komprehensif dan efisien. OJK tidak hanya berfokus 

pada aspek mikro, seperti pengawasan terhadap operasional bank 

secara individual, tetapi juga memantau kondisi makro sektor 

perbankan secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa sistem 

perbankan Indonesia tetap stabil dan dapat berfungsi secara 

optimal, baik dalam menghadapi tantangan internal maupun 

eksternal. 

Sebagai lembaga yang berfokus pada pengawasan integrasi 

sektor jasa keuangan, OJK juga memiliki kewenangan untuk 

menilai apakah bank-bank di Indonesia menjalankan prinsip 

kehati-hatian dengan baik. Prinsip ini mencakup pengelolaan 

risiko yang tepat, manajemen yang transparan, dan pengawasan 

yang memadai terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh 

bank. OJK memastikan bahwa bank-bank di Indonesia menjaga 

keseimbangan antara kepentingan dan perlindungan nasabah 
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serta masyarakat. Dengan begitu, OJK turut menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. 

c. Penegakan Hukum bagi Bank yang Melanggar Regulasi 

Penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar 

ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan merupakan bagian 

penting dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua 

lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi 

yang bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran yang 

dilakukan oleh bank. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk 

memberikan efek jera serta memastikan bahwa bank-bank yang 

beroperasi di Indonesia mematuhi regulasi yang ada untuk 

menjaga stabilitas sektor perbankan. 

Sanksi yang diberikan oleh BI atau OJK dapat berupa peringatan 

tertulis bagi bank yang melakukan pelanggaran ringan, yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bank tersebut 

untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang telah 

dilakukan. Namun, jika pelanggaran tersebut bersifat lebih serius 

atau berulang, sanksi yang lebih berat dapat diberikan, seperti 

denda atau pembekuan operasi. Pembekuan operasi ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa bank tidak dapat melanjutkan aktivitas 

yang merugikan nasabah atau sistem keuangan secara lebih luas. 

d. Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran 

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan 

mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, dengan tujuan 

untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan. 

Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab untuk menetapkan 

kebijakan yang dapat mengatur jalannya sistem pembayaran 

yang melibatkan berbagai pihak, seperti bank-bank, penyedia 

layanan pembayaran, serta nasabah. Pengawasan ini penting 

untuk mencegah terjadinya masalah seperti fraud atau 

pelanggaran keamanan dalam sistem pembayaran yang dapat 

merugikan ekonomi negara. 

Salah satu bentuk implementasi kebijakan sistem pembayaran 

adalah dengan mengawasi alat pembayaran yang digunakan oleh 

bank, seperti kartu kredit dan transfer antar bank. BI menetapkan 

standar operasional bagi bank-bank dalam menggunakan alat 

pembayaran ini agar transaksi dapat dilakukan dengan lancar, 
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aman, dan terjamin. Selain itu, BI juga mengawasi penyedia 

layanan pembayaran digital yang semakin berkembang, seperti 

e-Wallet  dan aplikasi pembayaran berbasis digital lainnya, untuk 

memastikan bahwa sistem pembayaran berbasis teknologi ini 

memenuhi standar keamanan dan perlindungan bagi konsumen. 

 

C. Prinsip Kehati-Hatian dalam Operasi Perbankan 

 

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam perbankan 

mengacu pada kewajiban bank untuk menjalankan operasionalnya 

dengan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terjadi dalam 

setiap keputusan yang diambil. Prinsip ini mengutamakan pencegahan 

dan mitigasi risiko dibandingkan dengan penanggulangan risiko setelah 

terjadinya kerugian (Damayanti et al., 2024). Prinsip kehati-hatian dalam 

perbankan mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan oleh bank. 

Aspek-aspek tersebut antara lain: 

 

1. Manajemen Risiko 

Manajemen risiko yang efektif menjadi pondasi utama dalam 

penerapan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan Indonesia. Setiap 

bank diwajibkan untuk memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi, 

mengevaluasi, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang 

dapat memengaruhi stabilitas operasional. Proses ini dimulai dengan 

identifikasi risiko, yang melibatkan penilaian terhadap potensi risiko 

yang ada dalam aktivitas perbankan, baik itu risiko kredit, pasar, maupun 

likuiditas. Evaluasi risiko dilakukan untuk mengukur dampak yang 

mungkin ditimbulkan oleh setiap jenis risiko, serta menentukan langkah-

langkah mitigasi yang diperlukan. 

Salah satu komponen penting dalam manajemen risiko adalah 

pembentukan komite manajemen risiko. Komite ini bertugas untuk 

mengawasi dan menilai risiko-risiko yang timbul selama operasional 

bank, serta merumuskan kebijakan pengendalian risiko yang tepat. 

Komite ini biasanya terdiri dari para eksekutif senior dan ahli risiko yang 

memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa risiko-risiko yang 

dihadapi oleh bank dapat dikelola secara efektif dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Tugas komite ini juga termasuk 

merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
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mengurangi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh risiko yang 

teridentifikasi. 

Pengendalian risiko merupakan langkah terakhir dalam sistem 

manajemen risiko yang dilakukan oleh bank. Hal ini melibatkan 

penerapan kebijakan dan prosedur yang telah disusun untuk memitigasi 

risiko dan memastikan bahwa operasional bank tetap berjalan dalam 

koridor yang aman. Bank harus secara aktif melakukan pemantauan 

terhadap berbagai jenis risiko yang ada, dan melakukan penyesuaian 

terhadap kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan 

kondisi pasar dan regulasi yang berlaku.  

 

2. Kecukupan Modal 

Kecukupan modal adalah salah satu aspek krusial dalam prinsip 

kehati-hatian yang diterapkan dalam sektor perbankan. Modal yang 

memadai berfungsi sebagai buffer atau penyangga untuk menyerap 

kerugian yang mungkin terjadi akibat aktivitas operasional bank. Tanpa 

kecukupan modal, bank akan kesulitan untuk mengatasi kerugian yang 

timbul, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas finansial dan 

kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menjaga 

tingkat modal yang cukup agar dapat bertahan dalam kondisi pasar yang 

volatile dan tetap menjaga keberlanjutan operasionalnya. 

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecukupan 

modal adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan rasio 

yang menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki bank 

dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko (Risk-

Weighted Assets/RWA). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik posisi 

modal bank untuk menghadapi potensi kerugian. Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batasan minimal CAR yang 

harus dipenuhi oleh bank-bank yang beroperasi di Indonesia, dengan 

tujuan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan mengurangi risiko 

sistemik yang dapat mempengaruhi perekonomian secara luas. 

 

3. Kualitas Aset 

Kualitas aset merupakan elemen penting dalam menjaga 

kesehatan finansial bank. Aset bank umumnya terdiri dari pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah dan investasi lainnya. Salah satu indikator 

yang digunakan untuk mengukur kualitas aset adalah rasio Non-

Performing Loan (NPL), yang mengukur sejauh mana pinjaman yang 
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diberikan oleh bank tidak dapat dibayar oleh nasabahnya sesuai jadwal. 

Pinjaman yang tidak lancar atau bermasalah akan mengurangi nilai aset 

bank, dan jika jumlahnya terlalu banyak, dapat menyebabkan 

ketidakstabilan finansial pada bank tersebut. Oleh karena itu, bank wajib 

memastikan bahwa kualitas aset yang dimilikinya tetap terjaga agar 

dapat meminimalkan risiko kerugian. 

Untuk menjaga kualitas aset, bank harus melakukan penilaian 

yang cermat terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban 

pinjaman. Hal ini mencakup analisis terhadap kelayakan kredit dan risiko 

yang terkait dengan pinjaman yang diberikan. Bank perlu menjaga agar 

rasio NPL tetap rendah, karena semakin tinggi rasio NPL, semakin besar 

risiko kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Risiko ini tidak hanya 

mempengaruhi neraca keuangan bank, tetapi juga dapat mengganggu 

kelangsungan operasional dan reputasi bank di mata masyarakat dan 

otoritas pengawas. 

 

4. Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu aspek fundamental dalam 

menjaga kestabilan operasional bank. Secara sederhana, likuiditas 

mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya tanpa menghadapi kesulitan. Setiap bank harus memiliki 

cadangan likuiditas yang memadai untuk menghadapi kemungkinan 

penarikan dana secara bersamaan oleh nasabah, yang dikenal sebagai 

bank run. Ketika banyak nasabah menarik dana dalam waktu bersamaan, 

bank harus mampu menyediakan dana tersebut tanpa merusak stabilitas 

keuangan. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang baik sangat 

penting dalam memastikan kelangsungan operasional bank. 

Pada rangka memastikan likuiditas yang memadai, Bank 

Indonesia mengatur rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR), yang menjadi 

acuan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghadapi tekanan 

likuiditas. LCR mengukur sejauh mana bank memiliki aset likuid yang 

berkualitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang mungkin 

timbul dalam periode 30 hari. Bank diwajibkan untuk memiliki LCR 

yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulator. Rasio ini juga 

berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mencegah risiko krisis 

likuiditas yang bisa memengaruhi kestabilan sektor perbankan secara 

keseluruhan. 
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5. Transparansi dan Pengungkapan Informasi 

Transparansi dan pengungkapan informasi adalah prinsip penting 

dalam memastikan penerapan kehati-hatian di sektor perbankan. Bank 

diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai 

kondisi keuangan, termasuk laporan keuangan yang mencakup neraca, 

laporan laba rugi, dan arus kas. Hal ini memungkinkan nasabah, investor, 

serta pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kesehatan finansial 

bank dan membuat keputusan yang tepat. Tanpa transparansi yang 

memadai, sulit bagi pihak terkait untuk memverifikasi apakah bank 

beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, yang dapat 

menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan. 

Informasi yang transparan juga sangat penting untuk mendukung 

tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Melalui pengungkapan informasi yang jelas, kedua 

lembaga ini dapat memantau kinerja bank dan mengevaluasi apakah 

bank-bank tersebut menjalankan operasional dengan prinsip kehati-

hatian. Selain itu, transparansi dalam pengungkapan informasi juga 

memfasilitasi identifikasi dini terhadap potensi masalah yang dapat 

membahayakan stabilitas sistem perbankan, seperti risiko likuiditas atau 

kualitas aset yang menurun. 

 

D. Peran Regulasi dalam Mencegah Risiko Sistemik 

 

Risiko sistemik adalah ancaman yang dapat mempengaruhi 

seluruh sistem keuangan, yang biasanya dipicu oleh keruntuhan satu atau 

beberapa institusi keuangan besar yang memiliki keterkaitan erat dengan 

bank-bank lain. Risiko ini dapat menyebar dengan cepat melalui sistem 

keuangan dan menyebabkan gangguan signifikan pada perekonomian. 

Risiko sistemik dapat timbul dari berbagai sumber, seperti: 

1. Krisis Likuiditas: Ketika bank-bank menghadapi kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek karena ketidakseimbangan 

antara aset dan kewajiban likuid. 

2. Krisis Kepercayaan: Ketika kepercayaan nasabah terhadap sistem 

perbankan terganggu, misalnya karena adanya penipuan, 

penggelapan, atau kegagalan institusi besar. 

3. Risiko Pasar: Ketidakstabilan pasar finansial yang disebabkan oleh 

perubahan harga komoditas, suku bunga, dan nilai tukar yang 

berdampak pada kesehatan keuangan bank. 
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Regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah 

terjadinya risiko sistemik, dengan berbagai pendekatan yang telah 

diimplementasikan untuk mengurangi potensi risiko yang dapat 

menyebabkan keruntuhan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa 

langkah yang ditempuh oleh otoritas pengawas perbankan dalam 

mengelola dan mencegah risiko sistemik: 

a. Pengaturan Kecukupan Modal (Capital Adequacy) 

Pengaturan kecukupan modal melalui ketentuan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) menjadi salah satu instrumen utama 

dalam mencegah potensi risiko sistemik di sektor perbankan. 

CAR merupakan rasio yang mengukur seberapa besar modal 

yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan aset tertimbang 

menurut risiko (Risk-Weighted Assets/RWA). Bank yang 

memiliki CAR yang memadai lebih siap menghadapi potensi 

kerugian yang timbul dari aktivitas operasional atau fluktuasi 

pasar. Oleh karena itu, regulasi yang mewajibkan bank untuk 

memenuhi ketentuan CAR bertujuan untuk melindungi stabilitas 

sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam 

menetapkan dan mengawasi ketentuan CAR yang berlaku di 

Indonesia. 

Pentingnya pengaturan CAR terlihat pada kemampuan bank 

untuk bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi atau 

krisis finansial. Ketika sebuah bank memiliki CAR yang rendah, 

maka bank tersebut lebih rentan terhadap kebangkrutan, yang 

pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

terhadap sektor perbankan dan merembet ke sistem keuangan 

secara lebih luas. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan OJK 

secara rutin melakukan pengawasan dan analisis terhadap rasio 

kecukupan modal bank-bank di Indonesia untuk memastikan 

bahwa bank-bank tersebut tidak hanya dapat bertahan dalam 

situasi normal, tetapi juga dalam keadaan krisis yang tidak 

terduga. 

b. Diversifikasi Risiko dan Pembatasan Exposur 

Diversifikasi risiko merupakan prinsip penting dalam regulasi 

perbankan untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber 

atau sektor tertentu yang dapat meningkatkan kerentanannya 

terhadap potensi kerugian besar. Salah satu cara untuk mencapai 
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diversifikasi ini adalah dengan membatasi eksposur bank 

terhadap satu nasabah atau kelompok usaha tertentu. Tanpa 

pembatasan ini, bank dapat menghadapi risiko sistemik yang 

lebih besar jika terjadi kegagalan pembayaran pada sektor atau 

entitas yang sangat terikat dengan banyak bank. Oleh karena itu, 

otoritas pengawas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menetapkan berbagai ketentuan yang 

mengharuskan bank-bank untuk menjaga keseimbangan dalam 

alokasi kredit, sehingga tidak ada satu pihak yang mendapatkan 

porsi yang terlalu besar dari keseluruhan portofolio kredit bank. 

Salah satu kebijakan konkret yang diterapkan untuk membatasi 

konsentrasi risiko adalah melalui Peraturan OJK No. 

6/POJK.03/2015 tentang Pembatasan Risiko Terhadap Pihak 

Terkait. Peraturan ini mengatur agar bank-bank tidak 

memberikan kredit yang terlalu besar kepada pihak yang 

memiliki hubungan afiliasi atau pihak terkait. Tujuannya adalah 

untuk meminimalisir terjadinya contagion effect, yakni dampak 

negatif yang dapat meluas jika salah satu pihak mengalami 

kesulitan keuangan. Misalnya, jika sebuah bank memberikan 

pinjaman yang besar kepada perusahaan yang memiliki 

hubungan dekat dengan bank tersebut, kegagalan keuangan di 

perusahaan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas bank dan 

bank lainnya yang memiliki keterkaitan bisnis serupa. 

c. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko sangat 

penting untuk memastikan operasional bank tetap sehat dan 

mencegah terjadinya risiko sistemik yang dapat merusak 

stabilitas sektor perbankan. Salah satu regulasi yang mengatur 

penerapan prinsip ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 

13/1/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bank. Regulasi ini 

mengharuskan bank untuk memiliki kebijakan internal yang 

mencakup berbagai aspek manajemen risiko, seperti risiko kredit, 

risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dengan 

adanya kebijakan internal yang komprehensif, bank dapat lebih 

siap dalam menghadapi potensi risiko yang dapat mengancam 

kelangsungan usahanya, serta menjaga kepercayaan nasabah dan 

pemangku kepentingan. 
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Bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk melakukan uji stres 

secara berkala untuk mengukur ketahanan dalam menghadapi 

kondisi pasar yang tidak menentu. Uji stres ini bertujuan untuk 

mensimulasikan kondisi ekstrem yang dapat menyebabkan 

gangguan pada sistem perbankan, seperti penurunan tajam dalam 

nilai tukar mata uang, peningkatan suku bunga, atau krisis 

ekonomi global. Hasil dari uji stres ini memungkinkan bank 

untuk menilai sejauh mana dapat bertahan dalam situasi yang 

penuh ketidakpastian dan mengambil langkah-langkah preventif 

jika diperlukan. Hal ini juga memberikan gambaran kepada 

regulator mengenai seberapa siap bank dalam mengelola risiko 

yang mungkin timbul. 

d. Pengawasan Mikroprudensial dan Makroprudensial 

Pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial adalah dua 

pendekatan yang digunakan untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan di Indonesia. Pengawasan mikroprudensial fokus pada 

kesehatan dan kestabilan bank-bank secara individual. Dalam hal 

ini, Bank Indonesia dan OJK memastikan bahwa setiap bank 

mematuhi standar permodalan, manajemen risiko, dan likuiditas 

yang ditetapkan, guna menjaga agar tetap mampu menghadapi 

risiko yang muncul dalam operasionalnya. Pengawasan 

mikroprudensial bertujuan untuk melindungi nasabah dan 

pemangku kepentingan lainnya dari potensi kegagalan bank yang 

dapat menyebabkan kerugian besar, serta menjaga kepercayaan 

terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. 

Pengawasan makroprudensial berfokus pada kestabilan sistem 

keuangan secara keseluruhan, bukan hanya pada bank-bank 

secara individual. Tujuan utama pengawasan makroprudensial 

adalah untuk mencegah terjadinya krisis finansial yang dapat 

merusak stabilitas ekonomi nasional. OJK dan Bank Indonesia 

berperan aktif dalam memantau indikator-indikator yang 

mencerminkan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, 

seperti tingkat utang rumah tangga, likuiditas pasar, dan 

volatilitas harga aset. Jika ditemukan potensi risiko sistemik, 

regulator dapat mengambil langkah-langkah preventif, seperti 

pembatasan pemberian kredit atau pengaturan rasio kredit 

terhadap produk domestik bruto (PDB). 
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e. Sistem Penyelesaian Bank Gagal 

Sistem penyelesaian bank gagal di Indonesia diatur dengan 

tujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh 

kebangkrutan sebuah bank terhadap stabilitas sistem keuangan 

secara keseluruhan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

berperan sentral dalam hal ini, bertanggung jawab untuk 

menjamin simpanan nasabah hingga batas yang ditentukan oleh 

peraturan. Jika sebuah bank mengalami kesulitan finansial atau 

gagal, LPS akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan 

nasabah tidak mengalami kerugian akibat ketidakmampuan bank 

dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya penjaminan 

simpanan ini, nasabah tetap memiliki kepercayaan terhadap 

sistem perbankan meskipun terjadi kegagalan pada suatu bank. 

Penyelesaian bank yang gagal juga bertujuan untuk menghindari 

terjadinya contagion effect, yaitu dampak negatif yang meluas ke 

bank lain atau sektor keuangan lainnya. Regulasi tentang 

penyelesaian bank gagal memastikan adanya prosedur yang jelas 

dan terstruktur dalam menangani situasi semacam ini. Bank yang 

mengalami kesulitan finansial akan menjalani proses likuidasi 

atau penutupan, atau jika memungkinkan, akan dilaksanakan 

upaya penyelamatan melalui pengambilalihan oleh bank lain atau 

bantuan dari otoritas terkait. Proses ini dilakukan dengan 

meminimalkan gangguan terhadap sistem keuangan yang lebih 

luas.  
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BAB V 
HUBUNGAN HUKUM ANTARA 

BANK DAN NASABAH 
 

 

 

Hubungan hukum antara bank dan nasabah yang merupakan 

aspek fundamental dalam sistem perbankan Indonesia. Hubungan ini 

mencakup kewajiban dan hak masing-masing pihak, yang dilandasi oleh 

berbagai aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan maupun ketentuan yang tercantum dalam 

perjanjian antara bank dan nasabah. Pemahaman yang mendalam 

mengenai hubungan ini sangat penting, karena dapat memengaruhi 

interaksi dan transaksi yang terjadi di sektor perbankan. Selama ini, 

hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh berbagai prinsip 

hukum perbankan yang memberikan perlindungan hukum kepada 

nasabah sekaligus memastikan kelancaran operasional bank. Kontrak 

perbankan yang dilakukan antara bank dan nasabah memiliki kedudukan 

yang sangat penting, karena mempengaruhi hak dan kewajiban kedua 

belah pihak. Dalam konteks ini, nasabah sebagai pihak yang menyimpan 

uang di bank atau memperoleh layanan lain berhak atas perlindungan 

hukum, sementara bank memiliki kewajiban untuk memberikan layanan 

yang aman dan terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

A. Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah 

 

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan dasar dari 

transaksi keuangan yang terjadi dalam sistem perbankan. Dalam 

hubungan ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang 

saling terkait, yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Bank dan 

nasabah sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian perbankan harus 

mematuhi aturan dan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan, 

peraturan perbankan, serta ketentuan yang tercantum dalam perjanjian 
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perbankan itu sendiri. Secara umum, hubungan hukum antara bank dan 

nasabah terjalin melalui dua konsep utama, yaitu hak dan kewajiban. 

Keduanya mencakup aspek-aspek yang mengatur tindakan dan tanggung 

jawab masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan transaksi 

perbankan. 

 

1. Hak dan Kewajiban Bank 

a. Hak Bank 

1) Hak untuk Menerima Pembayaran atau Pembiayaan Bank 

memiliki hak untuk menerima pembayaran dari nasabah 

dalam bentuk bunga atau biaya terkait layanan perbankan 

yang diberikan. Salah satu contoh jelas adalah dalam hal 

pinjaman atau kredit, di mana bank berhak untuk menerima 

pembayaran cicilan dan bunga sesuai dengan kesepakatan 

yang tercantum dalam perjanjian kredit. 

2) Hak untuk Menghimpun Dana Bank memiliki hak untuk 

menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk 

tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya. Dana yang 

dihimpun oleh bank ini akan digunakan untuk berbagai 

macam keperluan, termasuk pemberian kredit atau investasi, 

sesuai dengan kegiatan operasional bank yang telah disetujui 

oleh nasabah dan otoritas pengawas. 

3) Hak untuk Menolak Transaksi yang Tidak Sesuai Bank 

berhak untuk menolak transaksi yang dianggap 

mencurigakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, baik itu berkaitan dengan pencucian uang (money 

laundering) maupun transaksi yang melanggar hukum. Ini 

merupakan hak bank sebagai bentuk pengawasan terhadap 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah agar tidak merugikan 

kedua belah pihak. 

4) Hak untuk Menagih Utang Dalam hubungan kredit, bank 

berhak untuk menagih utang dari nasabah sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit. Jika nasabah 

gagal membayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, 

bank memiliki hak untuk menuntut pembayaran utang dan 

bahkan untuk melaksanakan proses penyitaan aset sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. 
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5) Hak untuk Mengakses Informasi Nasabah Bank berhak 

untuk mengakses informasi yang relevan terkait dengan 

keuangan nasabah guna kepentingan verifikasi, pemberian 

kredit, serta evaluasi kelayakan dalam memberikan produk 

atau layanan keuangan. Hal ini dilakukan dengan tetap 

menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

b. Kewajiban Bank 

1) Kewajiban Memberikan Layanan yang Aman dan Tepat 

Waktu Bank memiliki kewajiban untuk memberikan layanan 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan 

perbankan. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan 

layanan yang tepat waktu dan tidak merugikan nasabah, serta 

memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah 

berjalan dengan aman. 

2) Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Nasabah Bank memiliki 

kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, 

termasuk data pribadi dan transaksi keuangan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bahwa 

informasi nasabah tidak boleh dibocorkan kepada pihak 

ketiga tanpa izin atau dasar hukum yang jelas. 

3) Kewajiban Memberikan Informasi yang Jelas Bank wajib 

memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada 

nasabah mengenai produk dan layanan perbankan yang 

ditawarkan, termasuk biaya, bunga, syarat, dan ketentuan 

lain yang terkait. Kewajiban ini penting agar nasabah tidak 

merasa tertipu atau dirugikan oleh ketentuan yang tidak 

dipahami secara jelas. 

4) Kewajiban Memenuhi Standar Keamanan dalam Transaksi 

Bank juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem 

keamanan yang memadai dalam setiap transaksi yang 

dilakukan nasabah, baik itu transaksi perbankan melalui 

jaringan internet (internet banking) maupun transaksi fisik di 

kantor cabang. Ini termasuk kewajiban untuk memastikan 

bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank 

terlindungi dari ancaman peretasan atau kebocoran data. 
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5) Kewajiban untuk Menghormati Hak Nasabah Sebagai pihak 

yang menyediakan layanan, bank harus menghormati hak-

hak nasabah dalam melakukan transaksi, termasuk hak untuk 

melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam perjanjian, serta hak untuk mendapatkan layanan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. 

 

2. Hak dan Kewajiban Nasabah 

a. Hak Nasabah 

1) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Jelas dan 

Transparan Nasabah berhak mendapatkan informasi yang 

lengkap, akurat, dan jelas terkait dengan produk atau layanan 

yang diberikan oleh bank, termasuk biaya administrasi, suku 

bunga, dan persyaratan lainnya. Ini sesuai dengan prinsip 

transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan 

dan peraturan-peraturan terkait. 

2) Hak untuk Menarik Dana Nasabah berhak untuk menarik 

dana yang ada di rekeningnya kapan saja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam jenis rekening yang dimiliki, 

baik itu rekening tabungan, giro, maupun deposito, dengan 

memperhatikan prosedur yang telah ditentukan oleh bank. 

3) Hak untuk Mengajukan Klaim atau Sengketa Nasabah 

memiliki hak untuk mengajukan klaim atau menyelesaikan 

sengketa apabila merasa dirugikan oleh tindakan bank. 

Misalnya, apabila nasabah merasa tidak puas dengan 

pelayanan atau adanya ketidaksesuaian dalam perhitungan 

bunga atau biaya lainnya, nasabah dapat mengajukan 

keberatan kepada bank atau otoritas yang berwenang seperti 

OJK. 

4) Hak untuk Memilih Layanan Nasabah berhak memilih 

produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan preferensinya. Bank tidak dapat memaksakan 

nasabah untuk memilih produk tertentu yang tidak sesuai 

dengan kemampuan atau kebutuhan nasabah. 

5) Hak atas Privasi dan Kerahasiaan Nasabah memiliki hak 

untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pribadinya. 

Bank wajib menjaga informasi yang bersifat pribadi dan 
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tidak membocorkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan 

nasabah, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh hukum. 

b. Kewajiban Nasabah 

1) Kewajiban Membayar Pinjaman dan Bunga Nasabah yang 

menerima fasilitas kredit dari bank memiliki kewajiban 

untuk membayar pinjaman beserta bunga yang telah 

disepakati dalam perjanjian kredit. Kewajiban ini harus 

dipenuhi sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak. 

2) Kewajiban Memberikan Informasi yang Akurat Nasabah 

juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang 

akurat dan lengkap kepada bank saat membuka rekening atau 

mengajukan kredit. Informasi yang tidak akurat atau 

disembunyikan dapat berisiko merugikan nasabah dan bank, 

serta dapat mempengaruhi keputusan bank dalam 

memberikan fasilitas. 

3) Kewajiban Mematuhi Ketentuan Perbankan Nasabah wajib 

mematuhi segala ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan 

oleh bank dalam menggunakan produk atau layanan 

perbankan. Misalnya, dalam hal penggunaan kartu kredit, 

nasabah harus mematuhi ketentuan yang ada terkait 

pembayaran tagihan, batas kredit, dan denda keterlambatan. 

4) Kewajiban Mengelola Dana dengan Bijak Nasabah yang 

memiliki rekening di bank diharapkan untuk mengelola 

dananya dengan bijak dan tidak melakukan transaksi yang 

berpotensi merugikan pihak lain atau melanggar hukum. 

5) Kewajiban Menjaga Keamanan Rekening Nasabah 

bertanggung jawab untuk menjaga keamanan rekening dan 

data pribadi, termasuk tidak memberikan informasi pribadi 

seperti nomor PIN, password, atau kode OTP kepada pihak 

yang tidak berwenang. 

 

B. Jenis-Jenis Perjanjian Perbankan 

 

Perjanjian perbankan adalah kesepakatan hukum yang mengikat 

antara bank dan nasabah, yang mengatur hak dan kewajiban masing-

masing pihak dalam suatu hubungan hukum. Perjanjian ini merupakan 

dasar bagi operasional produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank 
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kepada nasabah. Di Indonesia, jenis-jenis perjanjian perbankan sangat 

beragam dan meliputi berbagai bentuk transaksi, mulai dari pembukaan 

rekening, pemberian kredit, hingga transaksi lainnya yang dilakukan 

oleh nasabah dengan bank. Setiap jenis perjanjian perbankan memiliki 

karakteristik dan syarat yang berbeda, yang disesuaikan dengan jenis 

produk atau layanan perbankan yang diberikan. Oleh karena itu, 

memahami jenis-jenis perjanjian perbankan sangat penting, baik bagi 

pihak bank maupun nasabah, agar keduanya dapat menjalankan 

kewajiban dan menikmati hak-haknya dengan sebaik-baiknya. 

 

1. Perjanjian Pembukaan Rekening 

Perjanjian pembukaan rekening adalah perjanjian yang terjadi 

antara bank dan nasabah ketika nasabah membuka rekening di bank. 

Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi transaksi yang dilakukan oleh 

nasabah di rekening yang telah dibuka. Rekening yang dimaksud bisa 

berupa rekening tabungan, giro, atau deposito. 

a. Karakteristik Perjanjian Pembukaan Rekening 

1) Tujuan: Untuk memfasilitasi nasabah dalam melakukan 

transaksi perbankan seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, 

dan lain-lain. 

2) Pihak: Bank dan nasabah. 

3) Syarat: Nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh bank, seperti penyediaan dokumen identitas 

diri dan alamat yang jelas. 

4) Ketentuan: Perjanjian ini biasanya mencakup ketentuan 

tentang jenis rekening, biaya administrasi, serta syarat 

penutupan rekening. 

b. Jenis Rekening yang Umum 

1) Rekening Tabungan: Digunakan untuk menabung dengan 

fasilitas penarikan sewaktu-waktu. 

2) Rekening Giro: Digunakan untuk transaksi perbankan yang 

lebih fleksibel, seperti melakukan pembayaran melalui cek 

atau giro. 

3) Rekening Deposito: Digunakan untuk menyimpan uang 

dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang 

lebih tinggi. 

Perjanjian pembukaan rekening ini juga mengatur hak dan 

kewajiban nasabah, seperti hak nasabah untuk menarik dana dan 
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kewajiban nasabah untuk menjaga keamanan rekening dan 

menggunakan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

2. Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang terjadi antara bank dan 

nasabah yang berfungsi sebagai dasar untuk pemberian fasilitas kredit 

kepada nasabah. Dalam perjanjian ini, bank memberikan pinjaman uang 

kepada nasabah yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu 

dengan bunga yang telah disepakati. 

a. Karakteristik Perjanjian Kredit 

1) Tujuan: Untuk memberikan pembiayaan bagi nasabah, baik 

untuk kebutuhan konsumsi, investasi, atau modal usaha. 

2) Pihak: Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. 

3) Syarat: Nasabah harus memenuhi syarat kelayakan yang 

ditetapkan bank, yang biasanya mencakup kemampuan 

pembayaran, jaminan, dan tujuan penggunaan kredit. 

4) Ketentuan: Perjanjian kredit mengatur tentang jumlah kredit, 

bunga, jangka waktu, dan jaminan yang diberikan oleh 

nasabah. 

b. Jenis-Jenis Kredit yang Umum 

1) Kredit Konsumtif: Kredit yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi pribadi nasabah, seperti kredit 

pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, atau 

kartu kredit. 

2) Kredit Investasi: Kredit yang diberikan untuk tujuan 

investasi jangka panjang, seperti pembelian aset atau 

properti untuk usaha. 

3) Kredit Modal Kerja: Kredit yang diberikan untuk kebutuhan 

operasional usaha, seperti pembelian bahan baku atau 

pembayaran gaji karyawan. 

Perjanjian ini mencakup ketentuan yang sangat mendetail terkait 

kewajiban nasabah dalam hal pengembalian dana, penyelesaian utang, 

serta ketentuan dalam hal gagal bayar. Selain itu, perjanjian kredit juga 

mengatur mengenai risiko yang mungkin timbul terkait dengan jaminan 

yang diberikan nasabah kepada bank. 
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3. Perjanjian Deposito 

Perjanjian deposito adalah perjanjian yang dilakukan antara bank 

dan nasabah untuk penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka. 

Dalam perjanjian ini, nasabah menyetorkan dana kepada bank dengan 

jangka waktu tertentu, dan bank akan memberikan bunga sesuai dengan 

tingkat suku bunga yang berlaku. 

a. Karakteristik Perjanjian Deposito 

1) Tujuan: Untuk menempatkan dana nasabah dalam jangka 

waktu tertentu dengan tingkat bunga yang lebih tinggi 

daripada rekening tabungan biasa. 

2) Pihak: Bank dan nasabah. 

3) Syarat: Nasabah harus menyetorkan sejumlah uang dengan 

ketentuan jangka waktu yang telah disepakati. 

4) Ketentuan: Perjanjian ini mengatur tentang bunga yang akan 

diterima nasabah, jangka waktu deposito, dan prosedur 

pencairan dana. 

b. Jenis-Jenis Deposito 

1) Deposito Berjangka: Nasabah menempatkan dana dalam 

jangka waktu tertentu dan dapat mencairkannya setelah 

jangka waktu tersebut berakhir. 

2) Deposito On Call: Deposito yang dapat dicairkan kapan saja 

oleh nasabah meskipun nasabah masih mendapat bunga atas 

dana tersebut. 

Perjanjian deposito mengatur hak nasabah untuk mendapatkan 

bunga serta kewajiban nasabah untuk mempertahankan dana tersebut 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Syarat-syarat pencairan dana 

dan perhitungan bunga yang berlaku harus jelas dalam perjanjian 

deposito. 

 

4. Perjanjian Jaminan (Agunan) 

Pada beberapa jenis perjanjian perbankan, seperti perjanjian 

kredit, bank sering kali meminta jaminan dari nasabah. Jaminan ini dapat 

berupa aset atau barang yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin 

pembayaran kredit yang diberikan oleh bank. 

a. Karakteristik Perjanjian Jaminan 

1) Tujuan: Untuk memastikan bahwa jika nasabah gagal 

membayar utangnya, bank dapat mengeksekusi jaminan 



 81 Buku Referensi 

tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang 

dipinjamkan. 

2) Pihak: Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. 

3) Syarat: Nasabah harus memberikan jaminan yang sah dan 

dapat diterima oleh bank, yang biasanya berupa properti atau 

aset berharga lainnya. 

4) Ketentuan: Perjanjian jaminan mengatur tentang hak bank 

untuk mengeksekusi jaminan jika nasabah gagal memenuhi 

kewajibannya dalam perjanjian kredit. 

b. Jenis-Jenis Jaminan 

1) Jaminan Fidusia: Jaminan yang diberikan oleh nasabah, di 

mana nasabah tetap memegang hak atas barang yang 

dijaminkan, namun bank memiliki hak untuk menjual barang 

tersebut jika terjadi gagal bayar. 

2) Jaminan Hipotek: Jaminan yang diberikan atas properti yang 

dapat dijual untuk memenuhi kewajiban utang nasabah jika 

terjadi gagal bayar. 

Perjanjian jaminan memberikan perlindungan bagi bank dalam 

menghadapi risiko gagal bayar dari nasabah. Selain itu, perjanjian ini 

juga melindungi hak-hak nasabah dalam hal pengelolaan aset yang 

dijaminkan. 

 

5. Perjanjian Pengalihan Hak Tagih (Cessie) 

Perjanjian ini terjadi ketika hak tagih suatu utang atau kredit 

dipindahkan dari bank ke pihak lain. Perjanjian ini sering digunakan oleh 

bank untuk mengalihkan hak tagih kepada perusahaan lain atau lembaga 

keuangan yang memiliki kapasitas untuk menagih utang tersebut. 

Karakteristik Perjanjian Cessie: 

a. Tujuan: Untuk mengalihkan hak tagih atas kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga. 

b. Pihak: Bank sebagai kreditur asli dan pihak ketiga yang akan 

menerima hak tagih tersebut. 

c. Syarat: Bank dan pihak ketiga harus menyepakati nilai 

tagihan yang akan dipindahkan serta ketentuan lainnya 

dalam perjanjian. 

d. Ketentuan: Perjanjian ini mencakup informasi tentang hak 

dan kewajiban dalam pengalihan hak tagih. 
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C. Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah 

 

Pada hubungan hukum antara bank dan nasabah, sengketa sering 

kali muncul sebagai akibat dari ketidakpahaman atau ketidaksepakatan 

antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban. Sengketa ini 

dapat berkisar dari masalah pembayaran, pelaksanaan perjanjian kredit, 

hingga perselisihan mengenai pelayanan dan produk perbankan lainnya. 

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi aspek yang sangat 

penting dalam menjaga kelancaran hubungan antara bank dan nasabah. 

Sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah dapat diselesaikan 

dengan berbagai cara, mulai dari penyelesaian secara damai, mediasi, 

arbitrase, hingga melalui jalur peradilan. Masing-masing metode 

penyelesaian sengketa ini memiliki karakteristik dan prosedur yang 

berbeda-beda, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi. 

 

1. Penyelesaian Sengketa secara Negosiasi 

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan 

secara langsung antara bank dan nasabah tanpa melibatkan pihak ketiga. 

Dalam negosiasi, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan 

bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang saling 

menguntungkan. Proses ini biasanya dilakukan secara informal, tanpa 

prosedur yang ketat, dan lebih mengedepankan prinsip musyawarah 

untuk mufakat. Negosiasi memberikan kesempatan bagi bank dan 

nasabah untuk menyelesaikan sengketa secara efisien tanpa melibatkan 

prosedur hukum yang rumit. Namun, negosiasi hanya efektif apabila 

kedua belah pihak memiliki itikad baik dan kesediaan untuk mencapai 

kesepakatan. Karakteristik Negosiasi: 

a. Tujuan: Untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa melibatkan 

pihak ketiga. 

b. Proses: Dilakukan melalui komunikasi langsung antara bank dan 

nasabah. 

c. Kelebihan: Menghemat waktu dan biaya, serta dapat 

mempertahankan hubungan baik antara kedua belah pihak. 

d. Kekurangan: Tidak selalu menghasilkan kesepakatan jika salah 

satu pihak tidak kooperatif. 
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2. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang membantu kedua belah 

pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki 

kewenangan untuk memutuskan sengketa, namun berperan sebagai 

fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi bersama. 

Mediasi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang 

lebih efisien dan ramah biaya. Dalam banyak kasus, mediasi berhasil 

menyelesaikan masalah tanpa memerlukan langkah hukum lebih lanjut. 

Bank dan nasabah dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih 

terbuka dan berbasis pada komunikasi yang lebih baik. Karakteristik 

Mediasi: 

a. Tujuan: Untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah 

pihak dengan bantuan mediator. 

b. Proses: Melibatkan mediator yang membantu komunikasi antara 

bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan. 

c. Kelebihan: Proses yang lebih cepat dan biaya lebih rendah 

dibandingkan dengan jalur peradilan, serta mengurangi 

ketegangan antara kedua belah pihak. 

d. Kekurangan: Tidak mengikat secara hukum, sehingga 

kesepakatan yang tercapai tidak dapat dipaksakan. 

 

3. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana kedua 

belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada seorang arbiter 

atau panel arbiter yang memiliki kewenangan untuk memutuskan 

sengketa. Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan 

mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga lebih kuat secara hukum 

dibandingkan dengan mediasi. Arbitrase menjadi pilihan bagi sengketa 

yang melibatkan kontrak yang telah mencantumkan klausul arbitrase, 

karena memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan final. Sebagai 

contoh, banyak perjanjian perbankan yang mencantumkan klausul 

arbitrase untuk sengketa yang melibatkan bank dan nasabah. 

Karakteristik Arbitrase: 

a. Tujuan: Untuk mendapatkan keputusan yang mengikat dan final 

dari seorang arbiter atau panel arbiter. 
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b. Proses: Proses arbitrase berlangsung di luar pengadilan, di mana 

arbiter mendengarkan argumen kedua belah pihak dan 

memutuskan sengketa berdasarkan bukti yang ada. 

c. Kelebihan: Proses yang lebih cepat dan lebih fleksibel 

dibandingkan dengan proses peradilan formal. 

d. Kekurangan: Biaya arbitrase cenderung lebih tinggi, dan 

keputusan yang dihasilkan bersifat final dan tidak dapat digugat 

di pengadilan. 

 

4. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan 

Jika penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau 

arbitrase tidak berhasil, maka langkah terakhir adalah penyelesaian 

melalui pengadilan. Proses ini mengacu pada prosedur hukum yang lebih 

formal dan melibatkan peradilan negara. Dalam hal ini, bank atau 

nasabah dapat membawa sengketa ke pengadilan untuk mendapatkan 

keputusan yang mengikat dan bersifat eksekutorial. Meskipun proses 

pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar, jalur ini 

tetap menjadi pilihan terakhir apabila semua upaya penyelesaian 

sengketa lainnya gagal. Keputusan pengadilan memberikan kepastian 

hukum dan dapat dipaksakan untuk dilaksanakan. Karakteristik Proses 

Peradilan: 

a. Tujuan: Untuk memperoleh keputusan hukum yang mengikat 

dan dapat dilaksanakan. 

b. Proses: Proses hukum dilakukan di pengadilan negeri atau 

pengadilan khusus yang menangani sengketa perbankan. 

c. Kelebihan: Keputusan pengadilan bersifat final dan dapat 

dipaksakan pelaksanaannya. 

d. Kekurangan: Prosesnya panjang, biaya tinggi, dan dapat merusak 

hubungan antara bank dan nasabah. 

 

D. Perlindungan Konsumen dalam Jasa Perbankan 

 

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting 

dalam sistem perbankan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa 

hak-hak nasabah terlindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan 

dengan lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan, konsumen atau 

nasabah berhubungan dengan bank dalam berbagai layanan, termasuk 

tabungan, pinjaman, investasi, hingga layanan digital. Namun, karena 
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sifat transaksi yang kompleks dan berisiko, penting bagi nasabah untuk 

memiliki perlindungan yang memadai, terutama dalam menghadapi 

risiko kerugian atau penyalahgunaan oleh pihak bank (Nurdin, 2018). 

Perlindungan konsumen dalam jasa perbankan berfokus pada dua hal 

utama, yaitu: pertama, memastikan bahwa nasabah diberikan informasi 

yang jelas dan transparan terkait produk dan layanan bank; dan kedua, 

memastikan bahwa bank memberikan pelayanan yang adil, tidak 

diskriminatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Jasa Perbankan 

Perlindungan konsumen dalam jasa perbankan diatur dengan 

prinsip-prinsip yang mencakup hak nasabah untuk memperoleh 

informasi yang jelas dan akurat, serta untuk mendapatkan pelayanan 

yang adil. Beberapa prinsip perlindungan konsumen dalam jasa 

perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Transparansi dan Keterbukaan Informasi 

Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi merupakan salah 

satu pilar utama dalam perlindungan konsumen dalam jasa 

perbankan. Bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang 

jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh nasabah mengenai 

produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini bertujuan agar 

nasabah dapat memahami dengan baik segala aspek yang terkait 

dengan produk yang akan dipilih, seperti biaya administrasi, 

tingkat bunga, serta risiko yang mungkin timbul. Informasi yang 

jelas ini sangat penting untuk mencegah adanya ketidakpahaman 

atau penyesalan setelah keputusan dibuat, serta untuk 

memastikan bahwa konsumen tidak merasa tertipu oleh 

ketentuan yang tidak diketahui sebelumnya. 

Keterbukaan informasi juga mencakup pengungkapan syarat dan 

ketentuan secara menyeluruh. Bank harus memastikan bahwa 

nasabah diberi kesempatan untuk mengetahui semua persyaratan 

yang berlaku sebelum mengakses produk atau layanan tertentu. 

Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah 

diakses, seperti melalui brosur, media elektronik, atau 

komunikasi langsung dengan petugas bank. Dengan cara ini, 

nasabah dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan 

tidak terjebak dalam produk atau layanan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan. 
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b. Keamanan dan Kerahasiaan Data 

Keamanan dan kerahasiaan data nasabah menjadi salah satu 

prinsip utama dalam perlindungan konsumen di sektor 

perbankan. Bank wajib menjaga kerahasiaan data pribadi 

nasabah untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan 

konsumen. Data seperti identitas pribadi, transaksi perbankan, 

nomor rekening, dan informasi finansial lainnya harus disimpan 

dengan aman, serta dilindungi dari potensi kebocoran atau akses 

yang tidak sah. Untuk itu, bank perlu mengimplementasikan 

teknologi keamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan 

sistem otentikasi yang kuat, guna memastikan bahwa data 

nasabah tidak jatuh ke tangan yang salah. 

Bank harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai siapa yang 

memiliki akses terhadap data nasabah dan dalam keadaan apa 

data tersebut dapat digunakan atau dibagikan. Penyalahgunaan 

data pribadi, seperti pengungkapan informasi tanpa izin atau 

penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah, dapat 

menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan merusak reputasi 

bank. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa hanya 

pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif 

tersebut, dan penggunaan data dilakukan dengan tujuan yang sah 

dan transparan. 

c. Keberagaman Pilihan Produk 

Keberagaman pilihan produk dalam jasa perbankan merupakan 

salah satu prinsip penting dalam perlindungan konsumen. Bank 

diwajibkan untuk menawarkan produk yang beragam, 

disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan profil nasabah. 

Keberagaman ini memberi nasabah fleksibilitas untuk memilih 

produk yang paling sesuai dengan tujuan finansial, baik itu untuk 

menabung, berinvestasi, atau mendapatkan pembiayaan. Dengan 

menyediakan berbagai opsi produk, bank dapat melayani 

berbagai segmen pasar, mulai dari nasabah individu hingga 

nasabah korporasi, serta menyesuaikan dengan tingkat risiko 

yang dapat diterima oleh nasabah. 

Keberagaman produk ini juga memungkinkan nasabah untuk 

memilih produk dengan biaya dan syarat yang sesuai dengan 

kemampuan finansial. Misalnya, bank dapat menawarkan 

berbagai jenis tabungan dengan tingkat bunga yang berbeda, atau 
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berbagai jenis pinjaman dengan ketentuan yang fleksibel. Hal ini 

memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memilih produk 

yang dapat mendukung perencanaan keuangan, tanpa harus 

merasa tertekan dengan biaya yang tidak terjangkau atau syarat 

yang terlalu berat. 

d. Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah merupakan aspek 

penting dalam prinsip perlindungan konsumen dalam sektor 

perbankan. Dalam situasi di mana terjadi perselisihan, nasabah 

berhak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan transparan. 

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan 

lembaga pengawas lainnya telah menyediakan mekanisme yang 

jelas dan mudah diakses oleh nasabah untuk menyelesaikan 

sengketa yang timbul. Mekanisme ini bertujuan untuk 

melindungi hak-hak konsumen sekaligus memastikan bahwa 

pihak bank juga diperlakukan secara adil. 

Salah satu jalur yang disediakan untuk penyelesaian sengketa 

adalah melalui mediasi. Mediasi memungkinkan kedua belah 

pihak untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama dengan 

bantuan mediator yang netral. Proses ini cenderung lebih cepat 

dan kurang formal dibandingkan dengan proses hukum, sehingga 

memberikan keuntungan bagi nasabah yang mencari 

penyelesaian sengketa secara efisien dan tanpa biaya yang terlalu 

tinggi. Jika mediasi tidak berhasil, nasabah dan bank dapat 

memilih jalur arbitrase, yang merupakan bentuk penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yang lebih mengutamakan keputusan 

dari pihak ketiga yang disepakati. 

 

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan 

Konsumen 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat 

penting dalam perlindungan konsumen sektor perbankan di Indonesia. 

OJK bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank-bank yang 

beroperasi di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta 

memberikan perlindungan yang layak kepada nasabah. Beberapa peran 

OJK dalam perlindungan konsumen perbankan adalah: 
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a. Pengawasan Terhadap Praktik Perbankan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan yang sangat penting 

dalam pengawasan terhadap praktik perbankan di Indonesia. 

Salah satu tanggung jawab utama OJK adalah memastikan bahwa 

bank-bank yang beroperasi di Indonesia menjalankan praktik 

yang transparan dan adil, terutama dalam hal pelayanan dan 

produk yang ditawarkan kepada nasabah. OJK bertugas untuk 

mengawasi bahwa bank tidak memberlakukan biaya atau tarif 

yang tidak transparan kepada nasabah, yang bisa merugikannya 

tanpa disadari. Pengawasan ini penting untuk menjaga agar 

nasabah memiliki akses yang jelas dan terbuka terhadap 

informasi mengenai biaya yang terkait dengan produk atau 

layanan perbankan yang dipilih. 

OJK juga berperan dalam melindungi data pribadi nasabah dari 

penyalahgunaan oleh bank. Dalam era digital yang semakin 

berkembang, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat 

penting. OJK mengawasi agar bank-bank di Indonesia mematuhi 

regulasi yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data 

nasabah, mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi yang 

bisa merusak kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. 

Dengan pengawasan yang ketat, OJK memastikan bahwa bank 

tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga menjaga 

kepentingan dan privasi nasabah. 

b. Edukasi dan Penyuluhan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, 

terutama dalam hal edukasi kepada masyarakat mengenai produk 

perbankan dan hak-haknya sebagai konsumen. Salah satu cara 

OJK menjalankan peran ini adalah dengan mengadakan program 

edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih baik tentang layanan perbankan dan produk-produk yang 

ditawarkan oleh bank. Melalui program ini, OJK berharap agar 

masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih 

bijaksana, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

memahami berbagai produk perbankan yang ada di pasaran, 

seperti kredit, tabungan, investasi, dan lainnya. 

Program edukasi yang dilakukan oleh OJK juga bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya 
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sebagai konsumen perbankan. Masyarakat perlu mengetahui hak-

haknya, seperti hak atas informasi yang jelas dan lengkap, hak 

untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan jika 

terjadi sengketa dengan pihak bank. Dengan pemahaman yang 

lebih baik tentang hak-hak ini, nasabah dapat lebih terjamin 

keamanannya dan dapat menghindari potensi kerugian akibat 

praktik yang merugikan atau penipuan. 

c. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam 

memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang 

efisien dan adil antara nasabah dan bank. Salah satu cara OJK 

mendukung perlindungan konsumen adalah dengan 

menyediakan layanan pengaduan konsumen. Layanan ini 

memberikan wadah bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh 

layanan atau praktik perbankan untuk menyampaikan keluhan 

secara langsung kepada OJK. Pengaduan yang diterima akan 

diproses dan ditindaklanjuti, dengan tujuan untuk mencapai 

solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu nasabah 

dan bank. 

Untuk menjalankan perannya, OJK tidak hanya berfungsi 

sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mediator yang memastikan 

adanya komunikasi yang jelas dan efektif antara nasabah dan 

bank yang bersangkutan. Jika ada sengketa yang timbul, OJK 

dapat membantu mencari penyelesaian yang adil, termasuk 

melalui jalur mediasi. OJK juga memberikan nasihat hukum dan 

solusi alternatif untuk menghindari proses hukum yang lebih 

panjang dan rumit. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi 

ketegangan dan menciptakan solusi yang lebih memadai tanpa 

merugikan salah satu pihak. 

d. Regulasi Perlindungan Konsumen 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran kunci dalam 

merumuskan dan menegakkan regulasi yang bertujuan untuk 

melindungi konsumen di sektor perbankan. Salah satu aspek 

penting dari regulasi yang dikeluarkan oleh OJK adalah 

mengenai transparansi biaya yang dikenakan oleh bank. OJK 

mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas dan 

rinci tentang biaya, bunga, serta segala biaya tambahan lainnya 
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yang terkait dengan produk dan layanan perbankan. Hal ini 

bertujuan agar nasabah dapat membuat keputusan yang lebih 

bijak dan terhindar dari biaya tersembunyi yang bisa merugikan. 

OJK juga mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi 

yang mudah dipahami dan aksesibel mengenai produk yang 

ditawarkan. Bank diharuskan untuk menyampaikan syarat dan 

ketentuan dengan cara yang sederhana dan tidak 

membingungkan, agar nasabah dapat memahami hak dan 

kewajiban. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

praktik perbankan yang tidak adil atau membingungkan nasabah, 

sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan.  
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BAB VI 
PRODUK DAN LAYANAN 

PERBANKAN 
 

 

 

Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank, yang merupakan 

bagian integral dari sistem perbankan modern. Produk perbankan 

mencakup berbagai macam instrumen keuangan yang digunakan oleh 

nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti tabungan, 

deposito, kredit, dan layanan investasi. Layanan perbankan, di sisi lain, 

mencakup berbagai fasilitas yang disediakan oleh bank untuk 

memudahkan nasabah dalam bertransaksi, seperti transfer dana, 

perbankan digital, dan layanan kartu kredit. Pemahaman tentang produk 

dan layanan perbankan ini sangat penting dalam rangka menilai 

bagaimana sistem perbankan berfungsi dan mendukung stabilitas 

ekonomi. Dalam konteks ini, produk dan layanan perbankan tidak hanya 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan finansial individu, tetapi juga 

berperan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian 

nasional. Bank, sebagai lembaga intermediari, memfasilitasi aliran dana 

antara pemberi pinjaman dan peminjam, yang pada gilirannya 

mendukung kegiatan investasi dan konsumsi di berbagai sektor. Selain 

itu, bank juga menawarkan berbagai produk kredit yang mendukung 

pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang 

berperan besar dalam perekonomian Indonesia. 

 

A. Produk Simpanan: Tabungan, Giro, dan Deposito 

 

Sektor perbankan berperan yang sangat penting dalam 

perekonomian, dengan produk simpanan menjadi salah satu layanan 

yang paling umum digunakan oleh nasabah. Produk simpanan ini tidak 

hanya memberikan cara yang aman bagi individu untuk menyimpan 

uang, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan untuk memenuhi 
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kebutuhan finansial yang berbeda. Di Indonesia, produk simpanan utama 

yang ditawarkan oleh bank terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. 

Masing-masing produk ini memiliki karakteristik yang berbeda, dan 

nasabah dapat memilihnya berdasarkan tujuan finansial, tingkat 

kebutuhan likuiditas, serta preferensi terhadap imbal hasil. 

 

1. Tabungan 

Tabungan merupakan salah satu produk simpanan yang paling 

dasar dan paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. 

Tabungan adalah jenis rekening yang memungkinkan nasabah untuk 

menyimpan dana dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Produk ini 

cocok untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam melakukan 

transaksi perbankan, seperti penyetoran dan penarikan dana. 

Karakteristik Tabungan: 

a. Aksesibilitas Tinggi 

Tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang 

menawarkan aksesibilitas tinggi bagi nasabahnya. Salah satu 

keunggulan utama dari tabungan adalah kemudahan dalam 

melakukan transaksi, baik itu setoran maupun penarikan dana. 

Nasabah tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah transaksi tertentu 

dalam melakukan penarikan atau setoran, menjadikan tabungan 

sebagai pilihan yang sangat fleksibel. Keuntungan ini sangat 

membantu nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan 

darurat tanpa harus khawatir dengan adanya biaya tambahan atau 

batasan waktu. Dengan akses yang mudah, tabungan menjadi 

pilihan utama untuk menyimpan dana yang digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari atau keadaan darurat. 

Fitur aksesibilitas tinggi pada tabungan juga mendukung 

kenyamanan nasabah dalam mengelola keuangan. Nasabah dapat 

mengontrol dana yang dimiliki tanpa adanya prosedur yang 

rumit. Banyak bank juga menyediakan berbagai saluran 

transaksi, baik itu melalui ATM, internet banking, ataupun 

mobile banking, yang semakin mempermudah proses transaksi 

kapan saja dan di mana saja. Hal ini memungkinkan nasabah 

untuk tetap memantau dan mengelola saldo tabungan secara real-

time, memberinya kontrol penuh atas keuangan. 
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b. Bunga Rendah 

Meskipun tabungan menawarkan tingkat aksesibilitas yang 

tinggi, salah satu kekurangan utama produk ini adalah tingkat 

bunga yang relatif rendah. Bank umumnya memberikan bunga 

yang lebih kecil pada produk tabungan dibandingkan dengan 

produk simpanan lainnya, seperti deposito. Hal ini dikarenakan 

tabungan dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan likuiditas 

nasabah yang tinggi, sehingga bank tidak bisa mengunci dana 

dalam jangka waktu lama untuk mendapatkan keuntungan lebih 

besar. Bunga pada tabungan biasanya dihitung berdasarkan saldo 

rata-rata harian dan dibayarkan secara bulanan atau tahunan, 

tetapi tetap tidak sebanding dengan bunga yang ditawarkan oleh 

produk lainnya. 

Bunga yang rendah pada tabungan berarti bahwa meskipun 

nasabah bisa dengan mudah mengakses dana, potensi 

pertumbuhan nilai simpanan melalui bunga juga terbatas. 

Sementara itu, produk seperti deposito atau investasi jangka 

panjang dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi karena 

dana tersebut disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dan 

tidak dapat diakses dengan bebas. Karena itu, meskipun tabungan 

cocok untuk kebutuhan jangka pendek dan darurat, bukanlah 

pilihan ideal bagi nasabah yang ingin mengembangkan tabungan 

secara signifikan dalam waktu singkat. 

c. Biaya Administrasi 

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

produk tabungan adalah biaya administrasi yang dikenakan oleh 

bank. Beberapa bank mengenakan biaya bulanan untuk 

pemeliharaan rekening tabungan, yang bisa bervariasi tergantung 

pada kebijakan masing-masing bank. Biaya administrasi ini 

biasanya digunakan untuk menutupi biaya operasional bank, 

termasuk pengelolaan transaksi, pemrosesan administrasi, dan 

pelayanan pelanggan. Namun, meskipun biayanya terbilang 

kecil, biaya administrasi ini tetap dapat mengurangi saldo 

tabungan nasabah dalam jangka panjang. 

Biaya administrasi pada tabungan umumnya dikenakan jika saldo 

rekening nasabah berada di bawah ambang batas tertentu atau 

jika nasabah tidak memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh 

bank. Beberapa bank memberlakukan biaya administrasi tetap 



94  Hukum perbankan Indonesia 

setiap bulan, sementara bank lainnya mungkin mengenakan 

biaya berdasarkan volume transaksi atau jenis layanan yang 

digunakan. Oleh karena itu, nasabah perlu memahami ketentuan 

biaya administrasi yang berlaku agar dapat memilih produk 

tabungan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. 

 

2. Giro 

Giro adalah jenis rekening simpanan yang memungkinkan 

nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran atau pemindahbukuan 

dana dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Giro sering digunakan 

oleh perusahaan atau individu yang membutuhkan layanan transaksi 

finansial yang lebih kompleks dan sering, seperti pembayaran gaji, 

pembayaran tagihan, atau transfer dana antarbank. Karakteristik Giro: 

a. Transaksi Bebas Tarik 

Giro adalah produk perbankan yang memberikan fleksibilitas 

tinggi dalam hal transaksi pembayaran dan penarikan dana. Salah 

satu fitur utama dari giro adalah kemampuan nasabah untuk 

melakukan transaksi bebas tarik menggunakan cek atau bilyet 

giro. Dengan menggunakan cek, nasabah dapat menarik dana 

dari rekening giro dan melakukan pembayaran kepada pihak lain. 

Ini memberikan kenyamanan karena cek bisa digunakan sebagai 

instrumen pembayaran yang sah, tanpa perlu membawa uang 

tunai, yang tentunya lebih aman dan efisien. Hal ini sangat 

bermanfaat untuk transaksi bisnis atau pembayaran dalam jumlah 

besar yang tidak dapat dilakukan secara praktis menggunakan 

uang tunai. 

Bilyet giro juga berfungsi sebagai instrumen pembayaran yang 

memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer dana ke 

rekening pihak lain. Sebagai salah satu instrumen pembayaran 

yang sah, bilyet giro menawarkan jaminan legalitas dan 

keabsahan transaksi. Berbeda dengan cek biasa yang hanya bisa 

digunakan oleh nasabah yang bersangkutan, bilyet giro dapat 

dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh 

karena itu, giro sering dipilih oleh individu dan bisnis yang 

membutuhkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan 

efisien. 
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b. Bunga Nol atau Rendah 

Rekening giro biasanya tidak memberikan bunga atau 

memberikan bunga yang sangat rendah jika dibandingkan dengan 

produk simpanan lainnya seperti tabungan atau deposito. Hal ini 

disebabkan oleh tujuan utama dari rekening giro, yang lebih 

difokuskan pada kemudahan transaksi dan likuiditas, daripada 

pada penghasilan bunga. Nasabah yang membuka rekening giro 

umumnya mengutamakan fungsi rekening tersebut untuk 

keperluan bisnis atau pembayaran, bukan untuk menumbuhkan 

dana melalui bunga yang dihasilkan dari saldo rekening. Oleh 

karena itu, bunga pada giro seringkali tidak menjadi faktor 

penting dalam memilih produk ini. 

Bunga yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali pada 

rekening giro mencerminkan biaya operasional yang ditanggung 

oleh bank untuk menyediakan layanan transaksi yang fleksibel 

dan mudah diakses. Dengan kemudahan melakukan transaksi 

tarik tunai, transfer, atau pembayaran menggunakan cek dan 

bilyet giro, bank tidak memprioritaskan pemberian bunga tinggi 

pada rekening ini. Sebaliknya, bank lebih memfokuskan pada 

penyediaan layanan yang cepat dan efisien bagi nasabah yang 

membutuhkan akses mudah ke dana tanpa batasan waktu atau 

jumlah transaksi. 

c. Biaya Administrasi Lebih Tinggi 

Rekening giro sering kali dikenakan biaya administrasi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan lainnya 

seperti tabungan. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksi yang 

lebih kompleks dan sering dilakukan dalam rekening giro. 

Nasabah giro umumnya melakukan banyak transaksi, baik dalam 

bentuk transfer, penarikan, atau pembayaran menggunakan cek 

dan bilyet giro. Oleh karena itu, bank perlu mengelola rekening 

tersebut dengan biaya yang lebih tinggi, yang tercermin dalam 

biaya administrasi bulanan atau biaya per transaksi. Biaya ini 

menjadi kompensasi bagi bank atas biaya operasional yang lebih 

besar dalam menyediakan layanan yang fleksibel dan cepat. 

Rekening giro juga sering mengharuskan nasabah untuk 

mempertahankan saldo minimum tertentu dalam rekeningnya. 

Saldo minimum ini berfungsi untuk menjaga rekening tetap aktif 

dan menghindari biaya tambahan. Nasabah yang tidak memenuhi 
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saldo minimum biasanya dikenakan biaya ekstra, yang dapat 

bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank. 

Pembayaran biaya administrasi dan biaya saldo minimum ini 

menjadikan rekening giro lebih mahal untuk dikelola jika 

dibandingkan dengan produk tabungan yang lebih sederhana. 

 

3. Deposito 

Deposito merupakan produk simpanan yang ditawarkan oleh 

bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tabungan dan giro. Produk ini cocok untuk nasabah 

yang tidak membutuhkan akses cepat terhadap dana dan ingin 

mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari simpanan. Karakteristik 

Deposito: 

a. Jangka Waktu Tetap 

Deposito merupakan produk simpanan yang memiliki jangka 

waktu tetap, yang menjadi salah satu ciri khas utama produk ini. 

Jangka waktu deposito biasanya bervariasi antara 1 bulan hingga 

12 bulan, dan selama periode ini, nasabah tidak diperbolehkan 

untuk menarik dana tanpa menghadapi konsekuensi. 

Ketidakmampuan untuk menarik dana sebelum jangka waktu 

berakhir ini bertujuan untuk memberi bank kestabilan likuiditas 

dan memaksimalkan pengelolaan dana. Oleh karena itu, deposito 

lebih cocok untuk nasabah yang memiliki tujuan keuangan 

jangka menengah hingga panjang, atau yang tidak membutuhkan 

dana secara mendesak. 

Karena adanya ketentuan tersebut, nasabah yang menarik dana 

deposito sebelum jatuh tempo biasanya akan dikenakan denda 

atau potongan bunga. Hal ini sebagai bentuk kompensasi bagi 

bank, karena dana yang ditempatkan dalam deposito digunakan 

untuk mendanai aktivitas bank dalam jangka waktu tertentu. 

Potongan bunga ini dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan 

bank, tetapi secara umum, besaran bunga yang diberikan pada 

nasabah yang menarik dana lebih awal akan lebih rendah dari 

bunga yang seharusnya diterima jika deposito tersebut diambil 

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 

b. Bunga Lebih Tinggi 

Deposito dikenal dengan tawaran bunga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan produk simpanan lainnya seperti tabungan 
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dan giro. Salah satu alasan utama mengapa bunga deposito lebih 

tinggi adalah karena nasabah menyetujui untuk menyimpan dana 

dalam jangka waktu tertentu tanpa dapat menariknya secara 

bebas. Bank menghargai kestabilan dana yang dimiliki dalam 

jangka waktu yang telah disepakati, dan sebagai imbalannya, 

memberikan bunga yang lebih menarik. Bunga deposito ini 

dihitung berdasarkan jumlah dana yang disimpan serta durasi 

simpanan, yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan 

penghasilan pasif yang lebih tinggi dari bunga. 

Perhitungan bunga pada deposito umumnya didasarkan pada 

jumlah dana yang disetorkan dan jangka waktu simpanan. 

Semakin besar jumlah dana yang disimpan dan semakin lama 

jangka waktu deposito, semakin tinggi pula bunga yang 

diperoleh. Bank cenderung menawarkan tingkat bunga yang 

lebih tinggi pada deposito dengan jangka waktu yang lebih 

panjang, karena dana tersebut akan memberikan kestabilan 

likuiditas yang lebih besar bagi bank. Bunga deposito ini 

biasanya lebih menguntungkan dibandingkan bunga yang 

diberikan oleh rekening tabungan yang bersifat lebih likuid dan 

fleksibel. 

c. Jaminan LPS 

Deposito menawarkan tingkat keamanan lebih bagi nasabah 

karena dana yang disimpan dalam produk ini dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS adalah lembaga yang 

ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan 

perlindungan terhadap simpanan nasabah di bank yang terdaftar. 

Jaminan ini meliputi seluruh jenis simpanan, termasuk deposito, 

dengan batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito dapat 

merasa lebih aman, karena apabila terjadi kegagalan pada bank 

tempatnya menyimpan uang, LPS akan menjamin pengembalian 

dana hingga jumlah yang telah ditentukan. 

Meskipun deposito dijamin oleh LPS, ada batas maksimum 

jumlah simpanan yang dilindungi. Saat ini, LPS memberikan 

jaminan sebesar Rp2 milyar per nasabah per bank. Dengan 

demikian, bagi nasabah yang memiliki simpanan dalam jumlah 

besar, penting untuk memahami batasan ini dan 

mempertimbangkan untuk mendiversifikasi penyimpanan dana 
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di beberapa bank jika jumlah simpanannya melebihi batas 

jaminan. Jaminan dari LPS memberikan rasa aman bagi nasabah 

dalam menghadapi potensi risiko kegagalan bank. 

 

B. Produk Kredit dan Pembiayaan 

 

Kredit dan pembiayaan adalah dua produk utama yang sangat 

penting dalam sektor perbankan. Produk ini mendukung perekonomian 

dengan menyediakan dana yang dibutuhkan oleh individu, perusahaan, 

dan pemerintah untuk melakukan investasi, pengembangan usaha, serta 

pemenuhan kebutuhan finansial. Dalam konteks perbankan, produk 

kredit dan pembiayaan tidak hanya memberikan kesempatan bagi 

nasabah untuk memperoleh dana, tetapi juga memungkinkan bank untuk 

menghasilkan pendapatan melalui bunga dan biaya lainnya. Di 

Indonesia, produk kredit dan pembiayaan ditawarkan oleh bank-bank 

komersial, baik bank pemerintah maupun swasta, dengan berbagai jenis 

produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. 

Produk kredit seperti kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal 

kerja, serta produk pembiayaan seperti pembiayaan untuk sektor mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM), serta pembiayaan berbasis syariah, 

merupakan bentuk utama dari produk perbankan yang terkait dengan 

pembiayaan. 

Produk kredit adalah produk perbankan yang memberikan 

pinjaman dana kepada nasabah dengan syarat pengembalian dalam 

jangka waktu tertentu disertai dengan bunga. Kredit ini digunakan untuk 

berbagai tujuan, termasuk konsumsi, investasi, dan pengembangan 

usaha. Disisi lain, pembiayaan adalah produk yang digunakan untuk 

memberikan dana kepada nasabah dengan tujuan tertentu, mirip dengan 

kredit, tetapi sering kali disertai dengan beberapa model dan prinsip yang 

lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah atau tujuan pembiayaan 

tertentu. 

 

1. Kredit Konsumtif 

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk tujuan 

konsumsi atau pembelian barang dan jasa yang tidak menghasilkan aset 

produktif. Jenis kredit ini umumnya digunakan oleh individu yang 

membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 
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membeli barang-barang seperti kendaraan, elektronik, atau perabotan 

rumah tangga. Karakteristik Kredit Konsumtif: 

a. Tujuan Penggunaan: Biasanya untuk pembelian barang konsumsi 

atau kebutuhan pribadi yang tidak langsung menghasilkan 

pendapatan. 

b. Jangka Waktu Pendanaan: Umumnya lebih pendek dibandingkan 

dengan kredit lainnya, dengan jangka waktu pengembalian yang 

bervariasi antara beberapa bulan hingga beberapa tahun. 

c. Bunga: Biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kredit 

produktif karena dianggap lebih berisiko. 

d. Pembayaran: Pembayaran dilakukan secara cicilan bulanan yang 

mencakup pokok dan bunga. 

1) Kredit Tanpa Agunan (KTA) 

Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah salah satu bentuk 

pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan 

tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Hal ini berarti 

bahwa nasabah tidak perlu menyertakan aset seperti rumah, 

kendaraan, atau barang berharga lainnya sebagai jaminan 

untuk memperoleh pinjaman. Sebagai gantinya, keputusan 

untuk memberikan KTA biasanya bergantung pada penilaian 

kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman, yang 

mencakup riwayat kredit, penghasilan, dan faktor-faktor 

lainnya yang dapat menunjukkan kemampuan finansial 

nasabah. 

Keuntungan utama dari KTA adalah kemudahan dan 

kecepatan dalam pengajuan serta pencairan pinjaman. 

Karena tidak memerlukan proses penilaian jaminan, nasabah 

bisa mendapatkan dana lebih cepat dibandingkan dengan 

jenis pinjaman yang memerlukan agunan. Hal ini sangat 

menguntungkan bagi yang membutuhkan dana dalam waktu 

singkat, seperti untuk biaya darurat, perbaikan rumah, atau 

keperluan konsumtif lainnya. Selain itu, KTA seringkali 

memiliki prosedur yang lebih sederhana, dengan persyaratan 

yang tidak terlalu rumit. 

2) Kredit Kendaraan Bermotor 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah jenis pinjaman 

yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk 

membantu nasabah membeli kendaraan bermotor, baik 
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mobil maupun sepeda motor. Pinjaman ini biasanya 

dilengkapi dengan jaminan berupa kendaraan yang dibeli, 

yang berarti kendaraan tersebut akan dijadikan agunan 

selama masa pinjaman. Keunggulan utama dari KKB adalah 

kemudahan akses bagi yang ingin membeli kendaraan, baik 

untuk keperluan pribadi maupun usaha, namun tidak 

memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. 

Proses pengajuan KKB biasanya melibatkan penilaian 

terhadap kemampuan nasabah dalam membayar cicilan, 

yang meliputi verifikasi penghasilan, riwayat kredit, serta 

jenis kendaraan yang akan dibeli. Besaran pinjaman yang 

diberikan bergantung pada harga kendaraan yang dibeli dan 

kemampuan nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan 

tenor yang telah disepakati. Salah satu keuntungan dari KKB 

adalah jangka waktu pembayaran yang fleksibel, mulai dari 

beberapa bulan hingga beberapa tahun, serta bunga yang 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis pinjaman 

tanpa agunan, karena adanya jaminan berupa kendaraan. 

3) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah jenis kredit yang 

diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk 

membantu nasabah membeli rumah dengan jaminan berupa 

rumah yang dibeli itu sendiri. KPR seringkali menjadi 

pilihan utama bagi yang ingin memiliki rumah tetapi tidak 

memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. 

Dengan KPR, nasabah dapat membayar rumah dalam jangka 

waktu yang panjang, mulai dari beberapa tahun hingga 

puluhan tahun, dengan cicilan bulanan yang lebih ringan. 

Proses pengajuan KPR melibatkan beberapa tahapan, seperti 

verifikasi penghasilan nasabah, analisis kemampuan 

membayar cicilan, serta penilaian terhadap properti yang 

akan dijadikan jaminan. Bank biasanya akan melakukan 

penilaian terhadap nilai properti dan memastikan bahwa 

harga jual rumah tersebut sesuai dengan pasar. Suku bunga 

yang dikenakan pada KPR umumnya lebih rendah 

dibandingkan dengan kredit konsumtif lainnya, karena 

rumah yang dibeli berfungsi sebagai agunan atau jaminan 

atas pinjaman yang diberikan. Besaran pinjaman yang 
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diterima nasabah juga biasanya bergantung pada nilai 

properti dan kemampuan pembayaran nasabah. 

 

2. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek bagi perusahaan atau 

bisnis. Kredit ini membantu perusahaan untuk menjalankan operasional, 

seperti membeli bahan baku, membayar gaji, atau memenuhi kewajiban 

jangka pendek lainnya. Karakteristik Kredit Modal Kerja: 

a. Tujuan Penggunaan: Digunakan untuk menunjang kelancaran 

operasional bisnis, termasuk pembelian bahan baku dan biaya 

lainnya. 

b. Jangka Waktu Pendanaan: Biasanya jangka pendek, antara 1 

hingga 3 tahun. 

c. Bunga: Tingkat bunga untuk kredit modal kerja umumnya lebih 

rendah dibandingkan dengan kredit konsumtif, karena dianggap 

lebih aman. 

d. Pembayaran: Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan 

dengan bank, biasanya dilakukan secara angsuran bulanan. 

1) Kredit Umum 

Kredit Umum adalah jenis kredit modal kerja yang diberikan oleh 

bank atau lembaga keuangan kepada perusahaan atau pelaku 

usaha untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari. 

Kredit ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti 

pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta biaya 

operasional lainnya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. 

Tujuan utama dari kredit umum adalah untuk memastikan 

kelancaran proses produksi atau operasional yang tidak 

terhambat karena kekurangan modal sementara. 

Salah satu keunggulan dari kredit umum adalah fleksibilitas 

penggunaannya. Pihak peminjam tidak diwajibkan untuk 

memberikan rincian yang terlalu rinci tentang penggunaan dana, 

asalkan dana tersebut digunakan untuk keperluan yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha yang sah. Hal ini 

memungkinkan perusahaan atau pelaku usaha untuk 

menggunakan kredit sesuai dengan kebutuhan bisnis, baik itu 

untuk mengembangkan usaha, memperluas kapasitas produksi, 

atau meningkatkan layanan pelanggan. Kredit umum juga dapat 
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digunakan sebagai cadangan kas untuk mengatasi fluktuasi 

pendapatan atau kesulitan keuangan sementara. 

2) Kredit Modal Kerja dengan Jaminan 

Kredit modal kerja dengan jaminan adalah jenis pinjaman yang 

diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada perusahaan, 

dengan kewajiban untuk memberikan jaminan berupa aset atau 

barang dagangan. Tujuan dari pemberian jaminan ini adalah 

untuk mengurangi risiko bagi pihak pemberi pinjaman, 

mengingat dalam dunia usaha, sering kali terdapat ketidakpastian 

dalam arus kas yang bisa menghambat kemampuan untuk 

melunasi pinjaman. Jaminan yang diberikan bisa berupa properti, 

kendaraan, atau inventaris barang dagangan yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Pemberian kredit dengan jaminan memberikan keuntungan bagi 

kedua pihak. Bagi bank, jaminan ini berfungsi sebagai proteksi 

jika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran pinjaman. Jika terjadi kredit macet, pihak bank 

berhak untuk menyita dan menjual aset yang dijadikan jaminan 

untuk menutupi sebagian atau seluruh pinjaman yang belum 

dibayar. Hal ini memberikan rasa aman bagi bank dalam 

memberikan pinjaman yang lebih besar, yang pada akhirnya 

dapat membantu pengembangan usaha nasabah. 

 

3. Kredit Investasi 

Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan untuk tujuan 

investasi jangka panjang, seperti pembelian mesin, pabrik, atau tanah 

untuk bisnis. Kredit ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk 

melakukan ekspansi usaha atau investasi dalam aset tetap yang akan 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Karakteristik 

Kredit Investasi: 

a. Tujuan Penggunaan: Digunakan untuk membeli aset tetap atau 

investasi yang akan menghasilkan pendapatan di masa 

mendatang. 

b. Jangka Waktu Pendanaan: Kredit ini biasanya memiliki jangka 

waktu yang lebih panjang, antara 3 hingga 10 tahun. 

c. Bunga: Bunga yang dikenakan pada kredit investasi biasanya 

lebih rendah dibandingkan dengan kredit konsumtif, namun lebih 

tinggi dibandingkan dengan kredit modal kerja. 
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d. Pembayaran: Pembayaran biasanya dilakukan dalam bentuk 

cicilan dengan periode yang lebih panjang. 

1) Kredit Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur 

Kredit investasi untuk pembangunan infrastruktur adalah 

jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga 

keuangan untuk mendukung proyek-proyek besar yang 

berfokus pada pengembangan atau perbaikan infrastruktur. 

Infrastruktur yang dimaksud bisa mencakup berbagai sektor, 

mulai dari pembangunan jalan raya, fasilitas pabrik, hingga 

pembangunan gudang atau fasilitas logistik yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Kredit jenis ini biasanya melibatkan dana 

dalam jumlah besar dan memiliki jangka waktu 

pengembalian yang panjang karena sifat proyek yang besar 

dan memerlukan waktu untuk menghasilkan pendapatan atau 

laba. 

Proyek infrastruktur memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

efisiensi operasional, serta memfasilitasi distribusi barang 

dan jasa. Dengan adanya fasilitas infrastruktur yang 

memadai, perusahaan dapat mengurangi biaya logistik, 

mempercepat proses distribusi, dan meningkatkan kapasitas 

produksi. Oleh karena itu, kredit investasi untuk 

pembangunan infrastruktur seringkali diberikan dengan 

mempertimbangkan dampak positif yang akan ditimbulkan 

oleh proyek tersebut terhadap perekonomian lokal maupun 

nasional. Bank atau lembaga keuangan yang memberikan 

kredit ini akan menilai kelayakan proyek secara mendalam, 

termasuk proyeksi arus kas dan potensi laba yang dapat 

diperoleh. 

2) Kredit Investasi untuk Pembelian Aset Tetap 

Kredit investasi untuk pembelian aset tetap adalah jenis 

pembiayaan yang diberikan untuk membeli peralatan atau 

mesin yang diperlukan oleh bisnis untuk mendukung 

operasional jangka panjang. Aset tetap ini sering kali berupa 

mesin produksi, peralatan teknologi, kendaraan operasional, 

atau fasilitas lain yang membantu meningkatkan kapasitas 

dan efisiensi perusahaan. Kredit jenis ini umumnya 

diberikan dalam jangka waktu menengah hingga panjang, 
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sesuai dengan umur manfaat dari aset yang dibeli. Tujuan 

dari kredit ini adalah untuk membantu bisnis dalam 

mengembangkan atau memperbarui fasilitas yang 

dibutuhkan untuk produksi atau penyediaan layanan. 

Dengan adanya pembiayaan ini, perusahaan dapat 

memperoleh peralatan yang lebih canggih tanpa harus 

mengeluarkan dana dalam jumlah besar secara langsung. 

Pembelian aset tetap melalui kredit memungkinkan 

perusahaan untuk menjaga aliran kasnya tetap lancar sambil 

tetap dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas 

produksinya. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur 

dapat menggunakan kredit investasi untuk membeli mesin 

baru yang lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas dan mengurangi biaya operasional dalam 

jangka panjang. Keuntungan dari peningkatan efisiensi ini 

pada akhirnya dapat digunakan untuk membayar kembali 

kredit yang diberikan oleh bank. 

 

4. Pembiayaan UMKM 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor 

yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, 

banyak bank yang menawarkan produk pembiayaan khusus untuk sektor 

ini, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan 

menengah. Karakteristik Pembiayaan UMKM: 

a. Tujuan Penggunaan: Untuk membantu UMKM dalam 

memperoleh modal guna mengembangkan usaha, termasuk 

pembelian bahan baku, pengembangan produk, atau perluasan 

usaha. 

b. Bunga: Bunga yang ditetapkan pada pembiayaan UMKM 

biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, 

sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. 

c. Jangka Waktu: Umumnya memiliki jangka waktu lebih pendek, 

tergantung pada jenis pembiayaan. 

 

5. Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan syariah adalah produk pembiayaan yang diberikan 

dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pembiayaan 

syariah, tidak ada bunga yang dikenakan pada pinjaman, dan transaksi 
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harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Karakteristik 

Pembiayaan Syariah: 

a. Tanpa Bunga: Pembiayaan syariah tidak mengenakan bunga, 

tetapi menggunakan prinsip bagi hasil atau jual beli dengan harga 

yang telah disepakati. 

b. Jaminan: Beberapa produk pembiayaan syariah mungkin 

memerlukan jaminan, tergantung pada jenis pembiayaan yang 

diberikan. 

c. Prinsip Syariah: Semua transaksi harus sesuai dengan hukum 

Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan gharar 

(ketidakjelasan dalam transaksi). 

1) Murabaha 

Murabaha adalah salah satu produk pembiayaan syariah 

yang digunakan untuk membeli barang atau aset dengan cara 

di mana bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang 

tersebut terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kembali 

kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan 

bank berasal dari selisih antara harga beli dan harga jual, 

yang disebut sebagai margin keuntungan. Proses transaksi 

ini mengikuti prinsip-prinsip syariah, di mana tidak ada 

unsur riba atau bunga dalam pembiayaan tersebut, sehingga 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Pada transaksi murabaha, bank dan nasabah sepakat 

mengenai harga barang yang akan dibeli, serta margin 

keuntungan yang akan dikenakan oleh bank. Penetapan 

harga ini dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga 

nasabah memahami dengan jelas besaran harga jual yang 

akan dibayar. Salah satu karakteristik penting dari 

pembiayaan murabaha adalah bahwa nasabah mengetahui 

secara pasti jumlah kewajiban yang harus dibayar, baik harga 

barang maupun margin keuntungan, sehingga risiko yang 

ditimbulkan lebih terukur dan jelas. 

2) Mudaraba 

Mudaraba adalah salah satu produk pembiayaan syariah di 

mana terdapat kesepakatan antara dua pihak, yaitu bank 

sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai 

pengelola dana (mudarib). Dalam akad ini, nasabah akan 

mengelola dana yang diberikan oleh bank untuk tujuan 
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tertentu, seperti untuk usaha atau investasi, dengan 

keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi 

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Keuntungan dari pembiayaan ini berasal dari 

usaha nasabah dalam mengelola dana, sementara risiko 

kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian 

tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan 

yang dilakukan oleh nasabah. 

Salah satu prinsip utama dalam mudaraba adalah adanya 

pembagian hasil yang adil antara bank dan nasabah. 

Pembagian keuntungan biasanya didasarkan pada persentase 

yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelum akad 

dilakukan. Persentase ini mencerminkan kontribusi masing-

masing pihak terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan. 

Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka bank akan 

menanggung kerugian tersebut sesuai dengan jumlah modal 

yang diserahkan, sementara nasabah akan kehilangan biaya 

operasional yang telah dikeluarkan, tetapi tidak bertanggung 

jawab atas kerugian finansial yang ditanggung bank. 

 

C. Layanan Perbankan Digital dan Elektronik 

 

Layanan perbankan digital dan elektronik telah menjadi bagian 

integral dari sistem perbankan modern, membawa inovasi besar yang 

mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat 

mobile, telah memberikan peluang bagi perbankan untuk menyediakan 

layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah diakses oleh 

masyarakat luas. Perbankan digital tidak hanya mencakup layanan 

transaksi elektronik, tetapi juga melibatkan penggunaan platform 

berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional bank dan 

pengalaman nasabah (Barkatullah, 2019). 

Perbankan digital dan elektronik mencakup berbagai jenis 

layanan yang dapat diakses secara online melalui aplikasi mobile, 

website bank, atau saluran elektronik lainnya. Layanan ini telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan bank-bank 

besar maupun fintech (teknologi finansial) memperkenalkan solusi 

inovatif yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan 
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saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke cabang fisik bank. Layanan 

perbankan digital telah mengalami transformasi yang pesat seiring 

dengan berkembangnya teknologi. Mulai dari penggunaan internet 

banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi 

perbankan via komputer, hingga aplikasi mobile banking yang lebih 

fleksibel dan dapat diakses di mana saja. Pengenalan teknologi baru, 

seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan analitik data, semakin 

meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perbankan digital. 

 

1. Internet Banking 

Internet banking pertama kali diperkenalkan untuk 

memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti transfer dana, 

pembayaran tagihan, dan pemeriksaan saldo melalui internet. Ini 

mengurangi ketergantungan pada cabang fisik dan mempercepat waktu 

transaksi. Internet banking menjadi salah satu layanan utama yang 

digunakan oleh banyak bank untuk menyediakan akses 24/7 kepada 

nasabah. Karakteristik Internet Banking: 

a. Akses melalui Browser: Nasabah dapat mengakses layanan ini 

melalui website bank menggunakan komputer atau perangkat 

dengan akses internet. 

b. Transaksi yang Dapat Dilakukan: Pembayaran tagihan, transfer 

antarbank, pembelian produk investasi, dan pengecekan saldo. 

c. Keamanan: Internet banking umumnya dilengkapi dengan sistem 

otentikasi berlapis, seperti penggunaan password dan token atau 

OTP (One Time Password). 

 

2. Mobile Banking 

Mobile banking berkembang sebagai respons terhadap 

meningkatnya penggunaan perangkat mobile, seperti smartphone dan 

tablet. Dengan mobile banking, nasabah dapat mengakses rekening dan 

melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja hanya 

dengan menggunakan aplikasi di perangkat mobile. Karakteristik Mobile 

Banking: 

a. Akses melalui Aplikasi: Layanan ini mengandalkan aplikasi yang 

dapat diunduh di perangkat mobile, yang dapat diakses kapan 

saja. 
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b. Layanan yang Diberikan: Sama seperti internet banking, namun 

dengan keuntungan akses yang lebih mudah melalui perangkat 

yang lebih portable. 

c. Fitur Tambahan: Beberapa aplikasi mobile banking menyediakan 

fitur-fitur canggih seperti deteksi biometrik (sidik jari atau 

pengenalan wajah) untuk meningkatkan keamanan. 

 

3. Digital Wallet  (Dompet Digital) 

Dompet digital atau digital Wallet adalah aplikasi yang 

memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang secara elektronik dan 

melakukan pembayaran untuk berbagai transaksi. Dompet digital dapat 

digunakan untuk pembayaran di merchant, transaksi peer-to-peer (P2P), 

serta pembayaran tagihan. Karakteristik Dompet Digital: 

a. Penggunaan Tanpa Kartu: Pengguna tidak perlu membawa kartu 

fisik atau uang tunai untuk melakukan pembayaran, cukup 

menggunakan aplikasi untuk transaksi. 

b. Integrasi dengan Merchant: Dompet digital sering kali bekerja 

sama dengan berbagai merchant untuk menyediakan pilihan 

pembayaran yang lebih luas bagi konsumen. 

c. Keamanan: Sistem keamanan yang canggih seperti enkripsi data 

dan otentikasi dua faktor untuk melindungi pengguna dari 

potensi kebocoran data. 

 

D. Jasa Lainnya: Transfer, Kliring, dan Kartu Kredit 

 

Layanan perbankan bukan hanya terbatas pada produk simpanan 

dan kredit, tetapi juga mencakup berbagai jenis jasa lain yang 

mendukung transaksi keuangan sehari-hari. Di antara jasa-jasa tersebut, 

transfer dana, kliring, dan penggunaan kartu kredit merupakan elemen 

penting dalam sistem perbankan modern. Jasa-jasa ini memfasilitasi 

transaksi antara individu, perusahaan, dan bahkan antarnegara, yang 

mempercepat proses aliran uang dalam perekonomian (Endrosava & 

Afiliasi, 2024). Dalam era digital saat ini, kecepatan dan efisiensi dalam 

melakukan transfer uang, melakukan kliring transaksi, serta 

menggunakan kartu kredit semakin meningkat, dengan penerapan 

teknologi yang semakin canggih. Layanan-layanan tersebut membantu 

memudahkan nasabah dan masyarakat dalam melakukan berbagai 

transaksi finansial, baik yang bersifat domestik maupun internasional. 
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1. Layanan Transfer Dana 

Layanan transfer dana adalah salah satu produk utama yang 

disediakan oleh bank untuk memfasilitasi pengiriman uang antar 

rekening baik di dalam negeri maupun antarnegara. Bank menyediakan 

berbagai pilihan saluran untuk melakukan transfer, baik melalui cabang 

fisik, layanan internet banking, aplikasi mobile banking, maupun melalui 

layanan transfer antarbank (ATM). 

a. Transfer Domestik 

Transfer domestik merujuk pada pengiriman uang dari satu 

rekening bank ke rekening bank lain yang berada di negara yang 

sama. Di Indonesia, beberapa skema transfer yang umum 

digunakan adalah: 

1) RTGS (Real Time Gross Settlement): Layanan transfer dana 

antarbank yang memungkinkan transaksi dalam jumlah 

besar diproses secara real-time, dimana dana langsung 

diterima oleh penerima setelah transaksi diselesaikan. 

Layanan ini biasanya digunakan untuk transaksi bisnis besar 

dan antarbank. 

2) SKN (Sistem Kliring Nasional): SKN adalah sistem yang 

digunakan untuk mentransfer dana antarbank dengan 

nominal yang lebih kecil, biasanya digunakan untuk 

pembayaran gaji atau transaksi ritel. 

3) ATM Transfer: Salah satu layanan paling umum yang 

memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer antarbank 

menggunakan mesin ATM. 

4) Mobile Banking dan Internet Banking: Bank juga 

menyediakan layanan transfer melalui aplikasi mobile atau 

website yang memungkinkan nasabah mengirimkan uang 

antar rekening dengan menggunakan perangkat mobile atau 

komputer. 

b. Transfer Internasional 

Transfer internasional, atau remittance, adalah proses pengiriman 

dana antar negara. Layanan ini sering digunakan oleh individu 

yang bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang kepada 

keluarga di tanah air. Beberapa layanan utama dalam transfer 

internasional meliputi: 

1) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication): SWIFT adalah jaringan global yang 
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digunakan untuk memfasilitasi transfer antarbank 

internasional. Bank-bank yang terhubung dengan SWIFT 

dapat mengirimkan informasi pembayaran dengan aman di 

seluruh dunia. 

2) Western Union dan MoneyGram: Merupakan layanan pihak 

ketiga yang juga digunakan untuk mengirim uang secara 

internasional. Layanan ini tidak memerlukan rekening bank 

dan memungkinkan pengiriman uang ke lokasi tertentu 

untuk diambil oleh penerima. 

 

2. Layanan Kliring 

Kliring adalah suatu sistem untuk menyelesaikan kewajiban 

antarbank yang timbul akibat transaksi keuangan, terutama yang 

dilakukan menggunakan cek atau surat berharga lainnya. Proses ini 

dilakukan oleh lembaga kliring atau sistem kliring nasional yang bekerja 

sama dengan bank-bank peserta. 

a. Kliring Antar Bank 

Kliring antar bank adalah mekanisme yang digunakan untuk 

menyelesaikan transaksi keuangan antarbank, yang melibatkan 

pemindahan dana dari satu bank ke bank lainnya. Proses ini 

umumnya dilakukan ketika cek, bilyet giro, atau surat berharga 

lainnya diajukan oleh nasabah ke bank untuk diproses. Bank yang 

menerima cek atau surat berharga ini akan memverifikasi 

keabsahan dan ketersediaan dana, lalu mengirimkannya ke bank 

pengirim melalui sistem kliring untuk diproses lebih lanjut. 

Kliring bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut 

tercatat dan diselesaikan secara akurat antara pihak pengirim dan 

penerima. 

Proses kliring antar bank melibatkan serangkaian langkah yang 

harus dijalani untuk memastikan bahwa dana yang terlibat dalam 

transaksi telah dipindahkan dengan benar. Setiap bank akan 

mengirimkan data terkait transaksi yang harus diproses ke 

lembaga kliring yang ditunjuk, seperti Bank Indonesia (BI). 

Lembaga ini bertugas untuk melakukan rekonsiliasi dan 

penyelesaian antara bank-bank yang terlibat, dengan memastikan 

bahwa dana yang dipindahkan sesuai dengan jumlah yang 

tercatat dalam sistem. Setelah transaksi selesai, dana akan 
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dipindahkan ke rekening penerima dengan cara yang telah 

disepakati sebelumnya. 

b. Kliring Elektronik 

Kliring elektronik merupakan bentuk pengembangan teknologi 

dalam proses penyelesaian transaksi antarbank yang semakin 

mempermudah dan mempercepat alur kliring. Berbeda dengan 

kliring konvensional yang masih menggunakan mekanisme 

manual, kliring elektronik menggunakan sistem digital untuk 

memproses transaksi antar bank dengan lebih efisien. Dengan 

sistem ini, transaksi seperti transfer dana, pembayaran, dan 

penyelesaian surat berharga dapat dilakukan dengan lebih cepat 

tanpa mengharuskan adanya pertemuan fisik antara pihak-pihak 

yang terlibat. Hal ini mengurangi potensi keterlambatan dan 

meningkatkan kenyamanan bagi nasabah. 

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam 

pengelolaan sistem kliring elektronik melalui Sistem Kliring 

Nasional (SKN). SKN merupakan sistem yang memfasilitasi 

pertukaran informasi transaksi antarbank secara elektronik 

dengan tujuan untuk menyelesaikan transaksi keuangan secara 

efisien. Setiap bank yang tergabung dalam sistem ini dapat 

mengirimkan dan menerima instruksi pembayaran, yang 

kemudian diproses secara otomatis dalam sistem. SKN 

memungkinkan penyelesaian transaksi antarbank dalam waktu 

yang lebih singkat, umumnya dalam jangka waktu satu hari kerja, 

yang lebih cepat dibandingkan dengan kliring manual yang 

membutuhkan waktu lebih lama. 

c. Kliring Untuk Transaksi Cek dan Giro 

Kliring untuk transaksi cek dan giro merupakan salah satu 

mekanisme penting dalam sistem perbankan yang bertujuan 

untuk menyelesaikan pembayaran antarbank. Ketika nasabah 

melakukan transaksi menggunakan cek atau giro, cek atau giro 

tersebut harus diajukan ke bank untuk diproses. Proses ini 

bertujuan untuk memverifikasi bahwa dana yang tercantum 

dalam cek atau giro tersebut tersedia di rekening pengirim dan 

siap untuk dipindahkan ke rekening penerima. Kliring ini juga 

memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pada proses kliring cek dan giro, bank pengirim akan 

menyerahkan cek atau giro kepada bank yang berperan sebagai 

penyelenggara kliring. Bank ini kemudian akan memproses 

dokumen tersebut dengan mengirimkannya ke bank tujuan untuk 

memastikan apakah dana yang tercantum dalam cek atau giro 

cukup untuk dilakukan pembayaran. Jika dana cukup, bank 

penerima akan mengonfirmasi transaksi dan memindahkan dana 

tersebut ke rekening penerima. Sebaliknya, jika dana tidak 

mencukupi atau terdapat masalah lainnya, transaksi dapat 

dibatalkan atau ditunda. 

 

3. Layanan Kartu Kredit 

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau 

lembaga keuangan yang memungkinkan pemegangnya untuk meminjam 

uang dari lembaga tersebut guna melakukan pembelian atau transaksi 

lainnya. Penggunaan kartu kredit melibatkan konsep pembayaran 

berbasis utang yang harus dibayar kembali oleh pemegang kartu sesuai 

dengan jangka waktu yang disepakati. 

a. Kartu Kredit Standar 

Kartu kredit standar adalah jenis kartu yang memberikan nasabah 

batasan kredit tertentu yang dapat digunakan untuk bertransaksi 

dalam pembelian barang atau jasa. Nasabah yang memiliki kartu 

kredit standar dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan 

pembelian, baik di toko fisik, melalui situs belanja online, 

maupun untuk berbagai layanan lainnya yang menerima 

pembayaran dengan kartu kredit. Batas kredit yang diberikan 

pada kartu ini disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah, 

yang biasanya dievaluasi berdasarkan penghasilan atau riwayat 

kredit sebelumnya. 

Meskipun nasabah dapat menggunakan kartu kredit untuk 

berbagai transaksi, penggunaan kartu kredit standar tetap harus 

mematuhi batasan kredit yang telah ditentukan oleh bank 

penerbit. Setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit 

akan mengurangi sisa kredit yang tersedia. Nasabah wajib 

melunasi tagihan sesuai dengan periode yang ditentukan, baik 

dalam bentuk pembayaran penuh atau cicilan. Pembayaran kartu 

kredit ini akan mencakup pembayaran atas barang dan jasa yang 
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telah dibeli, serta bunga atau biaya administrasi yang dikenakan 

jika saldo tidak dibayar penuh pada akhir periode. 

b. Kartu Kredit Premium 

Kartu kredit premium adalah jenis kartu yang menawarkan 

fasilitas lebih lengkap dan batas kredit yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kartu kredit standar. Kartu ini umumnya 

ditujukan untuk nasabah yang memiliki penghasilan lebih tinggi 

atau status sosial tertentu, seperti eksekutif, pengusaha, atau 

profesional yang memiliki kemampuan finansial yang lebih 

besar. Kartu kredit premium memberikan akses ke berbagai 

manfaat eksklusif yang tidak tersedia di kartu kredit biasa, seperti 

akses ke lounge bandara, asuransi perjalanan, serta berbagai 

diskon atau penawaran khusus di hotel, restoran, dan layanan 

mewah lainnya. 

Kartu kredit premium juga sering kali dilengkapi dengan 

program loyalitas yang lebih menguntungkan, seperti poin 

reward yang dapat ditukarkan dengan tiket pesawat, voucher 

belanja, atau barang-barang mewah. Beberapa kartu kredit 

premium juga menawarkan layanan personal concierge yang 

dapat membantu nasabah dalam merencanakan perjalanan, 

mencari restoran terbaik, atau bahkan membuat reservasi khusus. 

Layanan seperti ini memberikan kenyamanan dan kemudahan 

lebih bagi pemegang kartu dalam menjalani gaya hidup yang 

lebih tinggi. 

c. Kartu Kredit Co-Branding 

Kartu kredit co-branding adalah jenis kartu yang bekerja sama 

dengan merchant atau perusahaan tertentu untuk memberikan 

keuntungan tambahan kepada nasabah. Dalam kerja sama ini, 

bank penerbit kartu dan mitra perusahaan atau merchant (seperti 

maskapai penerbangan, hotel, atau pusat perbelanjaan) 

menawarkan berbagai manfaat atau reward khusus yang hanya 

dapat diperoleh oleh pemegang kartu tersebut. Biasanya, kartu 

kredit co-branding memberikan keuntungan berupa diskon 

khusus, penawaran eksklusif, atau poin reward yang lebih besar 

apabila digunakan untuk bertransaksi di merchant atau 

perusahaan mitra. 

Keuntungan utama dari kartu kredit co-branding adalah adanya 

peluang untuk mendapatkan manfaat yang lebih spesifik sesuai 
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dengan kebutuhan atau gaya hidup nasabah. Sebagai contoh, 

nasabah yang sering bepergian dapat memperoleh miles atau 

poin reward lebih banyak jika menggunakan kartu kredit co-

branding yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan. 

Begitu pula, nasabah yang suka berbelanja di pusat perbelanjaan 

tertentu atau berlangganan layanan streaming dapat memperoleh 

diskon atau cashback khusus untuk transaksi di merchant terkait. 

Hal ini menjadikan kartu kredit co-branding sebagai pilihan yang 

menarik bagi konsumen yang ingin memaksimalkan keuntungan 

dari pengeluaran sehari-hari.   
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BAB VII 
PERBANKAN SYARIAH DALAM 

SISTEM KEUANGAN 
 

 

 

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari 

sistem keuangan yang menawarkan alternatif berdasarkan prinsip-

prinsip Islam. Sejak diakui oleh pemerintah melalui peraturan 

perundang-undangan, perbankan syariah berkembang pesat dengan 

menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam, yang 

berlandaskan pada prinsip keadilan, larangan riba (bunga), dan transaksi 

yang transparan. Sistem ini berfokus pada pembagian risiko antara bank 

dan nasabah, serta menghindari investasi dalam aktivitas yang 

bertentangan dengan syariah, seperti perjudian atau produksi barang 

haram. 

 

A. Konsep Dasar Perbankan Syariah 

 

Perbankan syariah, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir 

sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional. Konsep dasar 

perbankan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan 

saling menguntungkan antara bank dan nasabah tanpa adanya unsur riba 

(bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sistem ini 

berfungsi untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang tidak 

hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip 

etika Islam, yaitu berlandaskan pada kesetaraan, keberlanjutan, dan 

tanggung jawab sosial. 

Perbankan syariah berperan penting dalam sistem keuangan 

modern dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai 

dengan hukum Islam. Konsep dasar perbankan syariah melibatkan 

beberapa aspek utama, seperti larangan terhadap riba, penggunaan 
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kontrak yang adil, serta pembagian risiko antara bank dan nasabah. 

Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendasari operasional perbankan syariah, 

tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif 

dan berkelanjutan. Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip 

dasar yang membedakannya dari perbankan konvensional. Prinsip-

prinsip ini tidak hanya terkait dengan produk dan layanan yang 

ditawarkan, tetapi juga dengan cara bank menjalankan aktivitas 

bisnisnya. 

 

1. Larangan terhadap Riba (Bunga) 

Riba, yang sering diartikan sebagai bunga, merupakan konsep 

yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi 

ekonomi yang tidak adil. Dalam pandangan Islam, mengambil 

keuntungan dari pinjaman tanpa risiko atau usaha yang setara dengan 

keuntungan yang diterima oleh pihak peminjam dianggap sebagai 

tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena 

itu, perbankan syariah menegaskan larangan terhadap transaksi yang 

mengandung unsur riba, baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga, 

deposito berbunga, maupun mekanisme lain yang melibatkan 

pembayaran bunga atas utang (Ariff & Iqbal, 2011). 

Sebagai alternatif yang sah menurut hukum Islam, perbankan 

syariah mengadopsi berbagai kontrak yang mengutamakan pembagian 

keuntungan secara adil. Beberapa kontrak utama yang digunakan dalam 

perbankan syariah adalah murabahah, mudarabah, dan musyarakah. 

Dalam masing-masing kontrak ini, kedua belah pihak, yaitu bank dan 

nasabah, berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah 

disetujui sebelumnya. Tidak ada penetapan bunga tetap, dan setiap 

transaksi harus melibatkan pembagian risiko serta keuntungan yang 

proporsional dan wajar. 

 

2. Larangan terhadap Gharar (Ketidakpastian) 

Gharar, yang dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada 

ketidakpastian yang berlebihan atau kebingungannya kondisi transaksi, 

dilarang karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah 

satu pihak. Ketidakjelasan mengenai objek transaksi atau syarat-syarat 

yang tidak pasti menyebabkan ketidakadilan, di mana salah satu pihak 

bisa dirugikan secara tidak proporsional. Dalam sistem ekonomi Islam, 

setiap transaksi harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan 
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kejelasan, di mana seluruh informasi terkait kontrak, harga, dan syarat 

harus terbuka untuk kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari ketidakpastian yang dapat berujung pada ketidakadilan 

dalam transaksi ekonomi (Visser, 2019). 

Pada perbankan syariah, larangan terhadap gharar mengharuskan 

semua transaksi untuk memiliki ketentuan yang jelas dan pasti. 

Misalnya, dalam kontrak mudarabah, bank dan nasabah sepakat untuk 

berbagi keuntungan yang dihasilkan dari sebuah usaha yang dikelola 

bersama. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan risiko yang 

terlibat dalam usaha tersebut disepakati secara transparan sejak awal. 

Bank dan nasabah sama-sama mengetahui proporsi pembagian hasil, 

serta besarnya risiko yang masing-masing akan tanggung. Hal ini 

menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena adanya 

ketidakjelasan atau ketidakpastian. 

Prinsip transparansi ini diterapkan dalam semua jenis kontrak 

perbankan syariah lainnya, seperti murabahah atau musyarakah. Dalam 

kontrak murabahah, misalnya, harga jual barang dan margin keuntungan 

telah disepakati terlebih dahulu. Tidak ada elemen ketidakpastian terkait 

harga yang akan dibayar oleh nasabah, sehingga transaksi ini sepenuhnya 

bebas dari unsur gharar. Setiap pihak yang terlibat tahu apa yang akan 

diterima dan apa yang harus diserahkan, yang menurunkan risiko 

ketidakadilan. 

 

3. Larangan terhadap Maysir (Perjudian) 

Maysir, yang dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada 

perjudian atau spekulasi yang berlebihan, dilarang karena dapat 

menyebabkan ketidakpastian yang merugikan dan tidak adil bagi salah 

satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi maysir, 

keuntungan diperoleh dengan cara yang tidak jelas atau berdasarkan 

pada spekulasi, yang tidak memiliki dasar yang pasti. Islam melarang 

praktik yang mengandung unsur perjudian ini karena berpotensi 

menciptakan ketidakadilan dan kerugian yang tidak seimbang antara 

pihak-pihak yang terlibat. Transaksi yang mengandung unsur maysir 

dapat merusak prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan 

keadilan, transparansi, dan kepastian dalam setiap perjanjian. 

Pada perbankan syariah, untuk menghindari unsur maysir, 

transaksi harus didasarkan pada prinsip yang adil dan jelas. Salah satu 

contoh yang mencerminkan hal ini adalah kontrak musyarakah, yaitu 
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bentuk kemitraan antara bank dan nasabah di mana keduanya 

berkontribusi dalam suatu usaha atau proyek dengan kesepakatan untuk 

berbagi keuntungan dan risiko. Dalam musyarakah, kedua pihak 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha yang dijalankan. 

Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan proporsi yang telah 

disepakati sebelumnya, sementara risiko kerugian juga dibagi secara adil 

sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. 

Dengan model musyarakah, risiko dan keuntungan dibagi dengan 

cara yang transparan, menghindari elemen spekulasi atau perjudian yang 

berlebihan. Ini berbeda dengan bentuk transaksi yang dapat berpotensi 

mengandung unsur maysir, seperti perjudian atau spekulasi dalam pasar 

saham yang sangat bergantung pada faktor eksternal yang sulit 

diprediksi. Dengan cara ini, perbankan syariah berusaha menciptakan 

sistem yang lebih stabil dan adil, di mana pihak yang terlibat tidak 

merugi akibat ketidakpastian yang ekstrem atau spekulasi yang tidak 

berdasarkan pada pertimbangan yang rasional. 

 

B. Produk dan Layanan Perbankan Syariah 

 

Perbankan syariah berperan penting dalam sistem keuangan 

global, mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam operasional 

keuangannya. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah dirancang untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang 

dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan 

terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). 

Perbankan syariah menawarkan berbagai jenis produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, baik dalam bentuk 

simpanan, pembiayaan, maupun investasi, dengan pendekatan yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan dibandingkan sistem perbankan 

konvensional. 

Produk dan layanan perbankan syariah bertujuan untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, menghindari eksploitasi 

melalui bunga, dan menawarkan pembiayaan yang berbasis pada prinsip 

bagi hasil. Selain itu, perbankan syariah berfokus pada transparansi, 

keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi yang 

dilakukannya.  
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1. Produk Simpanan Perbankan Syariah 

Produk simpanan dalam perbankan syariah dirancang untuk 

menggantikan konsep tabungan dan deposito pada perbankan 

konvensional yang berbasis bunga. Dalam sistem perbankan syariah, 

keuntungan yang diperoleh dari simpanan tidak didasarkan pada bunga, 

melainkan pada sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Beberapa 

produk simpanan syariah yang umum adalah rekening tabungan syariah, 

deposito syariah, dan mudharabah. 

a. Rekening Tabungan Syariah 

Rekening tabungan syariah merupakan produk simpanan yang 

beroperasi berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu pembagian 

keuntungan yang adil antara nasabah dan bank. Dalam skema ini, 

nasabah bertindak sebagai pemilik dana (rabb al-mal) dan bank 

berfungsi sebagai pengelola dana (mudharib). Nasabah 

memberikan dananya kepada bank untuk dikelola dalam usaha 

yang sesuai dengan syariah, seperti investasi dalam sektor yang 

tidak melanggar hukum Islam. Bank kemudian mengelola dana 

tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang 

nantinya akan dibagikan antara bank dan nasabah sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati di awal. Hal ini memungkinkan 

nasabah untuk mendapatkan imbal hasil tanpa terlibat dalam 

transaksi yang mengandung unsur riba (Visser, 2019). 

Salah satu keunggulan dari rekening tabungan syariah adalah 

transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana. Tidak seperti 

produk tabungan konvensional yang memberikan bunga tetap, 

keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dalam rekening 

tabungan syariah bersifat variabel, bergantung pada hasil 

pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank. Dengan demikian, 

keuntungan yang diterima nasabah tidak hanya berdasarkan 

jumlah simpanan, tetapi juga kinerja investasi yang dilakukan 

oleh bank. Ini menciptakan hubungan yang lebih adil, di mana 

risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara kedua 

belah pihak. 

b. Deposito Syariah 

Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang 

beroperasi dengan prinsip mudharabah, yang memungkinkan 

nasabah untuk menempatkan dana di bank syariah dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, nasabah bertindak 
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sebagai pemilik dana (rabb al-mal) dan bank sebagai pengelola 

dana (mudharib). Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah 

berasal dari bagi hasil atas pengelolaan dana oleh bank, yang 

menginvestasikan dana tersebut dalam usaha yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Keuntungan yang diterima nasabah bergantung 

pada hasil usaha yang dilakukan oleh bank, bukan pada bunga 

tetap yang diterima dalam deposito konvensional (Askari et al., 

2015). 

Perbedaan utama antara deposito syariah dan deposito 

konvensional terletak pada cara perhitungan keuntungan. 

Deposito konvensional umumnya memberikan bunga tetap yang 

dibayarkan pada akhir periode. Sebaliknya, deposito syariah 

tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil yang didasarkan 

pada kesepakatan awal antara nasabah dan bank. Bank syariah, 

sebagai pengelola dana, akan menginvestasikan dana nasabah 

dalam sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti 

properti atau usaha-usaha halal. Ini menciptakan keuntungan 

yang lebih adil dan tidak melibatkan unsur riba. 

c. Mudharabah Mutlaqah (Simpanan Investasi) 

Mudharabah mutlaqah adalah salah satu bentuk simpanan 

investasi dalam perbankan syariah yang memberikan keleluasaan 

kepada bank untuk mengelola dana nasabah tanpa batasan 

tertentu pada jenis usaha. Dalam kontrak ini, nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana (rabb al-mal) dan memberikan dana kepada 

bank untuk dikelola. Bank, sebagai pengelola dana (mudharib), 

dapat menginvestasikan dana nasabah dalam berbagai jenis usaha 

yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Fleksibilitas ini 

membedakan mudharabah mutlaqah dari produk simpanan 

lainnya yang lebih terbatas pada sektor tertentu. 

Pembagian keuntungan dalam mudharabah mutlaqah didasarkan 

pada kesepakatan antara bank dan nasabah yang dituangkan 

dalam kontrak awal. Nasabah akan menerima bagi hasil yang 

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan yang 

diperoleh oleh bank dari pengelolaan dana. Karena dana tersebut 

digunakan dalam usaha yang sah dan halal, maka keuntungan 

yang diperoleh nasabah sepenuhnya bebas dari unsur riba dan 

spekulasi. Keuntungan ini mencerminkan transparansi dan 
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keadilan dalam pembagian hasil usaha, sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dalam transaksi. 

 

2. Produk Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan syariah merupakan salah satu layanan utama dalam 

perbankan syariah yang memungkinkan bank untuk memberikan dana 

kepada nasabah tanpa menggunakan bunga. Beberapa produk 

pembiayaan syariah yang paling banyak digunakan adalah murabahah, 

mudarabah, musyarakah, istisna, dan ijarah. Setiap produk pembiayaan 

ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan prinsip bagi 

hasil atau transaksi jual beli yang adil. 

a. Murabahah (Pembiayaan Jual Beli) 

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah 

yang paling populer dan banyak digunakan dalam transaksi jual 

beli barang atau properti. Dalam kontrak murabahah, bank 

bertindak sebagai pihak yang membeli barang yang diinginkan 

oleh nasabah, seperti kendaraan, rumah, atau barang-barang 

konsumen lainnya. Setelah membeli barang tersebut, bank 

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih 

tinggi, yang mencakup margin keuntungan. Keuntungan ini 

disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi, memastikan 

bahwa tidak ada ketidakpastian (gharar) dalam kesepakatan 

tersebut. Hal ini menjadikan murabahah sebagai solusi 

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Iqbal & 

Mirakhor, 2011). 

Pembayaran atas barang yang dibeli dalam skema murabahah 

dilakukan oleh nasabah melalui cicilan atau pembayaran sekali 

dalam jangka waktu yang disepakati. Keunggulan dari 

murabahah adalah transparansi harga yang jelas antara bank dan 

nasabah, serta ketentuan pembayaran yang sudah ditentukan 

sejak awal. Dengan sistem ini, nasabah dapat memperoleh barang 

yang diinginkan tanpa melibatkan bunga yang bertentangan 

dengan hukum Islam. Seluruh transaksi dalam murabahah 

dilakukan dengan saling sepakat dan tanpa adanya unsur 

penipuan atau eksploitasi. 

b. Mudarabah (Pembiayaan Bagi Hasil) 

Mudarabah adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah yang 

mengedepankan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah. 
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Dalam kontrak ini, bank berperan sebagai penyedia dana (rabb 

al-mal), sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha 

(mudharib). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang 

dijalankan bersama akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan 

persentase yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan 

tersebut bisa bervariasi tergantung pada hasil usaha, namun 

kerugian hanya ditanggung oleh bank sebagai penyedia dana, 

kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau 

kesalahan pengelolaan dari pihak nasabah. 

Pembiayaan mudarabah sangat populer di kalangan pelaku usaha 

kecil dan menengah (UKM) karena memungkinkan 

mendapatkan modal tanpa harus mengeluarkan biaya bunga yang 

mengikat. Sebagai pengelola usaha, nasabah dapat fokus pada 

pengembangan bisnis tanpa khawatir tentang pembayaran bunga 

tetap yang biasa ditemukan dalam pembiayaan konvensional. 

Sebaliknya, bank sebagai penyedia modal akan menerima bagian 

dari keuntungan yang diperoleh, yang mana sudah ditentukan di 

awal transaksi. Ini memberikan keleluasaan bagi nasabah dan 

mengurangi risiko finansial yang bisa timbul dalam pengelolaan 

bisnis. 

c. Musyarakah (Kemitraan) 

Musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang 

berbasis pada prinsip kemitraan antara bank dan nasabah. Dalam 

kontrak musyarakah, kedua belah pihak bank dan nasabah 

berkontribusi dengan dana untuk suatu proyek atau usaha. 

Kontribusi ini dapat berupa dana tunai atau aset lainnya yang 

bernilai. Setelah dana terkumpul, usaha atau proyek yang 

dijalankan akan menghasilkan keuntungan, yang kemudian 

dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi 

kontribusi masing-masing. Jika terjadi kerugian, kerugian 

tersebut juga akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi yang 

telah disepakati (Abdullah & Chee, 2013). 

Pembiayaan musyarakah sangat cocok untuk proyek besar atau 

usaha yang memerlukan dana yang signifikan, seperti 

pembangunan infrastruktur, proyek properti, atau pembiayaan 

perusahaan. Sebagai contoh, bank dan nasabah dapat 

berkolaborasi dalam mendanai sebuah proyek konstruksi. 

Keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut akan dibagi 
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sesuai dengan perjanjian awal, sementara risiko kerugian juga 

ditanggung bersama berdasarkan kontribusi masing-masing 

pihak. Prinsip ini memastikan adanya pembagian yang adil dan 

transparan dalam setiap transaksi, yang sesuai dengan nilai-nilai 

etis dalam perbankan syariah. 

 

3. Produk Investasi Syariah 

Produk investasi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

investor yang ingin memperoleh hasil yang maksimal dari investasi, 

namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk investasi 

syariah yang paling umum adalah sukuk dan reksa dana syariah. 

a. Sukuk (Obligasi Syariah) 

Sukuk, yang sering disebut sebagai obligasi syariah, merupakan 

instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau 

perusahaan untuk menarik dana dari para investor. Berbeda 

dengan obligasi konvensional yang memberikan bunga tetap 

kepada pemegang obligasi, sukuk tidak melibatkan bunga atau 

riba, yang merupakan larangan dalam prinsip syariah. Sebagai 

gantinya, sukuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

memperoleh bagian dari hasil yang diperoleh dari proyek atau 

aset yang mendasari penerbitan sukuk tersebut. Dengan 

demikian, investor dalam sukuk berbagi risiko dan keuntungan 

yang diperoleh dari proyek yang dibiayai oleh sukuk (El-Gamal, 

2008). 

Pada umumnya, sukuk digunakan oleh pemerintah atau 

perusahaan untuk membiayai proyek-proyek besar, terutama 

yang terkait dengan infrastruktur dan pembangunan. Misalnya, 

sukuk dapat diterbitkan untuk mendanai pembangunan jalan tol, 

pembangkit listrik, atau proyek perumahan. Keuntungan yang 

diperoleh oleh pemegang sukuk berasal dari pembagian hasil 

yang diperoleh dari aset atau proyek yang menjadi dasar 

penerbitan sukuk tersebut. Ini berbeda dengan obligasi 

konvensional yang hanya memberikan pembayaran bunga secara 

periodik tanpa mempertimbangkan hasil dari proyek yang 

dibiayai. 

b. Reksa Dana Syariah 

Reksa dana syariah adalah salah satu produk investasi yang 

mengumpulkan dana dari para investor untuk diinvestasikan 
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dalam portofolio yang terdiri dari instrumen keuangan yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Dalam reksa dana syariah, dana 

yang terkumpul akan diinvestasikan pada saham-saham 

perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang dalam 

Islam, seperti industri alkohol, perjudian, atau produk-produk 

yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, 

reksa dana syariah menawarkan solusi bagi investor yang ingin 

berinvestasi namun tetap mematuhi ajaran agama Islam, 

menghindari investasi yang mengandung unsur haram 

(Khalidjah, 2017). 

Reksa dana syariah menjadi pilihan yang tepat bagi investor yang 

ingin mendapatkan imbal hasil dari investasi, tetapi tetap 

mengedepankan prinsip keadilan dan etika. Dengan memilih 

reksa dana syariah, investor dapat berpartisipasi dalam pasar 

saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai 

dengan ketentuan syariah. Selain itu, reksa dana syariah 

menawarkan tingkat diversifikasi yang baik, yang dapat 

mengurangi risiko investasi karena dana akan dibagi ke berbagai 

instrumen keuangan yang terpilih dengan cermat oleh manajer 

investasi yang berpengalaman. 

 

4. Layanan Perbankan Syariah 

Perbankan syariah juga menawarkan berbagai layanan yang tidak 

hanya terbatas pada produk simpanan dan pembiayaan, tetapi juga 

mencakup layanan transaksi dan pembayaran. Beberapa layanan yang 

biasa ditawarkan oleh bank syariah antara lain adalah transfer, 

remittance, dan pembayaran tagihan. 

a. Transfer dan Remittance Syariah 

Layanan transfer dan remitansi syariah merupakan salah satu 

layanan unggulan yang ditawarkan oleh bank syariah, yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan 

transaksi internasional atau pengiriman uang ke luar negeri. 

Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang sering kali 

melibatkan bunga atau biaya tersembunyi, layanan ini bebas dari 

unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir 

(perjudian), yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai 

dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, nasabah yang 
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menggunakan layanan ini merasa lebih aman dan tenang karena 

transaksi sesuai dengan ajaran Islam. 

Pada layanan remitansi syariah, bank bertindak sebagai perantara 

yang memastikan bahwa seluruh proses transaksi dilakukan 

dengan cara yang transparan dan adil. Misalnya, dalam 

pengiriman uang antar negara, bank syariah akan mengenakan 

biaya layanan yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa 

adanya tambahan biaya tersembunyi atau bunga. Selain itu, bank 

syariah juga mengedepankan efisiensi dan kemudahan bagi 

nasabah dalam melakukan transfer, baik melalui saluran 

elektronik seperti mobile banking maupun melalui cabang fisik 

bank. 

b. Pembayaran Tagihan 

Layanan pembayaran tagihan yang disediakan oleh bank syariah 

memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membayar berbagai 

jenis tagihan, seperti listrik, air, telepon, dan tagihan lainnya, 

dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam layanan 

ini, bank syariah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan 

tidak melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau 

maysir (perjudian). Oleh karena itu, nasabah dapat merasa tenang 

dan yakin bahwa pembayaran yang dilakukan tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Bank syariah seringkali bekerja sama 

dengan berbagai penyedia layanan untuk menawarkan 

pembayaran tagihan yang praktis, baik melalui kanal online, 

mobile banking, maupun fasilitas ATM. 

Dengan layanan pembayaran tagihan, nasabah dapat melakukan 

transaksi dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus khawatir 

tentang adanya biaya tersembunyi yang tidak sesuai dengan 

prinsip syariah. Misalnya, pada sistem pembayaran berbasis 

digital, bank syariah menyediakan platform yang memudahkan 

nasabah untuk mengakses informasi tagihan, memilih jenis 

pembayaran, dan melakukan transaksi dalam satu langkah 

mudah. Proses ini tidak hanya praktis, tetapi juga transparan, 

karena semua biaya layanan dikenakan dengan jelas dan sesuai 

dengan prinsip keadilan dalam syariah. 
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C. Perbedaan Regulasi Perbankan Syariah dan Konvensional 

 

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki 

perbedaan mendasar dalam hal tujuan, prinsip operasional, dan regulasi 

yang mengaturnya. Meskipun keduanya bertujuan untuk menyediakan 

layanan keuangan, perbedaan utama terletak pada bagaimana kedua 

sistem ini mengelola risiko, pendapatan, serta keterlibatannya dalam 

transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama tertentu, 

terutama Islam. Perbankan syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip 

syariah Islam, menghindari elemen-elemen seperti riba (bunga), gharar 

(ketidakpastian), dan maysir (perjudian), sementara perbankan 

konvensional beroperasi berdasarkan prinsip kapitalis dan 

memanfaatkan bunga sebagai mekanisme pendapatan utama. 

Regulasi yang mengatur perbankan syariah dan konvensional 

juga berbeda secara substansial. Di satu sisi, perbankan konvensional 

diatur oleh hukum dan regulasi finansial yang bersifat umum dan berlaku 

secara universal. Sementara itu, perbankan syariah tidak hanya tunduk 

pada hukum negara, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang diatur 

oleh lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di 

Indonesia atau lembaga serupa di negara-negara dengan perbankan 

syariah. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur kedua sistem ini tidak 

hanya mencakup aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga pertimbangan 

etika dan agama. 

 

1. Regulasi Perbankan Konvensional 

Perbankan konvensional didasarkan pada prinsip ekonomi 

kapitalis yang mengutamakan efisiensi dan keuntungan. Dalam hal 

regulasi, perbankan konvensional diatur oleh otoritas moneter dan 

lembaga keuangan yang memastikan stabilitas sistem keuangan serta 

perlindungan nasabah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

pengaturan likuiditas, pinjaman, hingga pembatasan terhadap jenis 

investasi yang dapat dilakukan oleh bank. 

a. Pengawasan dan Regulasi Umum 

Regulasi perbankan konvensional berfungsi untuk memastikan 

sistem perbankan yang stabil, transparan, dan aman bagi nasabah 

serta perekonomian secara keseluruhan. Di Indonesia, 

pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia bertanggung 
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jawab terhadap kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat 

suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar, yang pada 

gilirannya berpengaruh pada kegiatan perbankan. Selain itu, 

Bank Indonesia juga mengawasi operasional bank dalam rangka 

menjaga likuiditas dan solvabilitas bank. OJK, sebagai lembaga 

pengawas sektor jasa keuangan, memiliki tugas untuk 

memastikan bahwa perbankan dan lembaga keuangan lainnya 

beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga 

perlindungan konsumen, dan meminimalkan risiko sistemik. 

Pada tingkat global, pengaturan perbankan konvensional juga 

diatur oleh lembaga internasional seperti Bank for International 

Settlements (BIS). Melalui komite Basel, BIS mengembangkan 

kerangka pengawasan yang dikenal dengan aturan Basel, yang 

memberikan pedoman mengenai kecukupan modal, manajemen 

risiko, dan likuiditas yang harus dipenuhi oleh bank di seluruh 

dunia. Aturan Basel ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem 

perbankan internasional dengan meminimalkan kemungkinan 

terjadinya krisis perbankan global, serta memastikan bahwa bank 

memiliki cadangan modal yang cukup untuk menahan potensi 

kerugian. 

b. Prinsip Operasional Konvensional 

Perbankan konvensional beroperasi dengan prinsip dasar bunga 

(interest-based), yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana dan 

operasionalnya. Dalam sistem ini, bank memberikan pinjaman 

kepada nasabah dengan menetapkan tingkat bunga yang harus 

dibayar oleh debitur sebagai imbalan atas penggunaan dana 

tersebut. Bunga ini menjadi sumber utama pendapatan bagi bank, 

yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman yang 

diberikan. Hal ini menciptakan hubungan finansial yang fokus 

pada imbal hasil, tanpa memperhatikan aspek sosial atau etika 

agama dalam transaksi yang dilakukan. 

Bank konvensional juga berfokus pada pengelolaan investasi 

yang cenderung mengutamakan aspek keuntungan finansial 

tanpa memperhatikan dampak sosial, lingkungan, atau 

keberlanjutan jangka panjang. Bank dapat mengalokasikan 

dananya untuk sektor-sektor yang menghasilkan return tinggi, 

tanpa mempertimbangkan apakah sektor-sektor tersebut 

mendukung prinsip-prinsip etika atau tanggung jawab sosial. Hal 
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ini bisa mencakup investasi pada industri yang merugikan 

lingkungan atau bahkan kegiatan yang berpotensi merugikan 

masyarakat, seperti perjudian atau tembakau. Fokus utama 

perbankan konvensional adalah pada pencapaian profitabilitas 

yang optimal, sering kali mengesampingkan pertimbangan sosial 

dan lingkungan. 

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam perbankan 

konvensional umumnya diakui sebagai bagian dari strategi 

bisnis, tetapi tidak selalu menjadi prioritas utama. Bank-bank 

konvensional seringkali melakukan program CSR sebagai bagian 

dari upayanya untuk memperbaiki citra perusahaan dan 

memenuhi kewajiban moral terhadap masyarakat. Program-

program ini dapat mencakup kegiatan seperti bantuan 

pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lokal. 

Namun, karena CSR tidak diatur secara menyeluruh dalam 

regulasi perbankan, implementasinya sering kali bersifat sukarela 

dan terpisah dari inti model bisnis bank. 

Pada perbankan konvensional, profitabilitas tetap menjadi faktor 

dominan dalam pengambilan keputusan. Meskipun beberapa 

bank mungkin mempertimbangkan dampak sosial dan 

lingkungan dari investasi atau kebijakan, kebanyakan bank lebih 

mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek. Hal ini 

dapat berisiko menyebabkan keputusan investasi yang tidak 

memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat 

atau lingkungan. Misalnya, investasi dalam sektor-sektor yang 

merusak lingkungan atau mendukung praktik yang bertentangan 

dengan keberlanjutan sosial sering kali dibiarkan tanpa kontrol 

yang memadai, karena fokus utama tetap pada pencapaian 

keuntungan. 

 

2. Regulasi Perbankan Syariah 

Perbankan syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yang tidak 

hanya melibatkan keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Regulasi yang mengatur perbankan syariah 

lebih kompleks karena melibatkan dua sistem hukum: hukum negara dan 

hukum syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus tunduk pada 
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regulasi negara yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah yang diawasi 

oleh lembaga pengawas syariah. 

a. Pengawasan Syariah 

Pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia 

sangat bergantung pada peran Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas memberikan 

fatwa terkait prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh 

bank-bank syariah. DSN-MUI memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh 

bank syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti 

menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir 

(judi). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi 

pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan operasional dan 

mengembangkan produk yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Setiap bank syariah di Indonesia diwajibkan untuk memiliki 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk 

memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank terhadap prinsip-

prinsip syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan 

rekomendasi kepada manajemen bank mengenai kesesuaian 

produk, layanan, dan transaksi dengan ketentuan syariah yang 

berlaku. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga integritas 

dan keberlanjutan perbankan syariah, serta memastikan bahwa 

layanan yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai agama yang 

dipegang oleh umat Islam. 

b. Prinsip Operasional Syariah 

Prinsip operasional perbankan syariah secara fundamental 

berbeda dengan perbankan konvensional, terutama karena 

larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan 

maysir (judi). Riba, yang menjadi dasar operasional perbankan 

konvensional, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai 

bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai gantinya, 

perbankan syariah mengadopsi sistem pembagian risiko yang 

lebih adil antara bank dan nasabah, seperti yang tercermin dalam 

produk mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), di 

mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian 

berdasarkan proporsi yang disepakati. Hal ini menciptakan 

hubungan yang lebih transparan dan berkeadilan, di mana tidak 
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ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan tanpa 

usaha yang sesuai. 

Sebagai contoh, produk murabahah dalam perbankan syariah 

menggantikan sistem pinjaman berbasis bunga yang dominan 

dalam perbankan konvensional. Dalam kontrak murabahah, bank 

membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya 

kembali dengan harga yang lebih tinggi, di mana selisih harga 

tersebut menjadi keuntungan bagi bank. Keuntungan ini sudah 

disepakati di awal transaksi, sehingga menghindari 

ketidakpastian dan praktik riba. Dengan demikian, produk-

produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah 

menggantikan model konvensional yang berbasis bunga dengan 

pendekatan yang lebih adil dan berbagi risiko. 

c. Fokus pada Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan 

Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan 

finansial semata, tetapi juga memberikan perhatian besar 

terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

Regulasi perbankan syariah di Indonesia, yang mengacu pada 

prinsip-prinsip syariah, mengharuskan bank untuk memastikan 

bahwa produk dan layanan tidak hanya menguntungkan secara 

finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan. Ini tercermin dalam keterlibatan bank syariah dalam 

pembiayaan proyek-proyek yang memberikan dampak sosial 

positif, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan 

atau pendanaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan, 

perbankan syariah menciptakan model bisnis yang tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada dampak jangka 

panjang bagi masyarakat. 

Bank syariah sering terlibat dalam pembiayaan yang mendukung 

keberlanjutan, seperti investasi dalam energi terbarukan atau 

sektor yang mengedepankan prinsip ekonomi hijau. Pendekatan 

ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) yang diadopsi oleh banyak negara. Dalam hal ini, 

regulasi perbankan syariah menuntut lembaga-lembaga 

keuangan untuk tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, 

tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi kerusakan 
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lingkungan dan mempromosikan proyek yang memberikan 

manfaat sosial jangka panjang. Pembiayaan proyek-proyek 

ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah 

memberikan alternatif bagi investasi yang tidak hanya 

menguntungkan tetapi juga berkelanjutan. 

 

D. Tantangan dan Prospek Perbankan Syariah 

 

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa 

dekade terakhir dan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem 

keuangan global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk 

Muslim. Sistem perbankan ini mengacu pada prinsip-prinsip syariah 

(hukum Islam) yang mengatur berbagai aspek operasional perbankan, 

mulai dari larangan riba (bunga), hingga kepatuhan terhadap etika dalam 

transaksi keuangan. Perbankan syariah tidak hanya menawarkan 

alternatif bagi nasabah yang menginginkan produk keuangan sesuai 

dengan nilai-nilai agama, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan 

terhadap ekonomi makro, terutama di negara-negara yang memiliki 

populasi Muslim yang besar. 

 

1. Tantangan Perbankan Syariah 

a. Regulasi yang Kompleks 

Perbankan syariah dihadapkan pada tantangan regulasi yang 

kompleks, yang muncul karena kewajiban untuk mematuhi dua 

set regulasi yang berbeda. Di satu sisi, bank syariah harus 

mengikuti regulasi perbankan yang berlaku untuk seluruh sistem 

keuangan konvensional, yang sering kali menekankan aspek 

teknis dan finansial. Di sisi lain, bank syariah juga harus 

mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga 

syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia, 

yang mengatur prinsip-prinsip keuangan berdasarkan hukum 

Islam. Kedua sistem regulasi ini tidak selalu berjalan seiring, dan 

terkadang ada ketidaksesuaian antara aturan yang mengatur 

praktik bisnis perbankan secara umum dan ketentuan yang 

mengatur transaksi sesuai syariah. 

Ketidaksesuaian antara regulasi perbankan konvensional dan 

syariah dapat menciptakan kebingungan dan tantangan 

operasional bagi bank syariah. Sebagai contoh, perbedaan dalam 
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pengelolaan risiko, pembiayaan, dan produk-produk yang 

ditawarkan seringkali memerlukan interpretasi yang lebih 

mendalam dan biaya tambahan untuk memastikan kepatuhan 

terhadap kedua jenis regulasi tersebut. Sementara bank 

konvensional fokus pada keuntungan finansial dan pertumbuhan 

ekonomi, bank syariah harus menyeimbangkan antara 

profitabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal 

ini menambah kompleksitas dalam menjalankan operasional 

sehari-hari, mulai dari pengelolaan produk pembiayaan hingga 

pelaporan dan audit. 

b. Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang 

Terlatih 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan 

syariah adalah kurangnya infrastruktur yang mendukung 

operasionalnya, yang sering kali tertinggal dibandingkan dengan 

perbankan konvensional. Di banyak negara, teknologi informasi, 

sistem pembayaran, dan jaringan perbankan digital yang 

digunakan oleh bank syariah belum berkembang dengan pesat. 

Bank-bank syariah sering kali terhambat dalam mengadopsi 

teknologi terbaru yang memudahkan transaksi perbankan, seperti 

perbankan digital dan sistem pembayaran internasional. Selain 

itu, infrastruktur yang ada seringkali sudah usang, yang 

menyebabkan pelayanan kurang efisien dan menurunkan daya 

saing dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang lebih 

maju dalam hal teknologi. 

Masalah lain yang tak kalah penting adalah kurangnya sumber 

daya manusia yang terlatih dalam sektor perbankan syariah. 

Meskipun ada sejumlah bank syariah yang berkembang pesat, 

namun masih sedikit tenaga ahli yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta penguasaan 

teknologi finansial. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, 

bank syariah kesulitan untuk menawarkan produk dan layanan 

yang inovatif, yang penting untuk tetap bersaing dengan bank 

konvensional. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dalam 

bidang keuangan syariah serta keterampilan teknologi sangat 

diperlukan untuk mengatasi kekurangan ini. 
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c. Kurangnya Standarisasi Produk dan Layanan 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh perbankan syariah 

adalah kurangnya standarisasi produk dan layanan yang 

diterapkan oleh bank-bank syariah di berbagai negara. Meskipun 

ada beberapa produk yang sudah dikenal luas, seperti murabahah, 

mudharabah, dan musyarakah, desain dan implementasi produk 

ini seringkali berbeda-beda antar bank syariah. Variasi dalam 

penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk-produk tersebut 

bisa membingungkan konsumen dan menciptakan ketidakpastian 

dalam hal keabsahan syariahnya. Hal ini, pada gilirannya, bisa 

mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap perbankan 

syariah, yang mengharapkan transparansi dan kepastian dalam 

setiap transaksi yang dilakukan. 

Banyak produk perbankan syariah yang dirancang dengan cara 

yang sangat mirip dengan produk-produk yang ada pada 

perbankan konvensional, seperti pembiayaan murabahah yang 

sering dianggap sebagai pinjaman berbasis bunga. Beberapa 

bank syariah menggunakan struktur yang hampir serupa dengan 

pinjaman konvensional meskipun mengklaim bahwa produk 

tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Fenomena ini menambah 

keraguan di kalangan masyarakat, yang mungkin merasa bahwa 

perbankan syariah hanya berbeda dalam nama, namun tetap 

mengandalkan mekanisme yang tidak sejalan dengan esensi 

syariah itu sendiri. Hal ini berpotensi merusak citra dan 

kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. 

d. Tantangan Globalisasi dan Kompetisi dengan Perbankan 

Konvensional 

Globalisasi dan peningkatan integrasi pasar finansial dunia 

memberikan tantangan besar bagi perbankan syariah dalam 

menghadapi kompetisi di pasar global. Bank-bank syariah tidak 

hanya bersaing dengan institusi serupa, tetapi juga harus 

berhadapan dengan bank-bank konvensional yang lebih besar 

dan lebih mapan. Bank-bank konvensional, dengan sumber daya 

yang jauh lebih besar dan jaringan internasional yang lebih kuat, 

dapat menawarkan produk yang lebih inovatif dan efisien, juga 

memiliki kemampuan lebih besar untuk mengakses pasar global 

dan menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam kebutuhan 
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konsumen. Hal ini menjadikan bank syariah sulit untuk bersaing 

dalam hal skala, teknologi, dan diversifikasi produk. 

Keterbatasan likuiditas dalam sistem keuangan syariah semakin 

memperburuk tantangan tersebut. Perbankan syariah tidak dapat 

sepenuhnya berpartisipasi dalam pasar uang internasional yang 

dikuasai oleh instrumen berbasis bunga, seperti deposito dan 

obligasi. Bank-bank syariah sering kali kesulitan mengakses 

instrumen likuiditas yang serupa dengan yang digunakan oleh 

bank-bank konvensional untuk mengelola risiko dan memastikan 

ketersediaan dana. Hal ini menyebabkan bank syariah menjadi 

kurang fleksibel dalam mengelola kebutuhan likuiditas yang 

dinamis di pasar internasional. 

 

2. Prospek Perbankan Syariah 

a. Pertumbuhan Pasar yang Positif 

Prospek perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang 

positif meskipun menghadapi berbagai tantangan, terutama di 

negara-negara dengan mayoritas Muslim. Laporan dari Islamic 

Financial Services Board (IFSB) memperkirakan bahwa aset 

perbankan syariah global akan mencapai lebih dari USD 3 triliun 

pada tahun 2025. Ini menggambarkan bahwa meskipun sektor 

perbankan syariah masih relatif baru dibandingkan dengan 

perbankan konvensional, permintaan untuk produk dan layanan 

perbankan syariah semakin meningkat. Fenomena ini 

mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang 

akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, yang menghindari bunga dan mendorong sistem bagi 

hasil yang adil. 

Kebijakan pemerintah di banyak negara juga berperan penting 

dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah. Negara-

negara seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat 

Arab semakin memfasilitasi pengembangan sektor ini dengan 

kebijakan yang mendukung inklusi finansial. Pemerintah di 

negara-negara tersebut memberikan berbagai insentif pajak 

untuk bank-bank syariah, serta memperkenalkan regulasi yang 

lebih jelas dan terkoordinasi. Regulasi yang lebih baik ini 

membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan 
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terstruktur bagi bank syariah untuk berkembang dan beroperasi 

secara efisien. 

b. Integrasi dengan Teknologi Finansial (FinTech) 

Integrasi perbankan syariah dengan teknologi finansial (FinTech) 

membuka peluang besar untuk inovasi dalam sektor ini. Seiring 

dengan berkembangnya sektor FinTech, banyak bank syariah 

yang mulai mengadopsi teknologi terbaru seperti pembayaran 

digital, pinjaman peer-to-peer, dan robo-advisors (layanan 

manajemen kekayaan berbasis algoritma). Inovasi-inovasi ini 

memungkinkan perbankan syariah untuk melayani nasabah 

dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Teknologi ini tidak hanya memenuhi 

kebutuhan konsumen yang semakin canggih, tetapi juga 

memberikan bank syariah kesempatan untuk beradaptasi dengan 

tren global dalam layanan keuangan. 

Dengan integrasi dengan teknologi yang lebih canggih, bank 

syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan 

mengurangi biaya. Sistem digital memungkinkan bank syariah 

untuk menyederhanakan proses transaksi, mempercepat layanan, 

serta meminimalisir risiko kesalahan manusia. Selain itu, 

teknologi memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, 

memberikan bank kemampuan untuk memahami kebutuhan 

nasabah dengan lebih mendalam dan menawarkan produk yang 

lebih tepat sasaran. Ini adalah langkah penting dalam mengurangi 

biaya dan memberikan layanan yang lebih cepat dan terjangkau 

bagi nasabah. 

c. Meningkatnya Kesadaran dan Permintaan dari Konsumen 

Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya 

keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 

menjadi faktor utama yang mendongkrak permintaan terhadap 

produk dan layanan perbankan syariah. Konsumen Muslim di 

berbagai belahan dunia semakin sadar akan nilai-nilai etika 

dalam transaksi keuangan, seperti keadilan, transparansi, dan 

pembagian risiko yang adil. Kesadaran ini mendorong untuk 

beralih dari perbankan konvensional yang berbasis bunga ke 

perbankan syariah yang menawarkan alternatif yang lebih sesuai 

dengan ajaran agama. Sebagai hasilnya, perbankan syariah 
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semakin diminati, baik oleh konsumen yang sudah memahami 

prinsip-prinsip syariah maupun oleh yang baru mulai tertarik. 

Perbankan syariah tidak hanya menarik minat dari konsumen 

Muslim, tetapi juga dari segmen non-Muslim yang mencari 

alternatif untuk sistem perbankan berbasis bunga. Dalam 

masyarakat yang semakin multikultural, ada peningkatan 

ketertarikan terhadap sistem perbankan yang menawarkan solusi 

yang lebih adil dan transparan, seperti yang diterapkan dalam 

perbankan syariah. Terutama di negara-negara dengan populasi 

yang beragam, perbankan syariah dipandang sebagai pilihan 

yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai moral yang lebih 

universal, bukan hanya agama. Hal ini membuka peluang bagi 

bank syariah untuk memperluas pasar di luar komunitas Muslim. 

d. Peluang untuk Pengembangan Produk Inovatif 

Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk 

mengembangkan produk inovatif yang tidak hanya memenuhi 

kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga dapat menarik minat 

pasar global. Salah satu contohnya adalah pengembangan sukuk, 

yang merupakan instrumen keuangan syariah yang berbasis pada 

pembiayaan aset riil. Sukuk tidak hanya menawarkan alternatif 

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat 

digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki 

dampak sosial dan lingkungan yang positif, seperti pembangunan 

infrastruktur ramah lingkungan. Dengan demikian, sukuk dapat 

menjadi solusi bagi para investor yang ingin berkontribusi pada 

pembangunan berkelanjutan, sembari tetap mematuhi prinsip-

prinsip syariah. 

Perbankan syariah juga dapat mengembangkan produk-produk 

yang berfokus pada investasi dalam teknologi hijau atau proyek-

proyek yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah 

karbon. Inovasi ini akan membantu bank syariah untuk lebih 

relevan dalam konteks global yang semakin berorientasi pada 

keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Bank syariah dapat 

menarik perhatian investor yang tertarik pada investasi 

bertanggung jawab (responsible investing), yang semakin 

menjadi tren di pasar finansial internasional. Produk-produk 

tersebut bisa melibatkan pembiayaan untuk startup teknologi 
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hijau, energi terbarukan, atau solusi berbasis lingkungan lainnya 

yang mendukung tujuan keberlanjutan global. 
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BAB VIII 
DIGITALISASI DAN TEKNOLOGI 

DALAM PERBANKAN 
 

 

Digitalisasi dan teknologi berperan yang semakin penting dalam 

dunia perbankan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara bank 

beroperasi, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan nasabah. 

Dalam konteks perbankan, digitalisasi mencakup pengenalan berbagai 

solusi teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan layanan 

berbasis aplikasi yang memungkinkan akses yang lebih mudah, cepat, 

dan efisien untuk nasabah. Transformasi ini meningkatkan efisiensi 

operasional bank serta membuka peluang baru dalam memberikan 

layanan kepada segmen pasar yang lebih luas. 

Meskipun banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari 

digitalisasi, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah 

keamanan data, perlindungan privasi nasabah, dan penanggulangan 

risiko siber. Oleh karena itu, perbankan digital tidak hanya 

membutuhkan inovasi dalam produk dan layanan, tetapi juga 

memerlukan regulasi yang kuat untuk mengatasi isu-isu tersebut dan 

memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tetap aman, transparan, 

dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam hal 

ini, teknologi harus didukung dengan kebijakan yang dapat menjamin 

kepentingan nasabah dan keberlanjutan sistem perbankan itu sendiri. 

 

A. Perkembangan Teknologi di Sektor Perbankan 

 

Sektor perbankan telah mengalami transformasi yang signifikan 

dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan hadirnya teknologi 

digital yang semakin mendominasi. Teknologi tidak hanya mengubah 

cara bank beroperasi, tetapi juga cara nasabah berinteraksi dengan 

layanan perbankan. Digitalisasi dalam perbankan memungkinkan 
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efisiensi yang lebih tinggi, penghematan biaya, serta meningkatkan 

aksesibilitas layanan keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, 

termasuk yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan tradisional. 

 

1. Teknologi Digital dalam Perbankan: Evolusi dan Adopsi 

Teknologi digital telah menjadi pilar utama dalam perbankan 

modern. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan yang 

pesat dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam perbankan. Sebelumnya, bank-bank tradisional mengandalkan 

sistem manual atau semi-otomatis untuk berbagai transaksi, tetapi kini 

hampir seluruh aspek perbankan, mulai dari pembukaan rekening, 

transfer dana, hingga layanan nasabah, dilakukan secara digital. 

a. Perbankan Internet dan Mobile Banking 

Salah satu perkembangan terbesar dalam perbankan digital 

adalah munculnya perbankan internet dan mobile banking. 

Teknologi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan 

perbankan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengunjungi 

kantor cabang. Dengan menggunakan aplikasi mobile banking, 

nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan 

saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk 

perbankan lainnya. 

b. FinTech dan Inovasi Digital 

Selain perbankan internet dan mobile banking, sektor FinTech 

(Financial Technology) juga mengalami perkembangan yang 

pesat. FinTech merujuk pada penggunaan teknologi untuk 

menyediakan layanan keuangan, termasuk pembayaran digital, 

pinjaman peer-to-peer (P2P), dan pembiayaan berbasis 

teknologi. FinTech memperkenalkan solusi yang lebih cepat, 

lebih murah, dan lebih transparan daripada perbankan tradisional, 

yang menarik bagi generasi muda dan yang tidak terlayani oleh 

bank konvensional. Platform-platform FinTech, seperti OVO, 

Gopay, dan Dana di Indonesia, telah mengubah cara orang 

bertransaksi, dengan pembayaran digital menjadi pilihan utama 

bagi banyak konsumen. Ini juga mengarah pada peningkatan 

inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang dapat mengakses 

layanan keuangan tanpa harus membuka rekening bank 

tradisional. 
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c. Blockchain dan Cryptocurrency 

Teknologi blockchain, yang mendasari cryptocurrency seperti 

Bitcoin dan Ethereum, telah menjadi topik hangat dalam 

beberapa tahun terakhir. Blockchain adalah sebuah sistem 

pencatatan yang aman dan terdesentralisasi, yang memungkinkan 

transaksi dilakukan tanpa perantara (seperti bank atau lembaga 

keuangan lainnya). Hal ini menawarkan keunggulan dalam hal 

transparansi, efisiensi, dan keamanan. Di sektor perbankan, 

blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi, 

mempercepat proses settlement, dan mengurangi biaya 

operasional. Beberapa bank besar di dunia, seperti JPMorgan dan 

HSBC, telah mulai membahas penggunaan blockchain untuk 

berbagai aplikasi, termasuk pembayaran lintas negara dan 

manajemen data transaksi. 

 

2. Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin dalam Perbankan 

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pembelajaran 

mesin (Machine Learning/ML) merupakan dua teknologi yang semakin 

banyak diadopsi oleh sektor perbankan. Kedua teknologi ini 

memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensi operasional, 

mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih personal kepada 

nasabah. 

a. Chatbots dan Layanan Pelanggan Otomatis 

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam bentuk chatbots telah 

mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah. Chatbots, 

yang dilengkapi dengan teknologi pemrosesan bahasa alami 

(NLP), memungkinkan bank untuk memberikan layanan 

pelanggan secara otomatis dan efisien. Dengan kemampuan 

untuk memahami dan merespons pertanyaan nasabah dalam 

bahasa yang alami, chatbots mampu memberikan solusi secara 

instan, mulai dari memberikan informasi dasar tentang produk 

bank hingga memfasilitasi transaksi perbankan sederhana seperti 

pengecekan saldo atau transfer dana. Hal ini tentunya 

meningkatkan pengalaman nasabah dengan memberikan respons 

yang lebih cepat, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan 

tingkat kepuasan nasabah secara keseluruhan (Scardovi, 2018). 

Penggunaan chatbots juga membantu mengurangi beban kerja 

staf layanan pelanggan. Sebelumnya, banyak permintaan 
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nasabah yang memerlukan perhatian langsung dari staf, namun 

dengan adanya chatbots, banyak permintaan yang dapat 

ditangani secara otomatis tanpa melibatkan staf manusia. Ini 

memungkinkan staf bank untuk lebih fokus pada tugas-tugas 

yang lebih kompleks dan membutuhkan keahlian manusia, 

seperti menangani keluhan yang lebih rumit atau memberikan 

nasihat keuangan yang lebih mendalam.  

b. Analisis Data dan Pengelolaan Risiko 

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin berperan yang 

semakin penting dalam analisis data untuk pengelolaan risiko di 

sektor perbankan. Salah satu penerapan utamanya adalah dalam 

deteksi penipuan atau fraud. Sistem berbasis AI dapat memproses 

data dalam jumlah besar dan mendeteksi pola-pola transaksi yang 

tidak biasa atau mencurigakan secara real-time, yang mungkin 

terlewatkan oleh analisis manual. Teknologi ini sangat efektif 

dalam mengidentifikasi potensi risiko dengan cepat, mengurangi 

kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas penipuan, 

dan memberikan perlindungan lebih besar bagi nasabah dan bank 

itu sendiri. Dengan kemampuan AI untuk belajar dari pola 

transaksi sebelumnya, sistem dapat semakin akurat dalam 

mendeteksi potensi ancaman seiring berjalannya waktu. 

Pembelajaran mesin juga sangat berperan dalam analisis kredit, 

di mana AI digunakan untuk mengevaluasi kelayakan kredit 

individu atau usaha dengan lebih menyeluruh. Alih-alih hanya 

bergantung pada data historis atau skor kredit tradisional, AI 

memungkinkan bank untuk mengakses dan menganalisis data 

alternatif, seperti riwayat transaksi digital, pengeluaran, atau data 

sosial-ekonomi. Ini memungkinkan bank untuk menilai risiko 

kredit bagi individu yang mungkin tidak memiliki riwayat kredit 

formal, seperti yang baru pertama kali memasuki pasar atau 

kelompok dengan akses terbatas ke layanan perbankan. Dengan 

menggunakan teknik pembelajaran mesin, model AI dapat 

membuat penilaian yang lebih akurat dan lebih inklusif. 

c. Personalisasi Layanan dengan AI 

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam personalisasi layanan 

perbankan telah membawa perubahan signifikan dalam cara bank 

berinteraksi dengan nasabah. Dengan menganalisis data transaksi 

dan perilaku nasabah, AI memungkinkan bank untuk 
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menawarkan layanan yang lebih relevan dan disesuaikan dengan 

preferensi individu. Misalnya, dengan memantau pola 

pengeluaran nasabah, AI dapat memberikan rekomendasi terkait 

produk tabungan, investasi, atau pinjaman yang paling sesuai 

dengan kebutuhan keuangan nasabah pada suatu waktu tertentu. 

Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman nasabah, tetapi juga 

memperkuat ikatan antara nasabah dan bank dengan 

menunjukkan bahwa bank memahami kebutuhan secara 

mendalam. 

AI juga memfasilitasi pengembangan layanan yang lebih 

proaktif. Misalnya, jika sebuah bank mengetahui bahwa seorang 

nasabah memiliki kecenderungan untuk berbelanja lebih banyak 

selama musim liburan, AI dapat mengirimkan pengingat atau 

penawaran khusus yang dirancang untuk membantu nasabah 

mengelola anggaran lebih baik. Pendekatan ini memberikan nilai 

tambah yang lebih besar bagi nasabah dan menciptakan 

pengalaman yang lebih personal, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Hal ini juga 

berfungsi sebagai pembeda penting antara bank konvensional 

dan bank yang memanfaatkan teknologi AI untuk personalisasi. 

 

3. Keamanan dan Perlindungan Data dalam Era Digital 

Seiring dengan adopsi teknologi digital yang semakin meluas, 

masalah keamanan dan perlindungan data menjadi semakin penting. 

Perbankan digital, dengan semua transaksi yang dilakukan secara online, 

memerlukan sistem keamanan yang sangat kuat untuk melindungi data 

nasabah dan mencegah serangan siber. 

a. Teknologi Keamanan Berbasis Biometrik 

Teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan 

pengenalan suara, telah menjadi solusi penting dalam 

meningkatkan keamanan perbankan digital. Penggunaan 

teknologi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses akun 

dengan cara yang lebih aman dibandingkan dengan metode 

tradisional seperti penggunaan kata sandi. Salah satu keunggulan 

utama biometrik adalah kesulitan dalam memalsukan identitas 

biologis, yang menjadikannya lebih sulit bagi pihak yang tidak 

berwenang untuk mengakses informasi pribadi nasabah. Selain 

itu, proses autentikasi biometrik lebih cepat dan lebih nyaman, 
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sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam 

bertransaksi secara digital. 

Beberapa bank besar, seperti Citibank dan Bank of America, 

telah mengimplementasikan teknologi biometrik untuk 

mengautentikasi nasabah. Pengenalan wajah dan sidik jari kini 

telah menjadi bagian dari sistem keamanan di aplikasi perbankan 

digital, memungkinkan nasabah untuk login dengan lebih mudah, 

sekaligus meningkatkan perlindungan dari potensi ancaman 

keamanan. Bank juga menggunakan pengenalan suara untuk 

memverifikasi identitas nasabah saat menghubungi layanan 

pelanggan, yang memastikan bahwa hanya pemilik akun yang 

dapat mengakses layanan tersebut. Dengan langkah ini, risiko 

penipuan dan akses tidak sah ke akun nasabah dapat 

diminimalisir secara signifikan. 

b. Enkripsi dan Keamanan Data 

Enkripsi data adalah salah satu langkah penting yang diambil 

oleh bank untuk melindungi informasi nasabah dan transaksi 

perbankan digital. Proses enkripsi mengubah data menjadi 

format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sah, 

sehingga memastikan bahwa data yang dikirimkan antara 

nasabah dan bank tetap aman. Dengan menggunakan teknik 

enkripsi yang canggih, seperti enkripsi AES (Advanced 

Encryption Standard) dan RSA (Rivest-Shamir-Adleman), bank 

dapat melindungi data pribadi dan finansial nasabah dari 

ancaman pihak ketiga yang tidak berwenang, seperti peretas atau 

kelompok kriminal siber. 

Enkripsi juga memberikan lapisan perlindungan bagi komunikasi 

yang terjadi antara nasabah dan bank melalui aplikasi perbankan 

atau website. Tanpa enkripsi, data yang ditransmisikan dapat 

dengan mudah disadap, yang meningkatkan risiko kebocoran 

informasi pribadi, seperti nomor rekening, kata sandi, dan rincian 

kartu kredit. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa 

teknologi enkripsi yang digunakan tidak hanya efisien tetapi juga 

terus diperbarui untuk menghadapi perkembangan teknologi 

serangan siber yang semakin canggih. 
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B. Regulasi terkait Digital Banking dan Fintech 

 

Pada beberapa tahun terakhir, sektor perbankan global telah 

mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dengan munculnya 

teknologi digital dan inovasi finansial, seperti Digital Banking (banking 

digital) dan Financial Technology (FinTech). Digital banking 

memungkinkan bank memberikan layanan lebih cepat, efisien, dan 

aksesibel bagi nasabah melalui platform digital, sementara FinTech 

merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan 

keuangan. Kehadiran kedua fenomena ini membawa tantangan baru 

dalam hal regulasi, karena kemajuan teknologi ini sering kali melampaui 

kecepatan perubahan regulasi yang ada. Seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan digital banking dan FinTech, banyak negara dan regulator 

keuangan yang mulai menyesuaikan dan mengembangkan peraturan 

guna mengatasi risiko dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Di sisi 

lain, regulasi juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan kompetisi 

yang sehat di pasar layanan keuangan.  

Digital banking merujuk pada penggunaan teknologi digital 

untuk menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk pembukaan 

rekening, transaksi, transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan 

investasi, yang semua dapat dilakukan secara online melalui platform 

atau aplikasi mobile. Digital banking menggantikan sebagian besar 

fungsi tradisional bank dengan memberikan kemudahan dan efisiensi 

kepada nasabah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia 

(2021), digital banking telah berkembang pesat dengan semakin 

banyaknya bank yang menawarkan layanan digital melalui aplikasi 

mobile dan website. Digital banking telah meningkatkan aksesibilitas 

layanan keuangan di daerah-daerah terpencil, bahkan di kalangan 

masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank tradisional. 

FinTech mengacu pada perusahaan atau layanan yang 

menggunakan teknologi untuk meningkatkan atau menggantikan 

layanan keuangan tradisional. FinTech meliputi berbagai inovasi, seperti 

pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), investasi online, 

manajemen keuangan pribadi, serta mata uang digital atau 

cryptocurrency. FinTech telah memberikan solusi keuangan yang lebih 

inklusif, cepat, dan murah dibandingkan dengan sistem perbankan 

konvensional. Menurut laporan Deloitte (2020), sektor FinTech telah 

berkembang pesat di seluruh dunia, dengan nilai pasar global 
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diperkirakan mencapai lebih dari $300 miliar pada tahun 2025. Di 

banyak negara, FinTech telah merangkul model bisnis yang lebih 

fleksibel, berbasis teknologi, dan lebih transparan. 

 

1. Regulasi Digital Banking 

a. Regulasi Digital Banking di Eropa: The EU Digital Finance 

Package 

Uni Eropa (UE) telah menjadi salah satu pelopor dalam 

merancang regulasi yang bertujuan mengatur dan mendorong 

pertumbuhan digital banking dan FinTech. Pada tahun 2020, 

Komisi Eropa mengeluarkan "EU Digital Finance Package", 

yang merupakan seperangkat kebijakan yang berfokus pada 

pengaturan inovasi digital dalam sektor jasa keuangan. 

Paket ini terdiri dari dua komponen utama: Digital Operational 

Resilience Act (DORA) dan Digital Finance Strategy. DORA 

bertujuan untuk memperkuat ketahanan operasional sistem 

keuangan digital dengan menetapkan persyaratan bagi lembaga 

keuangan untuk memastikan bahwa dapat bertahan menghadapi 

ancaman siber. Sementara itu, Digital Finance Strategy bertujuan 

untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi FinTech dan 

perusahaan digital lainnya untuk berkembang secara harmonis di 

seluruh UE, dengan membahas perlindungan konsumen dan 

mitigasi risiko. Regulasi PSD2 (Payment Services Directive 2) 

yang diadopsi oleh UE memberikan kebijakan yang 

memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses data nasabah bank 

dengan persetujuan, yang meningkatkan kompetisi dan inovasi di 

sektor pembayaran digital.  

b. Regulasi Digital Banking di Amerika Serikat: Pendekatan 

Negara Bagian dan Federal 

Di Amerika Serikat, regulasi digital banking terbelah antara 

pengawasan federal dan negara bagian. Otoritas pengatur utama 

adalah Office of the Comptroller of the Currency (OCC), yang 

bertanggung jawab atas perbankan nasional, serta lembaga 

negara bagian yang mengatur bank-bank yang berbasis di negara 

bagian. Pada tahun 2020, OCC mengeluarkan pedoman untuk 

memberikan izin kepada bank digital untuk beroperasi secara 

nasional tanpa memiliki kantor cabang fisik. Kebijakan ini 

dikenal dengan nama Special Purpose National Bank Charter 
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(SPNB), yang memberikan peluang bagi perusahaan teknologi 

untuk menjadi bank yang diatur secara federal. Namun, negara 

bagian seperti California dan New York juga memiliki 

pendekatan regulasi sendiri terhadap digital banking dan 

FinTech. Misalnya, California mengatur FinTech melalui 

California Department of Financial Protection and Innovation 

(DFPI) yang berfokus pada perlindungan konsumen. 

c. Regulasi Digital Banking di Indonesia: OJK dan Bank Indonesia 

Di Indonesia, regulasi digital banking dan FinTech diatur oleh 

beberapa lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Bank Indonesia (BI). OJK telah mengeluarkan pedoman terkait 

dengan Layanan Keuangan Digital pada tahun 2020 yang 

mengatur berbagai aspek operasional FinTech, termasuk 

pembayaran, pinjaman peer-to-peer (P2P), dan investasi digital. 

Selain itu, Bank Indonesia memiliki regulasi khusus yang 

mengatur sistem pembayaran digital, seperti Peraturan Bank 

Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan sistem 

pembayaran. Regulasinya memberikan pedoman terkait 

penerbitan uang elektronik, serta pengaturan penyelenggara 

sistem pembayaran berbasis teknologi. Sebagai langkah lebih 

lanjut, OJK juga mendorong Fintech Lending atau pinjaman 

berbasis teknologi yang diharapkan dapat membantu 

meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Peraturan OJK No. 

77/POJK.01/2016 mengatur mengenai pinjaman berbasis 

teknologi, yang bertujuan untuk melindungi nasabah dan 

memberikan keamanan dalam bertransaksi. 

 

2. Regulasi FinTech 

a. Keterbukaan dan Keamanan Data 

Salah satu tantangan terbesar dalam regulasi FinTech adalah 

bagaimana memastikan perlindungan data dan privasi konsumen. 

Dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan oleh 

perusahaan-perusahaan FinTech, ada potensi risiko 

penyalahgunaan informasi pribadi dan serangan siber yang 

semakin kompleks. Beberapa negara, seperti Uni Eropa, telah 

mengeluarkan General Data Protection Regulation (GDPR) 

yang memberikan perlindungan yang ketat terhadap data pribadi. 

Namun, negara-negara dengan ekosistem FinTech yang 
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berkembang seperti Indonesia dan India, masih membutuhkan 

regulasi yang lebih menyeluruh untuk melindungi data pribadi 

nasabah. 

b. Pencegahan Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) 

dan Pendanaan Terorisme (CFT) 

FinTech juga menghadapi tantangan terkait dengan upaya untuk 

mencegah pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme 

(CFT). Di beberapa negara, lembaga pengatur telah mengadopsi 

peraturan AML/CFT yang khusus menargetkan perusahaan-

perusahaan FinTech dan digital banking. Misalnya, Financial 

Action Task Force (FATF) yang beroperasi secara global, 

mengeluarkan rekomendasi terkait bagaimana sektor FinTech 

dan digital banking dapat mematuhi standar internasional dalam 

hal AML/CFT. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan 

India telah berupaya untuk mengadaptasi regulasi internasional 

ini dengan mengimplementasikan prosedur know-your-customer 

(KYC) yang lebih ketat bagi pemain FinTech. 

c. Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Digital 

Regulasi yang mencakup perlindungan konsumen di sektor 

digital banking dan FinTech semakin penting seiring dengan 

meningkatnya penggunaan teknologi. Banyak negara telah mulai 

mengimplementasikan undang-undang yang mengatur hubungan 

antara perusahaan FinTech dan konsumen, termasuk hak 

konsumen dalam hal transparansi biaya, pengembalian dana, dan 

resolusi sengketa. Di Indonesia, OJK telah mengatur bahwa 

semua penyelenggara layanan keuangan digital harus mematuhi 

prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang jelas, termasuk 

ketentuan tentang transparansi biaya, pembatasan suku bunga, 

serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai produk dan layanan. 

 

C. Perlindungan Data dan Privasi Nasabah 

 

Perlindungan data pribadi dan privasi nasabah dalam sektor 

perbankan menjadi isu yang semakin penting seiring dengan 

meningkatnya adopsi teknologi digital dan transaksi online. Digitalisasi 

dalam perbankan, yang memungkinkan layanan yang lebih cepat, 

efisien, dan mudah diakses, juga membawa tantangan besar terkait 
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keamanan data nasabah. Mengingat banyaknya data yang dikumpulkan 

oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, mulai dari data pribadi hingga 

riwayat transaksi, perlindungan terhadap data tersebut menjadi sangat 

krusial. Peningkatan kejahatan siber, penyalahgunaan data, serta 

ancaman privasi yang terus berkembang mendorong kebutuhan akan 

regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi nasabah serta memastikan 

bahwa data pribadi dikelola secara aman dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

Perlindungan data pribadi merujuk pada langkah-langkah yang 

diambil untuk melindungi informasi pribadi yang dikumpulkan oleh 

bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk data identitas, informasi 

keuangan, riwayat transaksi, dan data biometrik. Perlindungan ini 

bertujuan untuk mencegah akses, penggunaan, atau pengungkapan 

informasi pribadi yang tidak sah, serta untuk melindungi individu dari 

risiko yang dapat timbul akibat penyalahgunaan data tersebut. Salah satu 

komponen utama dalam perlindungan data adalah memastikan bahwa 

data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan 

persetujuan nasabah. Selain itu, bank dan lembaga keuangan perlu 

menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk 

melindungi data dari ancaman yang dapat merusak integritas dan 

kerahasiaan informasi pribadi nasabah. 

Di dunia perbankan digital, privasi nasabah melibatkan lebih dari 

sekadar perlindungan data pribadi. Privasi mencakup hak nasabah untuk 

mengendalikan siapa yang dapat mengakses dan menggunakan data, 

serta untuk memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk 

tujuan yang telah disetujui. Hal ini menjadi semakin kompleks seiring 

dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengumpulan data 

dalam jumlah besar dan penggunaan data pribadi untuk berbagai tujuan 

komersial, termasuk pengiklanan dan analisis perilaku. Dalam konteks 

ini, perbankan digital sering kali memanfaatkan data untuk 

meningkatkan pengalaman nasabah, mempersonalisasi layanan, dan 

memberikan penawaran yang lebih relevan. Namun, hal ini juga 

menimbulkan kekhawatiran terkait dengan bagaimana data nasabah 

digunakan dan siapa yang memiliki akses ke informasi tersebut. Untuk 

itu, perlindungan privasi nasabah harus dipastikan sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar privasi yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

kontrol penuh nasabah terhadap data. 
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1. Ancaman Keamanan Siber 

Di era digital, ancaman keamanan siber menjadi salah satu 

tantangan terbesar bagi sektor perbankan. Meskipun berbagai regulasi 

telah diterapkan untuk melindungi data pribadi nasabah, serangan siber 

terus berkembang dengan teknik yang semakin canggih. Kejahatan siber, 

seperti peretasan sistem, pencurian data, dan serangan malware, dapat 

merusak integritas serta kerahasiaan informasi finansial. Perbankan 

digital yang sangat bergantung pada platform online dan aplikasi mobile 

menjadi target utama bagi pelaku kejahatan siber, terutama melalui 

teknik seperti phishing, di mana nasabah diperdaya untuk memberikan 

informasi sensitif, atau serangan Distributed Denial of Service (DDoS) 

yang dapat melumpuhkan sistem perbankan secara keseluruhan. 

Untuk mengatasi ancaman ini, lembaga keuangan harus 

menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat guna memastikan 

perlindungan data nasabah. Salah satu strategi utama adalah enkripsi data 

yang memungkinkan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang 

berwenang. Selain itu, otentikasi dua faktor (2FA) telah menjadi standar 

dalam perbankan digital untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra 

saat mengakses akun nasabah. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan 

pembelajaran mesin (machine learning) juga semakin populer dalam 

mendeteksi pola transaksi mencurigakan yang bisa menjadi indikasi 

aktivitas penipuan atau peretasan. 

 

2. Penyalahgunaan Data oleh Penyedia Layanan Pihak Ketiga 

Di era digital, bank dan lembaga keuangan semakin bergantung 

pada penyedia layanan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan memberikan layanan tambahan, seperti analisis data, 

pemasaran, dan teknologi finansial (fintech). Namun, kolaborasi ini 

membawa risiko besar, terutama dalam hal penyalahgunaan data pribadi 

nasabah. Pihak ketiga yang tidak memiliki sistem keamanan yang 

memadai atau tidak mematuhi regulasi perlindungan data dapat secara 

tidak sengaja atau sengaja menyalahgunakan informasi sensitif nasabah. 

Pelanggaran ini dapat menyebabkan kebocoran data, pencurian identitas, 

atau bahkan penyalahgunaan informasi untuk tujuan yang tidak sah, 

seperti penipuan dan pemasaran agresif tanpa persetujuan nasabah. 

Untuk mengatasi risiko ini, berbagai regulasi telah diterapkan 

untuk memastikan perlindungan data nasabah tetap terjaga. Salah satu 

regulasi yang paling berpengaruh adalah General Data Protection 
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Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa, yang mengharuskan 

bank memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang bekerja sama juga 

mematuhi standar keamanan data yang ketat. Selain itu, di banyak 

negara, terdapat aturan lokal yang mewajibkan bank untuk memastikan 

bahwa penyedia layanan pihak ketiga memiliki kebijakan perlindungan 

data yang jelas, termasuk kewajiban untuk melaporkan setiap 

pelanggaran keamanan data kepada regulator dan nasabah yang 

terdampak. 

 

3. Keterbatasan Teknologi untuk Mengelola Data Besar 

Di era digital, bank dan lembaga keuangan semakin bergantung 

pada big data untuk memahami perilaku nasabah, mengoptimalkan 

layanan, serta meningkatkan keamanan transaksi. Namun, dengan 

jumlah data yang terus bertambah, muncul tantangan besar dalam hal 

pengelolaan dan perlindungan data. Infrastruktur teknologi yang kurang 

memadai dapat menyebabkan lambatnya pemrosesan data, 

meningkatkan risiko kesalahan analisis, serta membuat sistem lebih 

rentan terhadap serangan siber. Selain itu, keterbatasan dalam teknologi 

penyimpanan dan pemrosesan dapat menghambat bank dalam 

mengadopsi solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran 

mesin (ML) yang memerlukan kapasitas komputasi tinggi. 

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan big data di sektor 

perbankan adalah kebutuhan akan komputasi yang efisien dan skalabel. 

Banyak bank masih menggunakan sistem lama yang tidak dirancang 

untuk menangani data dalam jumlah besar secara real-time. Hal ini 

menyebabkan keterlambatan dalam analisis data, yang dapat berdampak 

pada pengambilan keputusan strategis, terutama dalam manajemen 

risiko dan deteksi penipuan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak bank 

mulai berinvestasi dalam teknologi cloud computing, yang 

memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan data yang lebih fleksibel 

serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

D. Risiko Keamanan Siber dan Pencegahannya 

 

Seiring dengan kemajuan pesat digitalisasi di sektor perbankan, 

kemudahan akses dan transaksi online menjadi semakin dominan. 

Namun, transformasi digital ini membawa serta risiko yang signifikan 

terkait dengan keamanan siber. Keamanan siber, atau cybersecurity, 
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merujuk pada perlindungan sistem informasi dan data dari ancaman yang 

berasal dari dunia maya, baik itu berupa pencurian data, peretasan, atau 

gangguan lainnya yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan 

informasi yang ada dalam sistem perbankan. Dalam konteks perbankan, 

ancaman terhadap keamanan siber semakin meningkat seiring dengan 

semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan, transaksi yang 

dilakukan secara digital, serta penerapan teknologi baru yang 

memungkinkan akses lebih mudah bagi nasabah. Tantangan terbesar 

yang dihadapi oleh institusi keuangan adalah menjaga keamanan data 

pribadi nasabah, melindungi sistem dari serangan siber, serta 

memastikan bahwa sistem perbankan tetap berjalan dengan baik 

meskipun dihadapkan dengan ancaman yang terus berkembang. 

 

1. Jenis-jenis Risiko Keamanan Siber dalam Perbankan 

a. Serangan Peretasan (Hacking) 

Serangan peretasan merupakan salah satu ancaman terbesar yang 

dihadapi oleh institusi keuangan. Peretas (hacker) dapat 

memanfaatkan kerentanannya dalam sistem perbankan untuk 

mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif, seperti informasi 

rekening nasabah, riwayat transaksi, dan informasi pribadi 

lainnya. Serangan ini sering kali dilakukan dengan menggunakan 

teknik seperti phising, malware, atau teknik peretasan lainnya. 

Selain itu, peretasan sistem dapat mengarah pada kerugian 

finansial yang besar bagi bank dan nasabah. Misalnya, data kartu 

kredit atau informasi akun bank yang bocor dapat digunakan oleh 

penjahat siber untuk melakukan transaksi yang tidak sah, yang 

akhirnya merugikan nasabah dan reputasi lembaga keuangan 

tersebut. 

b. Serangan Denial of Service (DoS) dan Distributed Denial of 

Service (DDoS) 

Serangan Denial of Service (DoS) dan Distributed Denial of 

Service (DDoS) adalah jenis serangan yang berusaha untuk 

membuat suatu sistem tidak tersedia dengan membanjiri sistem 

dengan trafik yang sangat besar. Dalam konteks perbankan, 

serangan ini dapat menyebabkan gangguan pada layanan digital, 

seperti aplikasi mobile banking, internet banking, dan ATM. 

Serangan DDoS dapat mempengaruhi ketersediaan layanan bagi 

nasabah dan mengganggu operasional bank, yang dapat 
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berdampak pada citra dan kepercayaan nasabah terhadap 

lembaga keuangan tersebut.  

c. Pencurian Data Pribadi dan Identitas 

Keamanan data pribadi nasabah adalah hal yang sangat sensitif, 

dan pencurian data pribadi dapat menimbulkan kerugian besar. 

Pencurian ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti serangan 

phising, malware, atau serangan melalui jaringan yang tidak 

aman. Dalam kasus tertentu, identitas nasabah yang dicuri dapat 

digunakan untuk membuka akun baru, melakukan transaksi yang 

tidak sah, atau bahkan merusak reputasi nasabah. Pencurian data 

pribadi juga dapat membawa konsekuensi hukum dan denda 

yang besar bagi institusi keuangan yang tidak dapat melindungi 

data nasabah dengan baik.  

d. Kelemahan dalam Infrastruktur dan Jaringan Perbankan 

Infrastruktur dan jaringan perbankan yang tidak terlindungi 

dengan baik dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelemahan dalam 

perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem operasional dapat 

dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke sistem 

perbankan atau bahkan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat 

dipulihkan. Meningkatkan ketahanan infrastruktur TI dan 

jaringan perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa 

bank dapat beroperasi dengan aman dan menghindari potensi 

gangguan yang disebabkan oleh kelemahan sistem. 

 

2. Dampak Risiko Keamanan Siber terhadap Sektor Perbankan 

a. Kerugian Finansial 

Kerugian finansial merupakan dampak paling nyata dari 

serangan siber terhadap sektor perbankan. Serangan seperti 

peretasan data, pencurian identitas, dan penipuan online dapat 

menyebabkan dana nasabah dicuri atau disalahgunakan untuk 

transaksi yang tidak sah. Dalam banyak kasus, bank harus 

menanggung kerugian dengan mengganti dana yang hilang guna 

mempertahankan kepercayaan nasabah. Menurut laporan IBM 

Security (2022), rata-rata kerugian akibat pelanggaran data di 

sektor keuangan mencapai $5,97 juta per insiden, menjadikannya 

salah satu sektor yang paling terdampak oleh kejahatan siber. 



154  Hukum perbankan Indonesia 

Serangan siber juga dapat mengganggu operasional layanan 

perbankan digital. Misalnya, serangan Distributed Denial of 

Service (DDoS) dapat melumpuhkan sistem perbankan, membuat 

nasabah tidak dapat mengakses rekening atau melakukan 

transaksi. Gangguan ini berakibat pada hilangnya pendapatan 

karena layanan tidak dapat digunakan, serta menurunkan tingkat 

kepuasan dan kepercayaan nasabah. Dalam kasus yang lebih 

parah, gangguan sistem dapat menyebabkan fluktuasi harga 

saham bank, yang memperburuk kerugian finansial bagi lembaga 

tersebut. 

b. Kerusakan Reputasi 

Reputasi adalah salah satu aset paling berharga bagi bank, dan 

serangan siber dapat memberikan dampak negatif yang 

signifikan terhadap citra institusi keuangan. Ketika terjadi 

kebocoran data atau gangguan layanan digital, nasabah akan 

mulai meragukan keamanan sistem perbankan yang digunakan. 

Kepercayaan yang hilang sulit untuk dipulihkan, terutama jika 

bank dianggap gagal dalam melindungi informasi pribadi 

nasabah. Sebuah survei dari PwC (2021) menunjukkan bahwa 

87% nasabah mempertimbangkan untuk beralih ke bank lain jika 

merasa data pribadinya tidak aman. 

Kasus kebocoran data besar-besaran tidak hanya berdampak pada 

persepsi publik tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas bank di 

mata regulator dan investor. Bank yang mengalami serangan 

siber sering kali mengalami penurunan harga saham dan 

hilangnya kepercayaan pasar. Contoh nyata adalah kasus 

kebocoran data Equifax pada tahun 2017, yang mengakibatkan 

penurunan nilai saham perusahaan secara drastis serta denda 

besar dari regulator. Bank yang terkena serangan siber juga harus 

menghadapi peningkatan pengawasan regulasi, yang dapat 

mempersulit operasional bisnis. 

c. Dampak Hukum dan Peraturan 

Pada beberapa tahun terakhir, regulasi terkait perlindungan data 

pribadi dan keamanan siber semakin diperketat, terutama setelah 

banyaknya kasus kebocoran data yang menimpa industri 

perbankan. General Data Protection Regulation (GDPR) di 

Eropa serta berbagai regulasi serupa di negara lain mewajibkan 

bank untuk menerapkan standar keamanan tinggi dalam 
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melindungi data nasabah. Kegagalan dalam mematuhi regulasi 

ini dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa denda yang besar 

serta tuntutan hukum dari nasabah yang dirugikan. Misalnya, 

pada tahun 2019, sebuah bank besar di Inggris dikenai denda 

jutaan dolar akibat kebocoran data yang melibatkan ribuan 

nasabah. 

Bank yang mengalami serangan siber dan gagal mengelola 

dampaknya dapat menghadapi peningkatan pengawasan dari 

regulator, yang dapat berdampak pada operasional. Regulator 

keuangan, seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), memiliki kewenangan untuk membatasi aktivitas bisnis 

bank yang dianggap tidak mematuhi standar keamanan data. Hal 

ini dapat menyebabkan hambatan dalam ekspansi bisnis dan 

berkurangnya kepercayaan dari pemegang saham serta mitra 

bisnis. Bank juga dapat kehilangan izin operasional jika dianggap 

tidak mampu melindungi sistem dari ancaman siber. 

 

3. Pencegahan dan Mitigasi Risiko Keamanan Siber dalam 

Perbankan 

a. Enkripsi Data dan Teknologi Keamanan 

Di era digital yang semakin kompleks, enkripsi data menjadi 

salah satu strategi utama dalam melindungi informasi perbankan 

dari ancaman siber. Enkripsi bekerja dengan mengubah data 

menjadi kode yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki 

kunci dekripsi yang sah. Dengan cara ini, meskipun data berhasil 

dicegat oleh pihak yang tidak berwenang, tetap tidak dapat 

membacanya. Perbankan modern menggunakan algoritma 

enkripsi tingkat tinggi, seperti Advanced Encryption Standard 

(AES) dan RSA, untuk memastikan bahwa data nasabah tetap 

aman selama proses transaksi dan penyimpanan. 

Bank juga menerapkan berbagai teknologi keamanan lainnya, 

seperti firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS), 

serta antivirus yang terus diperbarui. Teknologi ini berfungsi 

untuk memantau lalu lintas jaringan, mencegah akses yang 

mencurigakan, dan mengidentifikasi potensi ancaman sebelum 

berkembang menjadi serangan yang merugikan. Sistem 

pemantauan aktivitas jaringan berbasis kecerdasan buatan (AI) 

semakin banyak digunakan untuk mendeteksi pola mencurigakan 
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secara real-time, memungkinkan respons yang lebih cepat 

terhadap potensi serangan siber. 

b. Autentikasi Dua Faktor (2FA) 

Autentikasi dua faktor (Two-Factor Authentication/2FA) telah 

menjadi standar keamanan utama dalam perbankan digital untuk 

mengurangi risiko peretasan dan pencurian data. Sistem ini 

bekerja dengan menambahkan lapisan verifikasi kedua selain 

kata sandi, sehingga akses yang tidak sah menjadi lebih sulit 

dilakukan. Misalnya, setelah memasukkan kata sandi, pengguna 

harus memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui 

SMS, email, atau aplikasi autentikator seperti Google 

Authenticator dan Authy. Dengan kombinasi ini, meskipun kata 

sandi pengguna berhasil dicuri, penyerang tetap tidak dapat 

mengakses akun tanpa kode verifikasi kedua. 

Banyak bank kini telah menerapkan 2FA pada semua platform 

digital, termasuk mobile banking, internet banking, dan transaksi 

online. Beberapa bank bahkan mengadopsi biometrik sebagai 

faktor autentikasi tambahan, seperti sidik jari atau pengenalan 

wajah, untuk meningkatkan keamanan. Selain melindungi akun 

dari peretasan, 2FA juga membantu dalam mencegah serangan 

phishing, di mana penjahat siber mencoba mencuri kredensial 

login nasabah dengan mengarahkannya ke situs palsu. Dengan 

adanya kode verifikasi unik yang selalu berubah, risiko pencurian 

akun menjadi lebih kecil. 

 

c. Peningkatan Keamanan Infrastruktur dan Jaringan 

Keamanan infrastruktur dan jaringan perbankan merupakan 

fondasi utama dalam melindungi sistem perbankan digital dari 

ancaman siber. Bank perlu memastikan bahwa perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan selalu diperbarui dengan 

teknologi terbaru, sehingga tidak memiliki celah keamanan yang 

dapat dimanfaatkan oleh peretas. Pembaruan patch keamanan 

secara berkala menjadi langkah penting dalam menutup 

kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh malware atau serangan 

siber lainnya. Selain itu, bank juga harus menggunakan sistem 

firewall canggih dan enkripsi tingkat tinggi untuk memastikan 

bahwa lalu lintas data tetap aman dari penyusupan pihak yang 

tidak berwenang. 
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Ancaman seperti serangan Distributed Denial of Service (DDoS) 

dapat mengganggu operasional perbankan digital dengan 

membanjiri jaringan bank hingga tidak dapat diakses oleh 

nasabah. Untuk mencegah hal ini, bank perlu menerapkan sistem 

deteksi dini berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine 

learning yang mampu mengenali pola serangan secara real-time 

dan mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan 

menyebabkan gangguan besar. Penggunaan Intrusion Detection 

System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) juga dapat 

membantu dalam mengidentifikasi dan menghalau ancaman 

yang masuk ke dalam jaringan perbankan. 

d. Edukasi dan Kesadaran Keamanan bagi Karyawan dan Nasabah 

Edukasi merupakan komponen kunci dalam strategi mitigasi 

risiko keamanan siber di sektor perbankan. Karyawan dan 

nasabah sering kali menjadi target utama serangan siber seperti 

phishing, malware, atau social engineering. Oleh karena itu, bank 

perlu mengadakan program edukasi berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap potensi ancaman siber. 

Nasabah, misalnya, harus diberikan informasi tentang cara 

membuat kata sandi yang kuat, mengenali email atau pesan 

phishing, serta menghindari tautan mencurigakan yang dapat 

membahayakan data pribadi. Kampanye kesadaran melalui 

aplikasi mobile banking, email, dan media sosial dapat 

membantu nasabah lebih waspada terhadap modus kejahatan 

siber yang semakin canggih. 

Karyawan bank juga harus mendapatkan pelatihan intensif 

mengenai praktik keamanan siber terbaik. Mengingat karyawan 

memiliki akses langsung ke sistem perbankan dan data sensitif 

nasabah, harus memahami cara melindungi informasi dari 

ancaman siber. Pelatihan rutin tentang cara mengidentifikasi 

ancaman, mengamankan perangkat kerja, serta mematuhi 

protokol keamanan dalam menangani data nasabah sangat 

diperlukan. Bank juga dapat menerapkan uji coba serangan 

phishing secara internal untuk menguji kesiapan karyawan dalam 

menghadapi ancaman nyata dan meningkatkan respons terhadap 

serangan siber. 
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e. Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Secara Rutin 

Pada upaya menjaga keamanan sistem perbankan digital, 

pengawasan dan pemantauan keamanan secara rutin sangat 

penting. Bank harus mengimplementasikan sistem pemantauan 

24/7 untuk mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman yang 

mungkin muncul. Teknologi canggih seperti Intrusion Detection 

Systems (IDS) dan Security Information and Event Management 

(SIEM) dapat membantu bank memonitor aktivitas jaringan dan 

mendeteksi potensi ancaman lebih awal. Dengan pemantauan 

yang berkelanjutan, bank dapat segera merespons anomali atau 

percakapan yang mencurigakan sebelum ancaman tersebut 

berkembang menjadi masalah yang lebih besar. 

Pemantauan yang efektif melibatkan pengumpulan dan analisis 

data keamanan secara real-time. Alat-alat ini dapat memberikan 

peringatan dini terhadap potensi serangan atau pelanggaran yang 

mungkin terjadi. Misalnya, jika ada aktivitas yang mencurigakan 

pada akses akun nasabah atau transaksi yang tidak wajar, sistem 

pemantauan dapat segera memberi tanda peringatan kepada tim 

keamanan. Dengan cara ini, bank bisa mengambil langkah 

mitigasi yang tepat, seperti membekukan akun atau mengubah 

kredensial pengguna, untuk mencegah kerugian yang lebih besar.  
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BAB IX 
PENCEGAHAN KEJAHATAN 

PERBANKAN 
 

 

 

Pencegahan kejahatan perbankan, yang merupakan bagian 

penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan 

nasional. Kejahatan perbankan, yang meliputi berbagai bentuk penipuan, 

penggelapan, pemalsuan, serta praktik pencucian uang dan pendanaan 

terorisme, dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, 

merusak reputasi lembaga perbankan, dan mengganggu kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, penting bagi 

setiap pihak dalam industri perbankan untuk menerapkan langkah-

langkah pencegahan yang efektif. 

 

A. Kejahatan Perbankan: Pengertian dan Jenisnya 

 

Kejahatan perbankan dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal 

yang melibatkan perbankan sebagai objek atau sarana untuk melakukan 

tindakan kriminal. Kejahatan ini sering kali berhubungan dengan 

penyalahgunaan akses keuangan atau informasi yang dimiliki oleh bank, 

serta merugikan pihak bank, nasabah, atau masyarakat secara luas. 

Kejahatan perbankan dapat mencakup berbagai bentuk tindak pidana 

yang berhubungan dengan keuangan, seperti pencurian, penipuan, 

pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, dan peretasan sistem. 

Kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar baik 

bagi lembaga keuangan maupun nasabahnya. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kejahatan 

perbankan melibatkan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berhubungan dengan bank yang melanggar hukum yang berlaku dan 

merugikan pihak lainnya, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun 

reputasi. 
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1. Penipuan (Fraud) 

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan perbankan yang 

paling sering terjadi. Penipuan dalam sektor perbankan terjadi ketika 

seseorang atau kelompok dengan sengaja memberikan informasi palsu 

atau menipu untuk memperoleh keuntungan finansial. Beberapa contoh 

penipuan di sektor perbankan antara lain: 

a. Penipuan Kartu Kredit: Salah satu bentuk penipuan yang 

melibatkan penggunaan kartu kredit atau debit yang dicuri atau 

dipalsukan untuk melakukan transaksi yang tidak sah. 

b. Penipuan melalui Transfer Bank: Melakukan transfer dana 

dengan menggunakan informasi rekening yang tidak sah, atau 

dengan cara mengalihkan dana ke rekening yang dimiliki oleh 

penipu. 

c. Penipuan oleh Pegawai Bank: Karyawan bank yang 

menyalahgunakan aksesnya untuk memanipulasi data nasabah 

atau memanipulasi sistem untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. 

Penipuan dalam perbankan sering kali dilakukan dengan 

memanfaatkan kelemahan sistem atau ketidaktahuan nasabah, serta 

kurangnya pengawasan terhadap praktik yang dilakukan oleh pihak 

internal bank. 

 

2. Pencucian Uang (Money Laundering) 

Pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul uang 

yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dan menyalurkannya ke dalam 

sistem perbankan untuk mengaburkan jejak transaksi tersebut. Kejahatan 

ini berkaitan erat dengan sektor perbankan karena lembaga keuangan 

sering kali digunakan sebagai saluran untuk memindahkan dan mencuci 

uang hasil kejahatan. Kegiatan pencucian uang dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, seperti: 

a. Penyalahgunaan Akun Bank: Individu atau kelompok yang 

terlibat dalam pencucian uang menggunakan akun bank untuk 

menerima dana hasil kejahatan dan mentransfernya ke akun lain 

untuk tujuan mengaburkan asal-usul uang tersebut. 

b. Penggunaan Lembaga Keuangan sebagai Perantara: Pencucian 

uang juga melibatkan penggunaan lembaga keuangan untuk 

memfasilitasi transaksi yang mencurigakan, seperti mentransfer 

uang ke luar negeri melalui rekening anonim. 
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Untuk melawan pencucian uang, banyak negara, termasuk 

Indonesia, telah mengadopsi regulasi seperti Undang-Undang No. 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU), yang mengharuskan bank untuk melakukan 

kewajiban identifikasi dan pemantauan terhadap nasabahnya (Know 

Your Customer/KYC) serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada 

pihak berwenang. 

 

3. Pemalsuan Dokumen (Document Forgery) 

Pemalsuan dokumen dalam perbankan melibatkan pembuatan 

dokumen palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara 

ilegal, seperti memalsukan tanda tangan, identitas, atau dokumen 

transaksi lainnya. Tindak pidana ini dapat terjadi baik di dalam bank 

maupun oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan individu dalam 

bank. Contoh kasus pemalsuan dokumen di sektor perbankan meliputi: 

a. Pemalsuan KTP atau Identitas Nasabah: Pihak yang tidak 

bertanggung jawab dapat memalsukan dokumen identitas untuk 

membuka rekening atas nama orang lain atau mendapatkan kredit 

yang tidak sah. 

b. Pemalsuan Surat Berharga: Dokumen surat berharga seperti cek 

atau wesel yang dipalsukan untuk mengambil uang dari rekening 

nasabah atau bank. 

Pemalsuan dokumen ini dapat merugikan nasabah dan 

menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi bank. Untuk 

memerangi masalah ini, bank biasanya menerapkan sistem verifikasi 

yang lebih ketat terhadap dokumen nasabah. 

 

4. Peretasan (Hacking) dan Kejahatan Siber (Cybercrime) 

Peretasan merupakan jenis kejahatan perbankan yang semakin 

meningkat dengan pesatnya penggunaan teknologi digital dan internet. 

Peretasan adalah tindakan ilegal untuk memperoleh akses tidak sah ke 

sistem informasi bank atau data nasabah. Kejahatan ini dapat dilakukan 

oleh individu atau kelompok yang terlatih dalam teknologi untuk meretas 

sistem perbankan. Peretasan di sektor perbankan dapat terjadi dalam 

berbagai cara, seperti: 

a. Serangan Phishing: Penipu mengirimkan email atau pesan palsu 

yang menyamar sebagai bank atau lembaga keuangan lain untuk 

mencuri data pribadi dan informasi rekening nasabah. 
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b. Malware dan Ransomware: Peretas dapat menyebarkan 

perangkat lunak berbahaya untuk merusak sistem atau 

memblokir akses ke data penting bank, lalu meminta uang 

tebusan untuk membuka akses. 

c. Pengambilan Data dari ATM: Pencurian data kartu melalui 

perangkat yang dipasang pada mesin ATM, yang sering disebut 

dengan "skimming". 

Untuk mencegah peretasan dan kejahatan siber lainnya, banyak 

bank yang mulai menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih, 

seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan pemantauan aktivitas 

mencurigakan dalam jaringan. 

 

5. Penyalahgunaan Wewenang oleh Karyawan Bank 

Penyalahgunaan wewenang oleh karyawan bank termasuk dalam 

kategori kejahatan perbankan yang berhubungan dengan pihak internal. 

Kejahatan ini terjadi ketika karyawan bank menyalahgunakan posisi atau 

aksesnya untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan bank atau 

nasabah. Bentuk penyalahgunaan wewenang ini meliputi: 

a. Penggelapan Dana: Karyawan bank yang melakukan penipuan 

untuk menggelapkan uang milik bank atau nasabah, baik melalui 

transaksi fiktif atau manipulasi data. 

b. Penyalahgunaan Akses Sistem: Karyawan yang menggunakan 

akses sistem perbankan untuk mentransfer uang atau data 

nasabah secara ilegal. 

Kasus penyalahgunaan wewenang ini biasanya melibatkan 

pengawasan yang buruk dan kurangnya sistem pengendalian internal 

yang efektif. 

 

B. Regulasi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (PPT) 

 

Pencegahan pencucian uang (Anti-Money Laundering atau APU) 

dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) telah menjadi prioritas 

utama bagi lembaga keuangan di seluruh dunia, termasuk sektor 

perbankan. Perbankan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan transaksi keuangan, memiliki peran yang sangat penting 

dalam memerangi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, 

yang dapat merusak integritas sistem keuangan global dan mendistorsi 
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perekonomian.  Pencucian uang adalah proses mengubah uang yang 

diperoleh dari kegiatan ilegal (seperti penipuan, korupsi, atau 

perdagangan narkoba) menjadi aset yang tampaknya sah. Dalam 

praktiknya, pencucian uang mencakup serangkaian langkah yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan asal-

usul dana yang digunakan, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang. 

Kejahatan ini mengancam sistem keuangan, ekonomi, dan integritas 

pasar global. 

Pada konteks perbankan, anti-pencucian uang (APU) mengacu 

pada langkah-langkah yang diambil oleh bank dan lembaga keuangan 

lainnya untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Regulasi APU 

melibatkan prosedur pemeriksaan latar belakang (due diligence) 

terhadap nasabah, pengawasan transaksi yang mencurigakan, serta 

kewajiban pelaporan kepada otoritas yang berwenang. Pencegahan 

pendanaan terorisme adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan 

sistem keuangan untuk mendanai kegiatan terorisme. Pendanaan 

terorisme bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan yang 

disalahgunakan, uang hasil pencucian, atau pendapatan yang diperoleh 

dari kegiatan ilegal. Seperti halnya pencucian uang, pendanaan terorisme 

sering melibatkan aliran dana lintas negara dan sistem perbankan yang 

sulit untuk dilacak. PPT, oleh karena itu, berfokus pada identifikasi dan 

pemblokiran aliran dana yang digunakan untuk mendanai tindakan 

terorisme. Pencegahan ini mencakup pemantauan aktivitas transaksi 

nasabah, identifikasi individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas 

terorisme, serta kerjasama internasional untuk mencegah pergerakan 

dana secara ilegal. 

 

1. Financial Action Task Force (FATF) 

FATF adalah badan internasional yang mengembangkan 

kebijakan dan standar untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan 

terorisme. FATF menghasilkan Rekomendasi FATF, yang memberikan 

pedoman bagi negara-negara untuk merancang regulasi APU dan PPT 

yang efektif. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

sistem perbankan tidak disalahgunakan untuk tujuan ilegal. 

Rekomendasi FATF mencakup beberapa prinsip penting, seperti: 

a. Kewajiban Identifikasi dan Verifikasi Nasabah (KYC - Know 

Your Customer): Bank dan lembaga keuangan lainnya harus 
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memastikan bahwa mengetahui siapa nasabah dan memahami 

tujuan transaksi. 

b. Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan: Lembaga 

keuangan diwajibkan untuk memantau transaksi dan melaporkan 

aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, 

seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. 

c. Due Diligence terhadap Pihak Ketiga: Lembaga keuangan harus 

melakukan due diligence terhadap pihak ketiga yang memiliki 

hubungan dengan nasabah untuk memastikan bahwa tidak 

terlibat dalam kegiatan ilegal. 

FATF juga mendukung upaya internasional untuk membekukan 

aset dan mendukung sanksi terhadap individu atau entitas yang terlibat 

dalam pendanaan terorisme. 

 

2. United Nations Security Council Resolutions (UNSCR) 

PBB, melalui Dewan Keamanan, berperan yang sangat penting 

dalam pengembangan regulasi global untuk melawan pendanaan 

terorisme. Salah satu langkah paling signifikan dalam upaya ini adalah 

resolusi UNSCR 1373, yang diadopsi pada tahun 2001 setelah serangan 

teroris 11 September di Amerika Serikat. Resolusi ini mewajibkan 

negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang lebih tegas 

dalam menanggulangi pendanaan terorisme, serta menyediakan 

kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk mencegah aktivitas yang 

dapat mendukung terorisme di tingkat internasional. UNSCR 1373 

mengharuskan negara-negara untuk menetapkan kebijakan nasional 

yang lebih ketat dalam menangani sumber-sumber pendanaan terorisme. 

Sebagai bagian dari implementasi UNSCR 1373, negara-negara 

diwajibkan untuk memblokir aset yang terkait dengan individu atau 

kelompok teroris, sehingga terorisme tidak dapat didanai melalui saluran 

keuangan yang sah. Negara anggota juga harus bekerja sama untuk 

mengidentifikasi dan mencegah penyediaan dana yang digunakan untuk 

mendanai aktivitas teroris, baik melalui lembaga keuangan maupun 

sistem transfer uang informal. Dengan adanya mekanisme ini, 

diharapkan bahwa sumber daya finansial yang digunakan oleh kelompok 

teroris dapat diminimalkan, sehingga membatasi kemampuan untuk 

melaksanakan operasi teroris. 
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3. Peraturan Internasional Lainnya 

Sejumlah badan internasional dan regional juga berperan penting 

dalam pengembangan regulasi untuk Anti-Pencucian Uang (APU) dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Salah satunya adalah Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS), yang telah merumuskan 

pedoman terkait manajemen risiko dalam pencucian uang dan pendanaan 

terorisme dalam sistem perbankan global. Pedoman yang dikembangkan 

oleh BCBS ini mencakup prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana bank 

dan lembaga keuangan harus melaksanakan prosedur pemantauan, 

deteksi, dan pelaporan untuk mencegah penyalahgunaan sistem 

keuangan oleh individu atau kelompok teroris. Basel Committee 

menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dalam sektor 

perbankan, yang harus diterapkan secara konsisten di seluruh dunia. 

Forum G20 juga berkontribusi dalam menetapkan standar global 

dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. G20, yang 

terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia, telah 

merumuskan berbagai inisiatif untuk meningkatkan koordinasi 

antarnegara dalam hal peraturan keuangan. Salah satunya adalah 

penekanan pada pentingnya kerjasama internasional untuk menangani 

tantangan global terkait aliran dana yang digunakan untuk tujuan ilegal. 

G20 mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan 

kapasitas penegakan hukum dan memperketat regulasi terkait transaksi 

keuangan yang mencurigakan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan 

regulasi yang sangat penting dalam upaya Indonesia untuk memerangi 

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. UU ini 

memberikan kerangka hukum bagi lembaga keuangan di Indonesia 

untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan identifikasi nasabah, 

pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. 

Salah satu prinsip yang ditekankan dalam UU ini adalah Know Your 

Customer (KYC), yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan untuk 

melakukan verifikasi identitas nasabah secara menyeluruh sebelum 

melakukan transaksi. Prosedur ini menjadi alat yang penting untuk 
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mencegah penggunaan sistem keuangan oleh pihak yang terlibat dalam 

kegiatan ilegal. 

UU TPPU juga mengatur kewajiban untuk melaporkan transaksi 

yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK). PPATK berperan penting sebagai lembaga yang 

bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyelidiki transaksi 

yang berpotensi terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, bank dan lembaga keuangan 

memiliki peran yang sangat strategis dalam mendeteksi dan mencegah 

praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini juga memastikan adanya 

transparansi dalam sistem keuangan yang dapat mendeteksi aliran dana 

yang mencurigakan. 

 

5. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan 

penting dalam pengaturan dan pengawasan Anti-Pencucian Uang (APU) 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor keuangan 

Indonesia. OJK, sebagai otoritas yang mengawasi lembaga keuangan, 

memiliki berbagai peraturan yang mengharuskan bank dan lembaga 

keuangan lainnya untuk mematuhi prinsip Know Your Customer (KYC) 

dan Anti-Money Laundering (AML). Melalui peraturan ini, lembaga 

keuangan diwajibkan untuk memverifikasi identitas nasabah secara 

menyeluruh, memantau aktivitas keuangan, serta melaporkan transaksi 

yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Penerapan standar 

internasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keuangan 

Indonesia tidak disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang atau 

pendanaan terorisme. 

OJK juga memiliki regulasi yang mengatur tentang penanganan 

pendanaan terorisme dalam sektor keuangan. Lembaga keuangan 

diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang terkait 

dengan individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan terorisme, 

sebagaimana yang tercantum dalam standar internasional yang disusun 

oleh Financial Action Task Force (FATF). OJK memastikan bahwa 

rekomendasi FATF diterapkan dengan baik di Indonesia, memberikan 

pedoman kepada lembaga keuangan untuk mencegah pendanaan yang 

digunakan untuk aktivitas teroris. Melalui regulasi ini, OJK berupaya 

menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan dengan memastikan 

tidak adanya aliran dana yang digunakan untuk tujuan terorisme. 
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C. Upaya Bank dalam Mencegah Fraud dan Kejahatan Siber 

 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, 

sektor perbankan menghadapi ancaman baru yang semakin kompleks 

dalam bentuk kejahatan siber (cybercrime) dan fraud (penipuan). 

Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan bank dan nasabah, tetapi 

juga mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam 

konteks ini, upaya bank dalam mencegah fraud dan kejahatan siber 

menjadi sangat penting. Melalui berbagai langkah preventif dan 

teknologi yang semakin canggih, bank berusaha melindungi aset, data, 

dan transaksi nasabah dari ancaman yang terus berkembang. Kejahatan 

siber dan fraud di sektor perbankan melibatkan berbagai bentuk aktivitas 

ilegal yang dapat merusak kepercayaan nasabah dan merugikan ekonomi 

negara. Misalnya, penipuan melalui transaksi online, peretasan akun 

bank, atau penyalahgunaan data pribadi nasabah. Dalam upaya 

mencegah hal ini, bank harus beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi dan terus memperbarui strategi keamanan. 

Fraud dalam konteks perbankan mengacu pada tindakan 

penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan 

untuk meraih keuntungan finansial secara ilegal. Fraud dapat melibatkan 

berbagai pihak, baik yang berada dalam lembaga keuangan itu sendiri 

maupun nasabah. Tindak fraud dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 

antara lain: 

1. Fraud Internal: Fraud yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak 

internal bank yang menyalahgunakan posisi atau akses untuk 

melakukan tindakan ilegal, seperti manipulasi data atau pencurian 

dana. 

2. Fraud Eksternal: Fraud yang dilakukan oleh pihak luar yang 

berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem atau informasi untuk 

melakukan penipuan, seperti transaksi fiktif atau penggunaan kartu 

kredit curian. 

3. Card Fraud: Penggunaan kartu kredit atau debit secara tidak sah 

untuk melakukan transaksi, baik melalui pencurian data kartu atau 

penyalahgunaan informasi pribadi nasabah. 

4. Online Banking Fraud: Penipuan yang melibatkan akses ilegal ke 

rekening nasabah melalui internet banking, misalnya, dengan 

menggunakan teknik phishing atau malware. 
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Keamanan siber (cybersecurity) merujuk pada langkah-langkah 

yang diambil untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari 

ancaman digital yang dapat mengganggu, merusak, atau mencuri data 

penting. Dalam sektor perbankan, kejahatan siber dapat berwujud dalam 

bentuk serangan seperti peretasan, pengambilalihan akun, atau 

pemanfaatan celah dalam sistem untuk mencuri dana. Serangan siber di 

sektor perbankan dapat memanfaatkan berbagai celah, seperti kelemahan 

dalam perangkat lunak atau kegagalan dalam melindungi data nasabah. 

Ancaman ini bisa datang dari luar bank (misalnya, peretas atau kelompok 

kriminal) atau dari dalam bank (misalnya, karyawan yang 

menyalahgunakan aksesnya).  

 

1. Implementasi Sistem Keamanan Teknologi Tinggi 

Seiring dengan meningkatnya ancaman fraud dan kejahatan 

siber, bank semakin mengandalkan teknologi untuk memperkuat 

pertahanan. Beberapa teknologi yang digunakan oleh bank untuk 

mencegah fraud dan kejahatan siber antara lain: 

a. Enkripsi Data 

Enkripsi data merupakan salah satu komponen paling penting 

dalam menjaga keamanan data dalam sistem perbankan. 

Teknologi ini mengubah data yang dikirim atau disimpan 

menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak 

memiliki kunci enkripsi yang tepat. Enkripsi ini sangat penting 

dalam mencegah akses ilegal ke informasi sensitif, seperti data 

rekening, identitas pribadi, dan transaksi keuangan nasabah. 

Bahkan jika data berhasil dicuri oleh peretas, tanpa kunci enkripsi 

yang sah, data tersebut akan menjadi tidak berguna. Dengan 

demikian, enkripsi berfungsi sebagai lapisan pengaman yang 

sangat efektif dalam melindungi data dari potensi ancaman. 

Enkripsi juga menjadi faktor kunci dalam keamanan transaksi 

digital. Dalam dunia perbankan modern, sebagian besar transaksi 

dilakukan secara online, yang membuat data yang ditransfer 

rentan terhadap penyusupan. Enkripsi memberikan perlindungan 

pada transaksi online, seperti transfer dana atau pembayaran, 

dengan memastikan bahwa data yang dikirimkan antara bank dan 

nasabah tetap aman dari serangan pihak ketiga. Sebagai contoh, 

enkripsi dapat mencegah pencurian informasi sensitif saat data 
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dikirim melalui jaringan publik, sehingga mencegah potensi 

penipuan atau pencurian identitas. 

b. Autentikasi Dua Faktor (2FA) 

Autentikasi dua faktor (2FA) adalah salah satu metode paling 

efektif yang digunakan oleh bank untuk meningkatkan tingkat 

keamanan akses ke akun nasabah. Dalam sistem 2FA, nasabah 

tidak hanya diminta untuk memasukkan kata sandi, tetapi juga 

harus memberikan faktor kedua yang dapat berupa kode yang 

dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikator. Dengan 

dua lapisan keamanan ini, meskipun kata sandi nasabah berhasil 

dicuri, peretas tetap tidak dapat mengakses akun tanpa kode 

kedua, yang hanya dapat diperoleh oleh nasabah. Sistem ini 

membuat akun nasabah jauh lebih sulit diakses oleh pihak yang 

tidak berwenang. 

Salah satu keuntungan utama dari 2FA adalah kemampuannya 

untuk mencegah akses yang tidak sah meskipun password akun 

telah diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam 

kasus peretasan, di mana kata sandi sering kali menjadi target 

utama, 2FA memberikan lapisan pengamanan tambahan. 

Misalnya, jika seorang peretas memperoleh akses ke kata sandi 

nasabah melalui phishing, masih harus menunggu atau 

memperoleh kode verifikasi yang dikirimkan melalui perangkat 

atau aplikasi autentikator yang dimiliki oleh nasabah. Hal ini 

menjadikan serangan peretasan lebih sulit dan memakan waktu, 

serta mengurangi risiko kerugian akibat pencurian identitas atau 

peretasan akun. 

c. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin 

(Machine Learning) 

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin 

(machine learning) dalam sektor perbankan semakin menjadi hal 

yang vital dalam menjaga keamanan data dan transaksi. 

Teknologi ini memungkinkan bank untuk secara otomatis 

menganalisis data transaksi dalam jumlah besar dan mendeteksi 

pola yang tidak biasa atau mencurigakan. Algoritma machine 

learning dilatih untuk mengenali pola transaksi yang umumnya 

terjadi dalam akun nasabah, sehingga bisa segera mendeteksi 

anomali yang bisa menandakan potensi penipuan atau pencurian 

identitas. Misalnya, jika ada transaksi yang tiba-tiba dilakukan di 
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lokasi geografis yang tidak biasa atau dengan jumlah yang tidak 

biasa, sistem ini dapat memberi peringatan dalam waktu nyata, 

memungkinkan bank untuk mengambil tindakan preventif. 

Teknologi AI dan machine learning memungkinkan deteksi 

potensi ancaman yang lebih cepat dan akurat daripada metode 

tradisional. Sistem berbasis AI dapat memproses data dalam 

jumlah besar lebih cepat dan lebih efisien, yang memungkinkan 

bank untuk merespons ancaman secara lebih tepat waktu. 

Misalnya, jika seorang nasabah tiba-tiba melakukan transaksi 

besar-besaran yang tidak sesuai dengan pola historis akun, AI 

dapat segera mengidentifikasi ini sebagai perilaku mencurigakan. 

Dengan cara ini, bank dapat mencegah kerugian lebih lanjut 

melalui tindakan seperti pembekuan akun atau pemberitahuan 

kepada nasabah. 

d. Firewall dan Sistem Deteksi Intrusi (IDS) 

Firewall dan sistem deteksi intrusi (IDS) merupakan dua 

komponen krusial dalam menjaga keamanan jaringan bank dari 

potensi serangan dan akses tidak sah. Firewall berfungsi sebagai 

garis pertahanan pertama yang membatasi lalu lintas jaringan 

yang masuk dan keluar dari sistem. Dengan konfigurasi yang 

tepat, firewall dapat memblokir akses dari sumber yang tidak 

dikenal atau mencurigakan, serta memastikan bahwa hanya 

komunikasi yang sah yang diperbolehkan. Di bank, firewall ini 

membantu menjaga integritas data dan melindungi sistem 

perbankan dari potensi serangan seperti hacking atau malware 

yang bisa merusak sistem internal. 

Sistem Deteksi Intrusi (IDS) bekerja sebagai alat pemantauan 

yang lebih proaktif dalam mendeteksi aktivitas yang tidak sah 

atau mencurigakan di dalam jaringan internal bank. IDS 

dirancang untuk memeriksa lalu lintas data yang melewati 

jaringan dan mencari pola atau tanda-tanda aktivitas yang tidak 

biasa yang dapat menunjukkan adanya upaya peretasan atau 

ancaman lainnya. Ketika IDS mendeteksi ancaman potensial, 

sistem ini memberikan peringatan kepada tim keamanan, yang 

kemudian dapat mengambil tindakan cepat untuk mencegah 

kerusakan lebih lanjut, seperti mengisolasi atau memblokir 

bagian dari sistem yang terpengaruh. 
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e. Pemantauan Keamanan Berbasis Cloud 

Pemantauan keamanan berbasis cloud menjadi salah satu inovasi 

penting dalam sistem keamanan teknologi tinggi yang diterapkan 

oleh bank. Cloud computing memungkinkan bank untuk 

mengakses dan menyimpan data di server yang terhubung secara 

global, yang tidak hanya menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, 

tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk memantau ancaman 

secara lebih efektif. Dengan menggunakan solusi keamanan 

berbasis cloud, bank dapat melakukan pemantauan data dan 

aktivitas nasabah dalam waktu nyata, memungkinkan deteksi 

dini terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sistem ini dapat 

memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, 

memberikan analisis dan peringatan instan jika ada aktivitas yang 

mencurigakan. 

Salah satu keuntungan utama dari pemantauan keamanan 

berbasis cloud adalah skalabilitasnya. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan kebutuhan bank, sistem cloud 

dapat disesuaikan untuk memenuhi kapasitas dan spesifikasi 

yang diperlukan. Layanan cloud menyediakan akses ke alat 

keamanan canggih, seperti sistem analisis perilaku dan 

identifikasi anomali yang dapat mengidentifikasi pola transaksi 

yang tidak biasa atau potensi serangan. Sistem ini secara otomatis 

memperbarui keamanan untuk mengatasi ancaman terbaru, 

dengan penyedia cloud yang bertanggung jawab untuk menjaga 

dan mengelola infrastruktur serta memperbarui perangkat lunak 

keamanan yang digunakan. 

 

2. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Keamanan Internal 

Untuk mencegah fraud internal, bank juga menerapkan kebijakan 

dan prosedur yang ketat untuk mengawasi aktivitas para karyawan dan 

memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan akses. Beberapa langkah 

yang diambil meliputi: 

a. Pemeriksaan Latar Belakang Karyawan 

Pemeriksaan latar belakang karyawan merupakan langkah awal 

yang sangat penting dalam menjaga keamanan internal di bank. 

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap karyawan 

yang diterima tidak memiliki catatan kriminal atau riwayat yang 

dapat menimbulkan potensi risiko bagi keamanan data dan 
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informasi sensitif. Pemeriksaan ini melibatkan verifikasi riwayat 

pendidikan, pekerjaan sebelumnya, serta pemeriksaan terhadap 

catatan kriminal atau tindakan fraud yang mungkin telah 

dilakukan oleh calon karyawan. Dengan langkah ini, bank dapat 

memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas 

tinggi yang dapat mengakses informasi penting dan menjalankan 

tugas yang berisiko. 

Pentingnya pemeriksaan latar belakang semakin diperkuat oleh 

meningkatnya ancaman siber dan potensi manipulasi data oleh 

pihak internal yang memiliki akses penuh. Bank tidak hanya 

memeriksa catatan kriminal, tetapi juga melakukan pengecekan 

lebih mendalam terkait kebiasaan atau pola perilaku yang dapat 

menunjukkan potensi risiko, seperti utang finansial atau perilaku 

mencurigakan lainnya. Pemeriksaan ini dapat membantu bank 

dalam memitigasi risiko yang berhubungan dengan potensi 

karyawan yang mungkin terdorong untuk terlibat dalam kegiatan 

ilegal, seperti pencurian data atau penyalahgunaan informasi 

pribadi nasabah. 

b. Kontrol Akses Terbatas 

Kontrol akses terbatas adalah kebijakan penting yang diterapkan 

oleh bank untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang 

memiliki wewenang tertentu yang dapat mengakses data dan 

sistem sensitif. Dalam hal ini, bank membatasi hak akses 

berdasarkan peran dan tanggung jawab setiap karyawan dalam 

organisasi. Misalnya, hanya petugas yang bertanggung jawab 

untuk mengelola akun nasabah yang dapat mengakses informasi 

keuangan, sedangkan karyawan di departemen lain hanya 

memiliki akses terbatas sesuai dengan tugasnya. Kebijakan ini 

bertujuan untuk mengurangi risiko kebocoran data dan 

penyalahgunaan informasi yang tidak sah. 

Pada implementasinya, bank menggunakan sistem manajemen 

hak akses yang memungkinkan pemberian izin berdasarkan 

prinsip kebutuhan. Dengan demikian, kontrol akses ini bukan 

hanya didasarkan pada jabatan, tetapi juga pada pekerjaan yang 

dilakukan. Sebagai contoh, seorang staf operasional yang tidak 

terkait dengan transaksi finansial tidak akan memiliki hak untuk 

melihat atau memanipulasi data keuangan nasabah. Sistem ini 

berfungsi untuk meminimalkan kemungkinan kebocoran data 
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akibat kelalaian atau tindakan yang tidak bertanggung jawab dari 

karyawan. Selain itu, kontrol akses yang ketat ini juga 

mengurangi potensi serangan dari dalam, karena mempersempit 

kemungkinan karyawan yang tidak berwenang mengakses sistem 

atau data sensitif. 

c. Audit Internal 

Audit internal merupakan salah satu mekanisme penting yang 

diterapkan oleh bank untuk memastikan bahwa semua transaksi 

dan aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. Proses audit ini dilakukan secara rutin dan 

independen oleh tim audit internal yang terlatih, yang memeriksa 

laporan keuangan, transaksi, serta proses-proses lainnya di dalam 

bank. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk mendeteksi 

adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merugikan 

bank, seperti penyelewengan dana atau tindakan fraud yang 

dilakukan oleh karyawan atau pihak internal lainnya. Selain itu, 

audit juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan 

dan prosedur keamanan yang diterapkan oleh bank. 

Audit internal juga memiliki peran yang krusial dalam 

meningkatkan efisiensi operasional bank. Dengan melakukan 

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aspek operasi, 

auditor dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan 

penguatan kontrol internal yang lebih baik. Misalnya, jika 

ditemukan kelemahan dalam kontrol akses atau sistem 

pemantauan, auditor dapat menyarankan tindakan korektif yang 

dapat mengurangi potensi risiko di masa depan. Hal ini 

membantu bank untuk tidak hanya menghindari kerugian 

finansial, tetapi juga meningkatkan integritas dan reputasi di 

mata nasabah dan regulator. 

d. Pelatihan Keamanan untuk Karyawan 

Pelatihan keamanan untuk karyawan adalah salah satu langkah 

krusial yang diambil oleh bank untuk mengurangi risiko 

kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat menyebabkan fraud 

atau pelanggaran terhadap kebijakan keamanan. Dalam pelatihan 

ini, karyawan diberikan pemahaman mendalam mengenai 

prosedur keamanan yang berlaku di bank, termasuk cara 

mengidentifikasi ancaman potensial seperti phishing, serangan 

malware, atau kebocoran data. Selain itu, juga dilatih mengenai 



174  Hukum perbankan Indonesia 

pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah dan menghindari 

perilaku yang dapat mengekspos informasi sensitif kepada pihak 

yang tidak berwenang. 

Pelatihan keamanan ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, 

karena ancaman terhadap sistem keamanan semakin berkembang 

seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Bank memastikan 

bahwa seluruh karyawan, baik yang bekerja di bagian 

operasional maupun yang berada di tingkat manajerial, memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang prosedur dan kebijakan 

keamanan yang berlaku. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan 

tidak hanya memahami langkah-langkah teknis yang harus 

diambil dalam menjaga keamanan data dan sistem, tetapi juga 

menyadari perannya dalam menjaga integritas dan reputasi bank. 

  

3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dan Regulator 

Kolaborasi antara bank dengan regulator dan lembaga eksternal 

menjadi elemen penting dalam mengatasi masalah fraud dan kejahatan 

siber dalam dunia perbankan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat vital dalam 

menetapkan kebijakan serta regulasi yang mengatur tentang sistem 

keamanan perbankan. OJK dan BI tidak hanya menetapkan standar yang 

harus diikuti oleh bank-bank di Indonesia, tetapi juga melakukan 

pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini untuk memastikan 

bahwa bank-bank di tanah air mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Regulasi yang ketat ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan 

yang lebih aman bagi nasabah serta mengurangi potensi kerugian yang 

disebabkan oleh kejahatan siber atau fraud. 

Bank juga menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum, 

seperti kepolisian dan lembaga terkait lainnya, untuk melaporkan setiap 

aktivitas mencurigakan atau tindakan fraud yang terdeteksi. Kolaborasi 

ini memungkinkan bank untuk segera melaporkan dan menangani 

potensi pelanggaran hukum, sehingga tindak lanjut investigasi dapat 

dilakukan dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, bank tidak hanya 

berperan sebagai penyedia layanan keuangan tetapi juga sebagai pihak 

yang aktif dalam menjaga integritas dan keamanan sistem perbankan 

secara nasional. 

Kemitraan dengan penyedia teknologi keamanan dan perusahaan 

cybersecurity juga menjadi bagian dari langkah preventif yang diambil 
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oleh bank untuk meningkatkan proteksi terhadap ancaman siber. 

Penyedia teknologi ini memiliki keahlian dalam merancang dan 

mengimplementasikan solusi keamanan canggih, seperti sistem deteksi 

intrusi, enkripsi data, serta pemantauan sistem secara real-time. Dengan 

teknologi yang tepat, bank dapat memitigasi risiko dan mengidentifikasi 

potensi serangan siber lebih awal sebelum ancaman tersebut berkembang 

menjadi masalah besar. 

 

4. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Siber 

Upaya pencegahan kejahatan siber melibatkan strategi yang lebih 

luas, termasuk: 

a. Kesadaran Keamanan di Kalangan Nasabah 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber dalam sektor 

perbankan tidak hanya melibatkan pihak internal bank, tetapi 

juga membutuhkan partisipasi aktif dari nasabah. Oleh karena 

itu, bank perlu meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan 

nasabah melalui berbagai kampanye edukasi. Salah satu langkah 

penting adalah memberikan pemahaman kepada nasabah tentang 

pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ini mencakup 

informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN, dan kata sandi 

yang seharusnya tidak dibagikan kepada siapapun, bahkan dalam 

komunikasi dengan pihak yang mengaku sebagai bank. 

Bank perlu mengedukasi nasabah tentang ancaman umum yang 

sering menjadi sasaran para penjahat siber, seperti phishing dan 

malware. Phishing adalah metode penipuan di mana pelaku 

mencoba memperoleh informasi pribadi nasabah dengan 

menyamar sebagai pihak yang sah, seperti bank atau penyedia 

layanan. Bank perlu memberikan panduan yang jelas kepada 

nasabah mengenai cara mengenali email atau pesan teks yang 

mencurigakan, serta bagaimana cara memverifikasi keaslian 

komunikasi tersebut. Edukasi ini sangat penting untuk 

membekali nasabah dengan keterampilan dalam melindungi diri 

dari ancaman yang bisa berakibat fatal. 

b. Pengembangan Kebijakan Keamanan Siber 

Pengembangan kebijakan keamanan siber yang efektif adalah 

langkah krusial bagi bank dalam menjaga integritas dan 

keamanan sistem informasi. Kebijakan ini harus mencakup 

berbagai aspek penting, mulai dari pencegahan hingga 
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penanganan insiden yang terjadi. Salah satu elemen utama adalah 

prosedur penanganan insiden siber, yang mencakup langkah-

langkah yang harus diambil ketika terdeteksi adanya ancaman 

atau serangan siber. Kebijakan ini harus menjelaskan siapa yang 

bertanggung jawab, bagaimana tim keamanan akan merespon, 

serta prosedur yang harus diikuti untuk memitigasi dampak dari 

serangan tersebut. 

Bank juga perlu memiliki prosedur pemulihan yang jelas dalam 

kebijakan keamanan siber. Pemulihan data dan sistem sangat 

penting untuk memastikan bahwa bank dapat kembali beroperasi 

dengan cepat dan efisien setelah terjadinya insiden siber. Ini 

termasuk memiliki backup data yang terjamin keamanannya, 

serta rencana pemulihan yang terstruktur dengan baik untuk 

memastikan kelangsungan operasional. Bank juga harus menguji 

dan memperbarui prosedur ini secara rutin agar siap menghadapi 

berbagai kemungkinan ancaman yang berkembang. 

c. Pemulihan dan Respon Insiden Keamanan 

Pemulihan dan respon insiden keamanan siber merupakan 

komponen kritis dalam strategi keamanan perbankan yang 

efektif. Setelah terjadinya pelanggaran, bank harus segera 

mengaktifkan rencana pemulihan yang telah disiapkan 

sebelumnya untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan 

operasional secepat mungkin. Salah satu aspek penting dalam 

pemulihan adalah pengendalian akses yang tepat. Setelah insiden 

terdeteksi, bank perlu memastikan bahwa akses ke sistem yang 

terpengaruh dibatasi atau dihentikan sementara untuk mencegah 

penyebaran serangan lebih lanjut. Langkah ini membantu 

meminimalkan kerugian lebih lanjut dan memberi waktu untuk 

menganalisis dan memperbaiki celah keamanan. 

Langkah berikutnya adalah melaksanakan analisis forensik untuk 

memahami secara rinci bagaimana insiden tersebut terjadi, siapa 

yang bertanggung jawab, serta dampaknya. Proses ini 

memerlukan kerjasama dengan tim ahli dan lembaga eksternal, 

seperti penyedia layanan keamanan siber atau penegak hukum, 

untuk menyelidiki jejak digital dan mengidentifikasi sumber 

serangan. Temuan dari analisis ini kemudian digunakan untuk 

memperkuat kebijakan keamanan dan memperbaiki sistem agar 

lebih tahan terhadap ancaman serupa di masa depan. 
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D. Sanksi terhadap Pelanggaran dalam Sektor Perbankan 

 

Sektor perbankan memiliki peran vital dalam perekonomian 

suatu negara, baik dalam hal stabilitas finansial, keberlanjutan investasi, 

maupun transaksi perdagangan. Namun, sektor ini juga rentan terhadap 

berbagai bentuk pelanggaran hukum, yang bisa berdampak negatif 

terhadap perekonomian dan kepercayaan masyarakat. Pelanggaran 

dalam sektor perbankan meliputi berbagai bentuk, seperti pencucian 

uang, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran terhadap 

regulasi yang berlaku. Untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem 

keuangan, penting adanya penegakan hukum yang tegas terhadap 

pelanggaran-pelanggaran ini. Salah satu bentuk penegakan hukum 

adalah pemberian sanksi yang bersifat preventif dan represif. Dalam 

konteks ini, sanksi bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga 

sebagai alat pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa 

depan. 

 

1. Sanksi Administratif 

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh regulator 

(OJK, BI) terhadap bank yang melanggar peraturan yang berlaku. Jenis 

sanksi administratif ini termasuk: 

a. Teguran Tertulis 

Teguran tertulis merupakan salah satu bentuk sanksi 

administratif yang diberikan kepada bank yang melanggar 

ketentuan atau regulasi yang berlaku. Sanksi ini biasanya 

diberikan sebagai peringatan awal sebelum langkah lebih serius 

diambil. Tujuan utama dari teguran tertulis adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada bank untuk memperbaiki 

kesalahan atau pelanggaran yang telah terjadi tanpa harus 

menghadapi hukuman yang lebih berat. Teguran ini biasanya 

disertai dengan penjelasan mengenai regulasi yang dilanggar dan 

mengapa tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Sebagai bentuk peringatan awal, teguran tertulis juga dapat 

berfungsi sebagai langkah preventif. Ketika bank menerima 

teguran ini, pihak manajemen diharapkan untuk segera 

melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur internal, 

serta memperbaiki praktek yang melanggar regulasi. Teguran 
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tertulis mengingatkan bank untuk lebih berhati-hati dalam 

menjalankan operasionalnya, sehingga dapat mencegah 

terjadinya pelanggaran lebih lanjut yang berpotensi 

menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi dan 

kelangsungan bisnis. 

b. Denda 

Denda adalah salah satu bentuk sanksi administratif yang 

dikenakan kepada bank yang melanggar peraturan atau ketentuan 

yang berlaku. Sanksi ini biasanya diberikan oleh otoritas yang 

berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank 

Indonesia, untuk memberikan efek jera bagi bank yang tidak 

mematuhi regulasi yang ada. Denda ini memiliki tujuan untuk 

memberikan sanksi finansial kepada bank yang melakukan 

pelanggaran, sekaligus menjadi alat pengawasan yang efektif 

untuk memastikan bahwa bank tetap mengikuti prinsip kehati-

hatian dan regulasi yang telah ditetapkan. 

Besaran denda yang dikenakan dapat bervariasi, tergantung pada 

jenis pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan 

oleh pelanggaran tersebut. Misalnya, pelanggaran yang 

berhubungan dengan masalah transparansi, pencucian uang, atau 

ketidakpatuhan terhadap peraturan pengelolaan risiko bisa 

dikenakan denda yang cukup besar. Denda ini juga dapat 

diberikan secara berulang jika bank tidak segera memperbaiki 

praktik yang melanggar aturan atau jika pelanggaran tersebut 

dianggap serius. Oleh karena itu, sanksi denda berfungsi sebagai 

peringatan kepada bank untuk lebih berhati-hati dalam 

menjalankan operasionalnya dan memastikan kepatuhan 

terhadap regulasi. 

c. Pembatasan Kegiatan 

Pembatasan kegiatan operasional adalah salah satu sanksi 

administratif yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) kepada bank yang melanggar ketentuan yang berlaku. 

Sanksi ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak bank dalam 

melakukan ekspansi atau memperluas operasionalnya selama 

periode tertentu. Misalnya, bank yang terbukti melanggar aturan 

terkait manajemen risiko atau pengelolaan dana nasabah dapat 

dikenakan pembatasan untuk membuka cabang baru, yang pada 
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gilirannya akan mengurangi potensi risiko keuangan lebih lanjut 

akibat kelalaian dalam pengelolaan internal. 

Pembatasan jenis layanan yang diberikan kepada nasabah juga 

bisa menjadi bagian dari sanksi yang dijatuhkan. OJK bisa 

membatasi bank dalam menawarkan produk atau layanan tertentu 

yang memiliki risiko tinggi atau yang tidak sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, bank yang tidak 

memenuhi standar keamanan atau ketentuan dalam pelayanan 

transaksi internasional bisa dibatasi untuk menawarkan produk 

tersebut hingga memperbaiki sistemnya. Pembatasan ini 

berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas 

sistem perbankan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi 

nasabah maupun sektor keuangan secara keseluruhan. 

d. Pencabutan Izin Usaha 

Pencabutan izin usaha adalah sanksi administratif yang paling 

berat yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

kepada bank yang terbukti melakukan pelanggaran serius 

terhadap regulasi perbankan. Sanksi ini mengakibatkan bank 

kehilangan hak untuk beroperasi di sektor perbankan, yang 

berarti tidak dapat lagi menyediakan produk atau layanan 

keuangan kepada masyarakat. Pencabutan izin usaha sering kali 

diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran yang 

mengancam integritas sistem keuangan, seperti praktik 

pencucian uang yang masif, penipuan besar-besaran, atau 

kegagalan dalam mengelola risiko yang berdampak pada 

stabilitas ekonomi. 

Sanksi pencabutan izin usaha bertujuan untuk memberikan efek 

jera kepada bank dan memberikan sinyal yang kuat kepada 

industri perbankan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang 

ditetapkan dapat berakibat fatal. Hal ini juga mencerminkan 

komitmen regulator untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem perbankan, memastikan bahwa hanya bank yang 

memenuhi standar operasional yang ketat yang dapat beroperasi. 

Dengan demikian, sanksi ini menjadi alat yang sangat penting 

dalam menjaga integritas pasar keuangan dan melindungi 

nasabah serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 
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2. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan 

bersifat kriminal, seperti pencucian uang, korupsi, atau fraud yang 

merugikan nasabah dan pihak lain. Sanksi pidana ini bisa mencakup: 

a. Penjara 

Sanksi pidana berupa hukuman penjara diterapkan terhadap 

individu yang terlibat dalam tindak pidana perbankan, seperti 

pencucian uang atau penipuan, untuk memberikan efek jera dan 

menegakkan keadilan. Dalam kasus pencucian uang, misalnya, 

pelaku yang terbukti secara sengaja melakukan tindakan yang 

bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari 

kegiatan ilegal, dapat dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi, 

tergantung pada seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan 

tingkat kesengajaan dalam melakukan kejahatan tersebut. 

Hukuman penjara ini tidak hanya menjadi bentuk pembalasan, 

tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan 

serupa di masa depan. 

Bagi pelaku penipuan perbankan, yang melibatkan 

penyalahgunaan informasi atau manipulasi data untuk 

keuntungan pribadi atau kelompok, sanksi penjara juga 

diterapkan sebagai bentuk hukuman yang sebanding dengan 

tindakan yang dilakukan. Penipuan yang melibatkan sejumlah 

besar dana atau merugikan banyak pihak, seperti nasabah dan 

institusi keuangan, dapat mengakibatkan hukuman penjara yang 

lebih lama. Tujuan utama dari penerapan hukuman penjara ini 

adalah untuk memberi peringatan kepada pelaku lainnya bahwa 

tindakan kriminal dalam dunia perbankan akan diberantas 

dengan tegas oleh pihak berwenang. 

b. Denda 

Denda sebagai sanksi pidana dalam tindak kejahatan perbankan 

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan 

mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan 

kriminal. Dalam hal pencucian uang atau penipuan, denda dapat 

dikenakan sebagai tambahan atau alternatif hukuman penjara, 

tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang 

ditimbulkan. Besaran denda yang dijatuhkan oleh pengadilan 

biasanya didasarkan pada nilai dana yang terlibat dalam 

kejahatan tersebut, serta dampaknya terhadap individu dan 
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sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan efek pencegahan yang lebih efektif terhadap pelaku 

maupun orang lain yang mungkin berniat melakukan kejahatan 

serupa. 

Sanksi denda tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, 

tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat 

tindakannya. Dalam banyak kasus, uang yang diterima dari 

denda ini dapat dialokasikan untuk membiayai pemulihan atau 

kompensasi terhadap korban kejahatan atau untuk mendanai 

lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana perbankan. Dengan demikian, denda menjadi salah satu 

cara untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh 

pelaku tindak kejahatan dan memperkuat upaya-upaya 

pencegahan di masa depan. 

 

3. Sanksi Terhadap Individu dan Manajemen 

Pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau manajer bank 

juga dapat dikenakan sanksi. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan 

antara lain: 

a. Pemecatan atau Penghentian dari Jabatan 

Pemecatan atau penghentian dari jabatan merupakan salah satu 

sanksi yang paling tegas yang dapat diterapkan pada manajer atau 

karyawan yang terlibat dalam pelanggaran serius, seperti fraud 

atau penyalahgunaan kewenangan. Tindakan ini bertujuan untuk 

memberikan efek jera dan memastikan bahwa individu yang 

melakukan pelanggaran tidak lagi memiliki akses ke posisi yang 

memungkinkan untuk menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi 

bank atau nasabah. Pemecatan tidak hanya mencerminkan 

kebijakan tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga 

memperlihatkan komitmen bank untuk menjaga integritas dan 

keamanan operasional. 

Proses pemecatan ini umumnya dilakukan setelah adanya 

pemeriksaan internal atau audit yang memadai, yang 

membuktikan bahwa karyawan tersebut terlibat dalam tindak 

pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pemecatan ini dapat diikuti 

dengan sanksi hukum yang lebih berat, seperti pelaporan kepada 

pihak berwenang atau pengadilan, tergantung pada beratnya 

pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, bank juga dapat 
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memberikan larangan bagi individu yang dipecat untuk bekerja 

di sektor perbankan di masa depan, untuk mencegahnya berulang 

kali terlibat dalam tindakan yang merugikan sistem keuangan. 

b. Sanksi Profesional 

Sanksi profesional, seperti pencabutan izin profesi, merupakan 

sanksi yang dapat dikenakan kepada individu yang terbukti 

terlibat dalam pelanggaran serius di sektor perbankan atau 

keuangan. Pencabutan izin profesi ini menghalangi individu 

tersebut untuk terus berpraktik dalam bidang yang bersangkutan, 

dan biasanya diterapkan pada yang memiliki kewenangan 

khusus, seperti auditor internal, manajer risiko, atau profesional 

lain yang memegang posisi penting dalam menjaga integritas 

operasional bank. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah individu 

yang telah terbukti melanggar hukum atau etika untuk kembali 

merusak kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. 

Keputusan untuk mencabut izin profesi tidak diambil secara 

sembarangan dan melibatkan proses investigasi yang mendalam. 

Biasanya, regulator atau badan pengawas, seperti Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), akan melakukan penilaian berdasarkan bukti-

bukti yang ada, yang mencakup hasil audit, laporan investigasi, 

dan kesaksian terkait. Pencabutan izin ini lebih dari sekadar 

hukuman, namun juga berfungsi sebagai langkah preventif agar 

individu yang terlibat dalam pelanggaran berat tidak lagi 

memiliki peluang untuk beroperasi di lingkungan yang dapat 

memberi dampak buruk terhadap nasabah atau lembaga 

keuangan.   
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BAB X 
PENYELESAIAN SENGKETA DAN 

KRISIS PERBANKAN 
 

 

 

Penyelesaian Sengketa dan Krisis Perbankan yang merupakan 

bagian penting dalam sistem perbankan Indonesia. Sengketa dalam 

perbankan sering kali melibatkan bank dan nasabah, tetapi juga dapat 

melibatkan lembaga lain seperti regulator atau pihak ketiga. 

Penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk memastikan hubungan 

yang sehat dan transparan antara bank dan pihak terkait. Oleh karena itu, 

ada mekanisme yang telah diatur oleh hukum, baik melalui jalur litigasi 

maupun non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan 

perselisihan secara efisien dan adil. 

Krisis perbankan adalah situasi di mana sistem perbankan atau 

sebuah bank menghadapi masalah likuiditas yang serius, yang bisa 

berdampak pada stabilitas ekonomi negara. Dalam konteks ini, penting 

untuk memahami bagaimana otoritas seperti Bank Indonesia (BI), OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan), serta LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) 

berperan dalam penanganan krisis. Intervensi oleh lembaga-lembaga ini 

berfungsi untuk menjaga agar krisis tidak meluas dan merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. 

 

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan 

 

Sengketa perbankan merupakan masalah yang dapat timbul 

akibat ketidaksepakatan antara pihak bank dan nasabah atau antara bank 

dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi perbankan. Sengketa ini bisa 

terjadi di berbagai tingkat, mulai dari masalah sederhana yang terkait 

dengan layanan perbankan, hingga isu yang lebih kompleks, seperti 

pelanggaran kontrak, fraud, atau masalah terkait keamanan data. Oleh 

karena itu, penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menjaga 
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integritas dan stabilitas sektor perbankan (Kencanawati, 2022). 

Penyelesaian sengketa dalam sektor perbankan tidak hanya mengacu 

pada aspek hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang 

mengedepankan keberlanjutan hubungan antara bank dan nasabahnya. 

Prosedur penyelesaian sengketa perbankan dapat dilakukan melalui 

beberapa jalur, seperti penyelesaian melalui saluran internal bank, 

mediasi, arbitrase, hingga litigasi di pengadilan. Dalam konteks ini, 

penting untuk memahami berbagai mekanisme yang tersedia, serta 

prinsip-prinsip yang mendasari penyelesaian sengketa di sektor 

perbankan. Penyelesaian sengketa perbankan umumnya dilakukan 

melalui beberapa langkah yang mencakup upaya penyelesaian secara 

internal, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Berikut adalah uraian masing-

masing jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam sektor 

perbankan: 

 

1. Penyelesaian Sengketa Secara Internal Bank 

Banyak bank di Indonesia mengembangkan mekanisme 

penyelesaian sengketa secara internal sebelum membawa masalah 

tersebut ke jalur hukum atau pihak ketiga. Penyelesaian ini dilakukan 

melalui pengaduan nasabah yang kemudian diproses oleh bagian 

customer service atau unit penyelesaian sengketa yang ada di bank. 

Prosedur penyelesaian sengketa secara internal biasanya melalui 

tahapan berikut: 

a. Pengajuan Pengaduan 

Pengajuan pengaduan merupakan langkah pertama yang dapat 

diambil oleh nasabah jika merasa dirugikan dalam hubungan 

transaksi dengan bank. Untuk memberikan kemudahan bagi 

nasabah, bank biasanya menyediakan berbagai saluran 

pengaduan, seperti telepon, email, atau formulir pengaduan yang 

dapat diakses di kantor cabang. Pengaduan ini bisa mencakup 

berbagai masalah, mulai dari kesalahan transaksi, pelayanan 

yang tidak memadai, hingga kebijakan bank yang dianggap 

merugikan nasabah. Adanya saluran pengaduan yang mudah 

diakses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keluhan 

nasabah dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan cara 

yang memadai. 

Bank akan melakukan evaluasi terhadap masalah yang 

dilaporkan dan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang 



 185 Buku Referensi 

seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Biasanya, bank memiliki 

tim khusus yang menangani pengaduan nasabah, seperti 

customer service atau unit khusus untuk menangani masalah 

yang lebih kompleks. Tim ini akan berkomunikasi dengan 

nasabah untuk meminta klarifikasi lebih lanjut terkait masalah 

yang dihadapi dan melakukan investigasi internal untuk mencari 

solusi yang tepat. 

b. Investigasi oleh Bank 

Langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi untuk 

memverifikasi kebenaran klaim yang diajukan. Proses ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa pengaduan yang 

disampaikan memang berdasarkan pada fakta yang valid dan 

bahwa nasabah benar-benar mengalami kerugian atau masalah 

dalam transaksi atau pelayanan. Bank akan mengumpulkan 

bukti-bukti yang relevan, seperti catatan transaksi, komunikasi 

dengan nasabah, dan informasi lainnya yang dapat mendukung 

atau membantah klaim tersebut. Investigasi ini dilakukan oleh 

tim yang berkompeten, seperti bagian customer service atau tim 

internal audit, untuk memastikan proses berjalan secara objektif 

dan transparan. 

Selama proses investigasi, bank akan melakukan komunikasi 

dengan nasabah untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut 

terkait masalah yang terjadi. Hal ini penting agar bank memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang 

dihadapi nasabah. Tim bank juga akan menelusuri seluruh alur 

transaksi atau layanan yang terkait dengan pengaduan tersebut, 

dan memeriksa apakah terdapat kesalahan administratif, teknis, 

atau faktor lain yang menyebabkan ketidaknyamanan atau 

kerugian bagi nasabah. Bank harus mengumpulkan semua 

informasi yang diperlukan untuk memberikan solusi yang adil 

dan tepat bagi nasabah. 

c. Penyelesaian atau Solusi 

Langkah berikutnya adalah memberikan solusi yang sesuai 

dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di bank. Solusi ini 

bisa berupa pengembalian dana jika nasabah mengalami kerugian 

finansial, misalnya akibat transaksi yang salah atau kesalahan 

sistem. Pengembalian dana akan dilakukan dengan cepat dan 

transparan, dan nasabah akan diberi informasi terkait proses 
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tersebut, termasuk estimasi waktu yang diperlukan untuk 

pemulihan dana. Selain itu, jika nasabah merasa layanan yang 

diterima tidak sesuai dengan harapan atau standar yang 

dijanjikan, bank akan melakukan perbaikan untuk memastikan 

layanan di masa depan lebih baik. 

Bank juga dapat menawarkan kompensasi jika nasabah 

mengalami ketidaknyamanan atau kerugian non-finansial akibat 

masalah yang terjadi. Kompensasi ini bisa berupa pemberian 

layanan tambahan, diskon untuk produk atau layanan tertentu, 

atau bentuk penghargaan lain yang dianggap layak. Tujuan dari 

kompensasi adalah untuk menjaga hubungan baik dengan 

nasabah dan menunjukkan bahwa bank peduli terhadap kepuasan 

pelanggan. Kompensasi ini biasanya diberikan sebagai bentuk 

tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dan sebagai upaya 

untuk memperbaiki citra bank di mata nasabah. 

d. Pemberitahuan Hasil 

Langkah selanjutnya adalah memberikan pemberitahuan kepada 

nasabah mengenai hasil dari penyelesaian tersebut. 

Pemberitahuan ini biasanya disampaikan secara resmi melalui 

saluran komunikasi yang disepakati, seperti email, telepon, atau 

surat langsung. Bank akan menjelaskan secara rinci mengenai 

keputusan yang diambil, langkah-langkah yang telah diambil 

untuk mengatasi masalah, serta alasan di balik keputusan 

tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah 

memahami secara jelas apa yang telah dilakukan oleh bank untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Jika nasabah merasa puas dengan solusi yang diberikan, bank 

akan menandai kasus tersebut sebagai selesai. Nasabah juga 

diberi kesempatan untuk memberikan feedback atau umpan balik 

mengenai proses penyelesaian yang telah dilakukan, apakah ada 

hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Umpan balik ini 

sangat penting bagi bank untuk melakukan perbaikan dan 

evaluasi terhadap prosedur internalnya, agar penyelesaian 

sengketa di masa depan bisa dilakukan dengan lebih efisien dan 

memuaskan. Dengan memberikan kesempatan ini, bank juga 

menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas 

layanan dan memperkuat hubungan dengan nasabah. 
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2. Mediasi 

Jika penyelesaian sengketa secara internal tidak berhasil, pihak-

pihak yang terlibat dapat memilih untuk menggunakan jalur mediasi. 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang 

netral, yaitu mediator, membantu pihak yang bersengketa untuk 

mencapai kesepakatan. Mediasi dalam sektor perbankan dapat dilakukan 

melalui lembaga mediasi yang sudah terakreditasi atau lembaga yang 

disarankan oleh regulator perbankan. Proses mediasi dalam penyelesaian 

sengketa perbankan biasanya melibatkan langkah-langkah berikut: 

a. Pemilihan Mediator 

Pemilihan mediator yang tepat merupakan langkah penting 

dalam proses mediasi penyelesaian sengketa di sektor perbankan. 

Mediator yang dipilih haruslah individu yang independen, tanpa 

adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi proses 

penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

keputusan yang diambil dalam mediasi tidak memihak pada salah 

satu pihak, baik itu nasabah maupun bank. Sebagai pihak yang 

netral, mediator bertanggung jawab untuk memfasilitasi 

komunikasi antara kedua belah pihak dan membantu mencapai 

kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Mediator yang dipilih juga harus memiliki pengetahuan yang 

memadai mengenai industri perbankan dan regulasi yang 

mengatur sektor tersebut. Pengetahuan ini sangat penting agar 

mediator dapat memahami konteks sengketa dengan baik, serta 

dapat memberikan solusi yang sesuai dengan praktik terbaik dan 

ketentuan hukum yang berlaku. Mediator yang berpengalaman 

dalam industri perbankan akan lebih mampu menilai secara 

objektif, memberikan panduan yang relevan, dan memastikan 

bahwa solusi yang dicapai tidak hanya adil tetapi juga realistis. 

b. Pertemuan Mediasi 

Pertemuan mediasi merupakan tahap krusial dalam proses 

penyelesaian sengketa. Pada pertemuan ini, pihak yang 

bersengketa, baik bank maupun nasabah, bertemu dengan 

mediator untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi. 

Tujuan utama dari pertemuan mediasi adalah menciptakan 

suasana yang terbuka, di mana kedua belah pihak dapat 

mengemukakan pandangannya mengenai sengketa yang terjadi. 

Mediator berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa 
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setiap pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya tanpa adanya gangguan atau dominasi dari pihak 

lainnya. 

Selama pertemuan, mediator akan berusaha untuk memahami 

posisi dan keinginan masing-masing pihak, serta mencari titik 

temu yang dapat diterima oleh keduanya. Dalam banyak kasus, 

mediator akan memandu diskusi dengan mengajukan pertanyaan 

yang relevan dan memberikan klarifikasi untuk memperjelas 

masalah yang sedang diperdebatkan. Mediator juga dapat 

memberikan saran atau opsi solusi yang mungkin tidak 

dipertimbangkan oleh salah satu pihak, untuk membantu melihat 

masalah dari perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu, 

pertemuan ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, 

kedewasaan emosional, dan kemampuan untuk tetap objektif. 

c. Kesepakatan 

Apabila kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan, 

mediator akan menyusun perjanjian yang mengikat sebagai hasil 

dari mediasi tersebut. Kesepakatan ini bertujuan untuk 

memberikan solusi yang adil dan memadai bagi kedua pihak 

yang terlibat dalam sengketa. Biasanya, kesepakatan tersebut 

akan mencakup detail tentang langkah-langkah yang harus 

diambil oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, baik itu berupa pengembalian dana, perbaikan layanan, 

atau bahkan perubahan prosedur operasional di masa depan. 

Dalam beberapa kasus, kesepakatan ini juga dapat mencakup 

klausul tentang kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya. 

Perjanjian yang dihasilkan dari mediasi ini sering kali dituangkan 

dalam bentuk tertulis agar menjadi bukti yang sah dan 

menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Tulisan 

perjanjian ini juga berfungsi untuk merinci hak dan kewajiban 

yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dokumen tersebut 

harus jelas dan lengkap, mencakup segala detail yang relevan 

dengan kesepakatan yang telah dicapai, termasuk tenggat waktu 

pelaksanaan dan mekanisme evaluasi hasil. Setelah dokumen 

tersebut disusun, kedua belah pihak akan diminta untuk 

membaca, memverifikasi, dan memberikan persetujuan terhadap 

isi perjanjian. 
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3. Arbitrase 

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak 

yang bersengketa setuju untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrator, 

yang merupakan pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk membuat 

keputusan yang mengikat. Arbitrase dalam sektor perbankan dapat 

dilakukan jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau 

penyelesaian internal. Prosedur arbitrase dalam sektor perbankan 

umumnya mengikuti tahapan berikut: 

a. Pemilihan Arbitrator 

Pemilihan arbitrator merupakan langkah penting dalam proses 

arbitrase karena akan mempengaruhi jalannya penyelesaian 

sengketa. Arbitrator yang dipilih harus memiliki keahlian yang 

memadai di bidang yang bersangkutan, dalam hal ini, bidang 

perbankan. Ini sangat penting karena sengketa perbankan sering 

melibatkan aspek teknis yang membutuhkan pemahaman 

mendalam tentang regulasi keuangan, transaksi perbankan, serta 

praktik dan kebijakan yang berlaku di industri tersebut. Keahlian 

arbitrator dalam bidang ini akan memastikan bahwa proses 

penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efisien dan 

keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara 

profesional. 

Biasanya, para pihak yang bersengketa akan sepakat untuk 

memilih arbitrator bersama-sama. Dalam beberapa kasus, kedua 

belah pihak dapat memilih arbitrator secara bergantian, atau 

dapat memanfaatkan layanan lembaga arbitrase yang memiliki 

daftar arbitrator yang terverifikasi, khususnya yang berkompeten 

dalam masalah perbankan. Pemilihan ini harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan kredibilitas, pengalaman, dan rekam jejak 

arbitrator dalam menangani kasus serupa. Proses pemilihan 

arbitrator harus dilakukan secara transparan dan dengan 

kesepakatan bersama agar tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 

b. Proses Persidangan 

Proses persidangan dalam arbitrase dimulai dengan kedua belah 

pihak menyampaikan argumen masing-masing terkait dengan 

sengketa yang dihadapi. Setiap pihak diberikan kesempatan 

untuk menjelaskan posisinya, baik melalui presentasi lisan 

maupun dokumen tertulis yang mendukung klaim. Pada tahap 
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ini, para pihak dapat menghadirkan saksi atau ahli yang dapat 

memberikan keterangan yang relevan dengan kasus tersebut. 

Arbitrator akan mendengarkan semua argumen dan pernyataan 

yang disampaikan untuk memahami sepenuhnya inti dari 

sengketa yang ada. 

Arbitrator juga akan memeriksa bukti-bukti yang disajikan oleh 

masing-masing pihak. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen 

kontrak, rekaman komunikasi, bukti transaksi, atau bentuk bukti 

lainnya yang relevan dengan sengketa yang sedang diproses. 

Arbitrator memiliki kewenangan untuk meminta tambahan bukti 

atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan jika diperlukan 

untuk memperjelas situasi yang ada. Proses ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada 

fakta yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Keputusan Arbitrase 

Arbitrator akan mempertimbangkan seluruh informasi yang telah 

diperoleh untuk membuat keputusan. Keputusan ini 

mencerminkan analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta yang 

ada dan penerapan hukum yang relevan dengan sengketa yang 

sedang diproses. Sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam 

bidang perbankan atau hukum, arbitrator bertanggung jawab 

untuk membuat keputusan yang adil dan berimbang. Keputusan 

ini tidak hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga 

pada prinsip keadilan yang berlaku di sektor perbankan. 

Keputusan arbitrase bersifat final, artinya tidak dapat diajukan 

banding atau dipertanyakan lebih lanjut di pengadilan. Hal ini 

menjadikan arbitrase sebagai alternatif yang efisien bagi para 

pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tanpa 

proses yang berlarut-larut. Keputusan tersebut mengikat kedua 

belah pihak, yang berarti wajib melaksanakan apa yang telah 

diputuskan oleh arbitrator, baik itu berupa pembayaran, 

perbaikan layanan, atau langkah-langkah lain sesuai dengan 

keputusan tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi 

keputusan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut 

pelaksanaan keputusan melalui proses hukum yang lebih lanjut. 
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4. Litigasi di Pengadilan 

Jika penyelesaian sengketa melalui jalur internal, mediasi, atau 

arbitrase tidak berhasil, pihak yang bersengketa dapat membawa 

masalah ke pengadilan. Litigasi adalah jalur penyelesaian sengketa yang 

paling formal, di mana sengketa dibawa ke pengadilan untuk diputuskan 

oleh hakim. Prosedur litigasi dalam sengketa perbankan biasanya 

melibatkan beberapa tahapan berikut: 

a. Pendaftaran Gugatan 

Pendaftaran gugatan di pengadilan merupakan langkah awal bagi 

pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan melalui 

jalur hukum. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan 

kepada pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk 

menangani kasus tersebut. Pihak penggugat harus menyertakan 

bukti-bukti yang mendukung klaim, seperti dokumen, saksi, atau 

bukti lainnya yang relevan. Bukti ini sangat penting untuk 

membuktikan bahwa klaim yang diajukan memang valid dan 

layak untuk diproses lebih lanjut oleh pengadilan. Selain itu, 

penggugat juga perlu menyusun dokumen gugatan secara jelas 

dan rinci agar pengadilan dapat memahami substansi sengketa 

yang sedang dipersoalkan. 

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa 

kelengkapan administrasi dan dokumen yang disertakan. Jika 

semua persyaratan terpenuhi, pengadilan akan menetapkan 

jadwal sidang dan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak 

tergugat. Pihak tergugat kemudian akan diberikan kesempatan 

untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan. 

Dalam beberapa kasus, jika pihak tergugat tidak hadir atau tidak 

mengajukan pembelaan, pengadilan dapat melanjutkan proses 

persidangan berdasarkan bukti yang ada. Proses ini memastikan 

bahwa setiap pihak diberikan kesempatan yang adil untuk 

menyampaikan argumen dan bukti. 

b. Sidang Pengadilan 

Sidang pengadilan merupakan tahap penting dalam proses litigasi 

di mana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan 

argumen dan mempresentasikan bukti-bukti yang mendukung 

klaim. Pada tahap ini, hakim atau majelis hakim akan 

mendengarkan keterangan dari penggugat dan tergugat, serta 

saksi-saksi yang relevan, guna mendapatkan gambaran yang jelas 
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mengenai permasalahan yang sedang diperselisihkan. Sidang ini 

biasanya berlangsung di ruang sidang yang terbuka untuk umum, 

kecuali ada alasan tertentu yang menyebabkan sidang dilakukan 

secara tertutup, misalnya terkait dengan isu sensitif atau 

perlindungan data pribadi. 

Selama sidang, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan argumentasi sesuai dengan apa yang telah 

tercatat dalam gugatan dan jawaban yang telah diajukan 

sebelumnya. Penggugat akan memulai dengan menyampaikan 

pokok masalah serta bukti-bukti yang mendukung posisinya, 

seperti dokumen kontrak, saksi, atau bukti lainnya. Sementara 

itu, pihak tergugat juga akan memberikan pembelaan dan 

mempresentasikan bukti yang membantah klaim penggugat. 

Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak akan diperiksa oleh 

pengadilan untuk memastikan keabsahannya dan relevansinya 

terhadap sengketa yang ada. 

c. Keputusan Pengadilan 

Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti dan argumen yang 

diajukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, hakim kemudian akan mengeluarkan keputusan yang 

mengikat. Keputusan pengadilan ini merupakan hasil akhir dari 

proses litigasi, yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap 

selama sidang dan penerapan hukum yang relevan. Keputusan 

tersebut dapat berupa keputusan yang menguntungkan salah satu 

pihak, atau justru sebaliknya, yang berarti pihak yang kalah harus 

menerima konsekuensi hukum sesuai dengan keputusan tersebut. 

Tidak semua pihak yang terlibat dalam litigasi akan puas dengan 

keputusan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pihak 

yang merasa dirugikan atau tidak puas dapat mengajukan 

banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Proses banding ini 

memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk 

meminta pengadilan yang lebih tinggi meninjau kembali 

keputusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama. 

Pengadilan banding akan mengevaluasi keputusan tersebut 

dengan mempertimbangkan hukum dan bukti yang ada, serta 

memberikan keputusan baru yang lebih adil jika ditemukan 

adanya kekeliruan dalam penafsiran atau penerapan hukum. 
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B. Peran Lembaga Mediasi dan Arbitrase Perbankan 

 

Di dunia perbankan, sengketa dapat timbul dari berbagai situasi 

yang melibatkan pihak bank, nasabah, atau pihak ketiga. Sengketa ini 

bisa berkaitan dengan pelanggaran kontrak, masalah layanan, atau 

perselisihan terkait transaksi keuangan. Oleh karena itu, sektor 

perbankan membutuhkan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan 

sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik bank maupun 

nasabah (Santriati, 2021). Salah satu pendekatan utama dalam 

penyelesaian sengketa perbankan adalah melalui lembaga mediasi dan 

arbitrase. Mediasi dan arbitrase dianggap sebagai alternatif yang efisien 

dibandingkan dengan litigasi di pengadilan karena prosesnya yang lebih 

cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel. Dalam konteks ini, lembaga 

mediasi dan arbitrase perbankan berperan yang sangat penting untuk 

memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. 

Mediasi dan arbitrase adalah dua bentuk penyelesaian sengketa 

alternatif (ADR) yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa 

harus melalui proses pengadilan yang formal. Kedua mekanisme ini 

menawarkan cara yang lebih cepat dan efisien untuk menangani masalah 

yang terjadi dalam sektor perbankan. Mediasi adalah proses di mana 

pihak ketiga yang netral (mediator) membantu pihak-pihak yang 

bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mediasi, 

mediator tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang 

mengikat, tetapi hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu 

kedua belah pihak menemukan solusi yang saling diterima. Mediasi 

dapat digunakan dalam sengketa yang melibatkan bank dan nasabah, 

bank dan pihak ketiga, atau antar bank. 

Arbitrase adalah proses di mana sengketa diserahkan kepada 

arbitrator atau panel arbitrator yang memiliki wewenang untuk membuat 

keputusan yang mengikat. Arbitrator ini biasanya dipilih oleh pihak-

pihak yang bersengketa, dan keputusan yang diberikan oleh arbitrator 

bersifat final dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan. 

Arbitrase sering kali digunakan dalam sengketa yang lebih kompleks 

atau sengketa yang membutuhkan keputusan yang cepat dan mengikat. 

Lembaga mediasi dan arbitrase memiliki peran yang sangat penting 

dalam penyelesaian sengketa perbankan, terutama dalam konteks 

sengketa antara nasabah dan bank, maupun sengketa yang melibatkan 
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bank dengan pihak ketiga. Peran lembaga-lembaga ini dapat dijelaskan 

dalam beberapa aspek berikut: 

 

1. Peran Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Lembaga mediasi dan arbitrase telah menjadi alternatif yang 

semakin populer dalam penyelesaian sengketa karena berbagai 

keunggulannya dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali memakan waktu 

yang lama dan biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak hubungan 

antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa perbankan, 

misalnya, perselisihan antara nasabah dan bank mengenai kesalahan 

administrasi atau perbedaan pemahaman mengenai ketentuan layanan 

dapat diselesaikan dengan lebih efisien melalui mediasi atau arbitrase. 

Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi 

secara langsung dan mencari solusi yang menguntungkan tanpa harus 

melalui prosedur hukum yang panjang dan berbelit-belit. 

Mediasi, sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih 

bersifat negosiasi, memberikan ruang bagi para pihak untuk bekerja 

sama dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral akan 

membantu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang tidak memihak 

dan menjaga agar komunikasi tetap terbuka. Proses ini cenderung lebih 

cepat karena mediator membantu fokus pada solusi praktis dan 

penyelesaian yang realistis, yang memungkinkan sengketa diselesaikan 

dalam waktu yang relatif singkat, sering kali dalam hitungan minggu 

atau bulan, dibandingkan dengan jalur litigasi yang bisa berlarut-larut. 

Arbitrase, di sisi lain, menawarkan keuntungan dengan 

memberikan keputusan yang lebih cepat dan mengikat. Sebagai bentuk 

penyelesaian sengketa yang lebih formal, arbitrase melibatkan arbitrator 

yang memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa yang terjadi. 

Keputusan yang diambil oleh arbitrator bersifat final dan wajib dipatuhi, 

sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak perlu lagi menghadapi 

kemungkinan banding yang bisa memperpanjang proses. Baik mediasi 

maupun arbitrase menyediakan alternatif yang lebih efisien, menghemat 

biaya, dan lebih cepat, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa 

untuk mencapai penyelesaian tanpa mengorbankan hubungan jangka 

panjang. 
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2. Peran Dalam Menjaga Keberlanjutan Hubungan Bisnis 

Salah satu keunggulan mediasi dan arbitrase dibandingkan 

dengan proses litigasi adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan 

baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses litigasi yang 

cenderung mengedepankan perdebatan dan keputusan hukum sering kali 

menambah ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, berpotensi 

merusak hubungan jangka panjang, terutama dalam dunia perbankan. 

Sementara itu, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif, 

di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling berbicara 

secara terbuka dan mencari solusi yang menguntungkan bagi keduanya. 

Ini sangat penting dalam konteks perbankan, di mana hubungan yang 

baik antara bank dan nasabah dapat berpengaruh besar terhadap 

keberlanjutan bisnis keduanya. 

Sebagai contoh, dalam sengketa yang melibatkan pinjaman 

antara bank dan nasabah, mediasi dapat membantu menemukan jalan 

keluar yang fleksibel tanpa harus merusak hubungan yang telah terjalin. 

Bank dan nasabah bisa berunding tentang cara pembayaran yang lebih 

sesuai dengan kondisi nasabah, misalnya dengan memberikan 

perpanjangan waktu atau penyesuaian cicilan. Dalam hal ini, lembaga 

mediasi bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, yang tidak hanya 

mengarahkan kedua belah pihak pada solusi yang saling 

menguntungkan, tetapi juga memastikan agar komunikasi tetap terjaga 

dengan baik, mengurangi kemungkinan terjadinya friksi lebih lanjut. 

Mediasi juga memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk 

mendiskusikan secara lebih rinci dan terbuka mengenai masalah yang 

terjadi. Ini berbeda dengan litigasi, yang sering kali hanya berfokus pada 

pemenang dan pecundang, tanpa memperhatikan hubungan personal 

atau profesional antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia 

perbankan, hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah sangat 

bernilai, dan proses mediasi membantu memastikan bahwa sengketa 

dapat diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan kedua belah pihak. 

Hal ini meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank dan memperkuat 

reputasi bank sebagai lembaga yang peduli terhadap kebutuhan dan 

kepuasan nasabahnya. 

 

3. Peran dalam Menyediakan Solusi yang Cepat dan Efisien 

Lembaga mediasi dan arbitrase berperan penting dalam 

memberikan solusi yang cepat dan efisien bagi sengketa yang terjadi, 
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khususnya dalam industri perbankan. Sengketa perbankan seringkali 

melibatkan masalah yang dapat mengganggu operasional bank, seperti 

aliran dana atau layanan yang diberikan kepada nasabah. Dalam situasi 

seperti ini, penyelesaian sengketa secara cepat sangat penting agar 

operasional bank tidak terganggu lebih lama. Berbeda dengan proses 

litigasi di pengadilan yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan 

atau bahkan bertahun-tahun, mediasi dan arbitrase menawarkan prosedur 

yang lebih sederhana dan efisien, sehingga kedua belah pihak dapat 

mencapai kesepakatan lebih cepat. 

Mediasi, sebagai contoh, memungkinkan kedua belah pihak 

untuk duduk bersama dengan seorang mediator yang netral untuk 

mencari solusi yang disepakati bersama. Proses ini biasanya jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan jalur litigasi, karena mediasi mengutamakan 

penyelesaian secara damai dan tidak melalui perdebatan panjang. 

Sebagai hasilnya, sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif 

singkat tanpa mengganggu aktivitas bank atau merugikan nasabah. 

Dengan demikian, mediasi memberikan keuntungan baik bagi pihak 

bank maupun nasabah, yang dapat kembali melanjutkan aktivitas tanpa 

beban hukum yang berlarut-larut. 

Pada proses arbitrase, keputusan yang diambil oleh arbitrator 

umumnya dapat dikeluarkan dalam waktu yang jauh lebih singkat 

dibandingkan dengan proses pengadilan. Arbitrase juga menyediakan 

proses yang lebih terstruktur dan formal, namun tetap lebih cepat 

dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan keputusan 

yang mengikat dan final, arbitrase memberikan kepastian hukum lebih 

cepat, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk segera melanjutkan 

operasional tanpa gangguan. Kecepatan dalam proses arbitrase ini sangat 

dihargai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perbankan, 

karena dapat kembali fokus pada bisnis tanpa terjebak dalam prosedur 

hukum yang panjang. 

 

4. Peran dalam Menjamin Kepastian Hukum 

Lembaga arbitrase berperan penting dalam menjamin kepastian 

hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Salah satu 

keunggulan utama dari arbitrase adalah keputusan yang bersifat final dan 

mengikat, yang memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang 

bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan dengan segera dan secara 

hukum. Berbeda dengan litigasi di pengadilan yang dapat berlarut-larut, 
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keputusan arbitrase mengakhiri sengketa dengan keputusan yang jelas, 

memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait 

bahwa masalah akan diatasi secara tuntas dan adil. 

Kepastian hukum ini sangat penting, terutama dalam dunia bisnis 

dan perbankan, di mana kontrak dan perjanjian sering kali melibatkan 

banyak pihak dengan kepentingan yang besar. Dalam kasus sengketa 

antara bank dan penyedia jasa teknologi terkait kerjasama sistem 

pembayaran, keputusan arbitrase memberikan kejelasan mengenai hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak bank, misalnya, dapat 

melanjutkan penggunaan sistem pembayaran yang sudah terintegrasi 

tanpa gangguan, sementara penyedia jasa teknologi dapat memastikan 

bahwa kewajibannya dipenuhi sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati. Dengan keputusan yang mengikat, kedua belah pihak dapat 

melanjutkan hubungan bisnis tanpa adanya ketidakpastian hukum. 

 

C. Penanganan Bank Bermasalah oleh OJK dan LPS 

 

Bank merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan 

suatu negara, dan operasionalnya mempengaruhi kestabilan ekonomi 

nasional. Oleh karena itu, apabila suatu bank mengalami masalah, baik 

yang bersifat finansial, operasional, atau legal, hal tersebut dapat 

berdampak luas terhadap perekonomian negara, nasabah, hingga sektor 

keuangan secara keseluruhan. Dalam situasi semacam ini, diperlukan 

lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani bank bermasalah 

dengan tepat dan efektif. 

Di Indonesia, dua lembaga yang memiliki peran penting dalam 

menangani bank bermasalah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK berperan dalam mengawasi 

dan mengatur sektor jasa keuangan, sementara LPS memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi nasabah bank dengan memberikan jaminan atas 

simpanan nasabah. Penanganan bank bermasalah oleh OJK dan LPS 

melibatkan berbagai langkah dan mekanisme yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang 

lebih besar bagi sistem keuangan nasional. 

 

1. Peran OJK dalam Penanganan Bank Bermasalah 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung 

jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan dalam sektor 
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jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri asuransi. 

Dalam konteks penanganan bank bermasalah, OJK memiliki peran 

sentral dalam mencegah terjadinya kegagalan bank dan menjaga 

kestabilan sistem perbankan nasional. Berikut adalah peran OJK dalam 

menangani bank bermasalah: 

a. Pengawasan dan Pencegahan Dini 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam 

mengawasi bank-bank di Indonesia agar beroperasi sesuai 

dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan, terutama 

dalam menjaga stabilitas keuangan. Salah satu fokus utama 

pengawasan OJK adalah pemantauan terhadap rasio kecukupan 

modal (CAR), likuiditas, dan kualitas aset untuk memastikan 

bank memiliki ketahanan finansial dalam menghadapi 

guncangan ekonomi serta dapat memenuhi kewajibannya. 

Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui analisis laporan 

keuangan dan kinerja operasional bank guna mendeteksi potensi 

risiko sejak dini. Jika ditemukan indikasi masalah, seperti 

pengelolaan risiko yang buruk atau ketidakmampuan memenuhi 

kewajiban finansial, OJK akan segera mengambil langkah 

korektif, termasuk memberikan peringatan, meminta perbaikan 

sistem manajerial, atau mendorong peningkatan modal dan 

likuiditas. Dengan langkah-langkah ini, OJK berupaya menjaga 

kesehatan perbankan nasional serta melindungi kepentingan 

nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 

b. Penanganan Krisis pada Bank Bermasalah 

Jika langkah-langkah pencegahan dini tidak mampu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh sebuah bank, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengambil 

tindakan penanganan lebih lanjut guna menyelamatkan bank 

yang berada dalam kondisi kritis. Salah satu tindakan yang dapat 

dilakukan adalah menginstruksikan bank tersebut untuk 

melakukan restrukturisasi internal, yang mencakup perubahan 

struktur permodalan melalui penerbitan saham baru atau mencari 

investor eksternal, serta perbaikan dalam sistem manajemen dan 

operasional guna meningkatkan efisiensi perbankan. Jika upaya 

restrukturisasi internal tidak membawa perubahan signifikan, 

OJK dapat menempatkan bank dalam pengawasan khusus 

(special surveillance) untuk memastikan bahwa setiap aspek 
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operasionalnya dipantau secara ketat dan diberikan waktu untuk 

melakukan perbaikan lebih mendalam. Langkah ini bertujuan 

untuk melindungi kepentingan nasabah serta menjaga stabilitas 

sistem keuangan nasional agar tidak terdampak oleh potensi 

kegagalan bank tersebut. 

c. Penutupan atau Pembekuan Operasional Bank 

Jika upaya restrukturisasi dan langkah-langkah perbaikan lainnya 

tidak berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 

sebuah bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memutuskan 

untuk menutup atau membekukan operasional bank sebagai 

langkah terakhir. Keputusan ini diambil dengan sangat hati-hati 

untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sistem perbankan 

dan nasabah, serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjaga stabilitas 

keuangan nasional. Dalam proses penutupan bank, OJK bekerja 

sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk 

memastikan bahwa simpanan nasabah tetap terlindungi. LPS 

bertanggung jawab menjamin simpanan yang memenuhi syarat, 

sehingga nasabah tetap mendapatkan penggantian sesuai 

ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan 

mencegah dampak lebih luas terhadap perekonomian. 

 

2. Peran LPS dalam Penanganan Bank Bermasalah 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang sangat 

penting dalam menangani bank bermasalah, terutama dalam hal 

melindungi nasabah. LPS berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap 

simpanan nasabah yang terdaftar, khususnya simpanan yang memenuhi 

syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran LPS dalam 

penanganan bank bermasalah meliputi beberapa aspek berikut: 

a. Penjaminan Simpanan Nasabah 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan krusial dalam 

menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia, terutama 

dalam menghadapi bank bermasalah dengan memberikan 

jaminan atas simpanan nasabah, termasuk tabungan, giro, dan 

deposito. Jika sebuah bank mengalami kesulitan atau dilikuidasi, 

LPS akan mengganti simpanan nasabah yang memenuhi syarat 

hingga batas maksimal Rp2.000.000.000 per nasabah per bank. 
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Jaminan ini memberikan rasa aman bagi nasabah, memastikan 

bahwa dananya tetap terlindungi meskipun bank mengalami 

masalah keuangan. Selain itu, keberadaan LPS membantu 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan 

mencegah kepanikan yang dapat memperburuk kondisi 

perbankan saat terjadi krisis. 

b. Restrukturisasi dan Likuidasi Bank Bermasalah 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting 

dalam menangani bank bermasalah, baik melalui dukungan 

restrukturisasi maupun proses likuidasi jika penyelamatan tidak 

memungkinkan. Dalam upaya restrukturisasi, LPS dapat 

menyediakan dana untuk memperbaiki kondisi keuangan bank 

yang menghadapi kesulitan, termasuk peningkatan struktur 

permodalan dan pembenahan operasional guna memulihkan 

stabilitas serta kepercayaan nasabah. Jika upaya ini tidak 

berhasil, LPS bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam proses likuidasi, yang mencakup penjualan aset 

bank dan pembayaran kewajiban kepada kreditor, termasuk 

nasabah dengan simpanan yang dijamin. LPS memastikan bahwa 

likuidasi dilakukan secara adil dan transparan agar hak nasabah 

tetap terlindungi serta dampak negatif terhadap sistem keuangan 

dapat diminimalkan. 

c. Pencegahan Krisis Sistemik 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan krusial dalam 

mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat mengancam 

stabilitas sistem perbankan dan perekonomian nasional. Bersama 

dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, LPS 

secara aktif memantau kondisi perbankan guna mendeteksi 

potensi masalah yang berisiko berkembang menjadi krisis yang 

lebih besar. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang 

diterapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan individu 

pada suatu bank, tetapi juga mengantisipasi ancaman yang dapat 

berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan. Sebagai 

langkah pencegahan, LPS menyusun rencana penanggulangan 

krisis yang berfokus pada penyelamatan bank-bank dengan peran 

sistemik dalam perekonomian. Bank-bank ini, yang memiliki 

dampak luas terhadap berbagai sektor, mendapatkan perhatian 

khusus untuk menghindari efek domino akibat kegagalannya. 
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Untuk itu, LPS bersama pihak berwenang lainnya merancang 

strategi mitigasi risiko, termasuk menyiapkan dana darurat yang 

dapat digunakan dalam situasi krisis guna menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan. 

 

D. Studi Kasus Krisis Perbankan di Indonesia 

 

Krisis perbankan merupakan peristiwa yang dapat mengguncang 

stabilitas sektor keuangan dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, 

beberapa krisis perbankan yang pernah terjadi menunjukkan pentingnya 

mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya mitigasi risiko yang lebih 

baik oleh otoritas terkait, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kasus-kasus krisis perbankan di 

Indonesia tidak hanya mempengaruhi sektor perbankan, tetapi juga 

berdampak luas pada perekonomian, masyarakat, dan kepercayaan 

terhadap sistem keuangan. 

 

1. Krisis Bank Century (2008) 

Krisis Bank Century pada tahun 2008 merupakan salah satu 

kasus paling kontroversial dalam sejarah perbankan Indonesia. Bank ini 

mengalami kesulitan keuangan akibat buruknya manajemen likuiditas 

dan rendahnya kualitas aset yang dimilikinya. Selain itu, banyak kredit 

bermasalah yang diberikan kepada debitur dengan kemampuan bayar 

yang rendah, sehingga mengakibatkan lonjakan kredit macet. Krisis 

keuangan global pada tahun yang sama semakin memperburuk kondisi 

Bank Century, yang akhirnya terancam bangkrut. Untuk mencegah 

dampak sistemik yang lebih luas, pemerintah melalui Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) mengucurkan dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun guna 

menyelamatkan bank tersebut. 

Langkah bailout ini menimbulkan kontroversi besar karena 

dianggap tidak transparan dan berpotensi melibatkan penyalahgunaan 

wewenang. Banyak pihak mempertanyakan aliran dana talangan serta 

proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan 

otoritas terkait. Meskipun upaya restrukturisasi telah dilakukan, Bank 

Century tetap tidak mampu keluar dari krisis dan akhirnya dilikuidasi 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2010. Kasus ini menjadi 

pelajaran penting bagi sektor perbankan Indonesia mengenai pentingnya 
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transparansi, pengawasan yang ketat, serta manajemen risiko yang baik 

untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan. 

 

2. Krisis Bank BCA (1998) 

Krisis moneter 1998 menjadi ujian berat bagi Bank Central Asia 

(BCA) sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Ketidakstabilan 

ekonomi, jatuhnya nilai tukar rupiah, serta meningkatnya inflasi 

menyebabkan masalah likuiditas yang serius bagi BCA. Kepanikan 

masyarakat yang menarik dana dalam jumlah besar semakin 

memperburuk situasi, membuat bank ini berada di ambang 

kebangkrutan. Untuk mencegah dampak sistemik yang lebih luas, Bank 

Indonesia turun tangan dengan memberikan dukungan likuiditas melalui 

fasilitas pinjaman darurat. Langkah ini membantu menjaga operasional 

BCA tetap berjalan dan meredakan kepanikan di sektor perbankan. 

Sebagai respons terhadap krisis, manajemen BCA melakukan 

berbagai langkah restrukturisasi guna memulihkan stabilitas keuangan 

bank. Negosiasi dengan kreditor, pembenahan struktur keuangan, serta 

peningkatan transparansi menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan. 

Selain itu, BCA juga menerapkan strategi manajemen risiko yang lebih 

ketat dan memperkuat cadangan likuiditasnya untuk menghadapi potensi 

gejolak ekonomi di masa depan. Berkat kebijakan yang tepat dan 

dukungan regulator, BCA berhasil bangkit dari krisis dan kembali 

menegaskan posisinya sebagai salah satu bank terkuat di Indonesia. 

Keberhasilan ini menjadi bukti pentingnya pengelolaan risiko dan 

respons cepat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.  
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BAB XI 
PENUTUP 

 

 

 

Buku ini telah membahas berbagai aspek penting dalam hukum 

perbankan Indonesia, mulai dari teori dasar hingga praktik yang berlaku 

dalam sistem keuangan di Indonesia. Hukum perbankan tidak hanya 

berperan dalam mengatur operasional sektor perbankan, tetapi juga 

dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan, serta melindungi nasabah dan 

pihak terkait lainnya. Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam dunia 

perbankan sangat berpengaruh dalam menentukan arah perkembangan 

ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai 

regulasi perbankan menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan 

yang stabil dan terpercaya. 

Sebagai sektor yang memiliki hubungan erat dengan 

perekonomian nasional, sektor perbankan memerlukan regulasi yang 

jelas dan terperinci untuk mencegah penyimpangan dan memastikan 

operasional yang sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, 

dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dalam 

menjaga integritas sistem perbankan Indonesia. Regulasi yang 

diterapkan harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, 

terutama dalam era perbankan digital dan transaksi keuangan berbasis 

teknologi. Dengan regulasi yang adaptif, sistem perbankan dapat terus 

berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan kepastian hukum bagi 

seluruh pihak yang terlibat. 

Tantangan besar yang dihadapi sektor perbankan adalah 

meningkatnya kejahatan perbankan, seperti penipuan (fraud), pencucian 

uang (money laundering), dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, 

hukum perbankan harus mampu mengakomodasi kebutuhan pencegahan 

dan penanggulangan kejahatan melalui regulasi yang ketat dan sistem 

pengawasan yang efektif. Selain itu, penerapan budaya kepatuhan di 

kalangan bank dan nasabah sangat penting dalam menjaga integritas 
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sistem perbankan. Langkah-langkah preventif, seperti edukasi, 

pelatihan, dan pemanfaatan teknologi keamanan, dapat membantu 

melindungi sektor perbankan dari risiko kejahatan yang semakin 

kompleks. 

Salah satu instrumen utama dalam mencegah kejahatan 

perbankan adalah regulasi anti pencucian uang (APU) dan pencegahan 

pendanaan terorisme (PPT). Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk 

mengurangi risiko kriminalitas dalam sistem keuangan, tetapi juga 

menjaga reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Implementasi 

regulasi APU dan PPT membutuhkan kerja sama erat antara OJK, Bank 

Indonesia, Kepolisian, serta lembaga internasional. Dengan pengawasan 

yang ketat dan sistem pemantauan yang terintegrasi, sistem perbankan 

dapat terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab. 

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia, baik yang bersifat 

lokal maupun global, menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian 

sengketa dalam hukum perbankan. Dalam menghadapi krisis, peran LPS 

dan OJK menjadi krusial dalam menanggulangi bank yang bermasalah 

serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Penyelesaian sengketa, baik 

melalui mediasi maupun arbitrase, dapat menjadi solusi untuk 

menghindari dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, lembaga-

lembaga pengawas harus terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan 

perubahan regulasi guna mencegah terulangnya krisis perbankan di masa 

depan. 

Hukum perbankan Indonesia terus berkembang dan beradaptasi 

dengan tantangan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga 

pengawas, dan sektor perbankan menjadi kunci dalam memastikan 

sistem perbankan tetap stabil dan tangguh menghadapi berbagai risiko. 

Regulasi yang komprehensif, pengawasan ketat, serta budaya kepatuhan 

yang tinggi adalah faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap sektor perbankan. Dengan fondasi hukum yang kuat, sektor 

perbankan Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.  
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GLOSARIUM 
 

Bank:  Lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta 

jasa keuangan lainnya guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Cek:  Surat berharga yang berisi perintah dari pemilik 

rekening kepada bank untuk membayarkan 

sejumlah uang kepada pihak tertentu yang 

namanya tercantum di dalam cek tersebut. 

 

Giro:  Jenis simpanan di bank yang memungkinkan 

pemiliknya melakukan transaksi keuangan tanpa 

menggunakan uang tunai, melainkan dengan cek 

atau bilyet giro. 

 

Hak:  Kewenangan atau kepemilikan seseorang atau 

badan hukum atas sesuatu yang dilindungi oleh 

hukum dan dapat dipertahankan secara legal. 

 

Hukum:  Sekumpulan aturan yang mengikat dan mengatur 

hubungan antara individu, perusahaan, atau 

lembaga keuangan dalam sistem perbankan dan 

keuangan. 

 

Kas:  Uang tunai yang dimiliki oleh individu, 

perusahaan, atau lembaga keuangan yang dapat 

digunakan untuk transaksi secara langsung. 

 

Kuit:  Bukti tertulis yang menunjukkan bahwa suatu 

pembayaran atau transaksi keuangan telah 

dilakukan antara dua pihak. 

 

Pajak:  Kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara 

terhadap individu atau badan usaha berdasarkan 



210  Hukum perbankan Indonesia 

ketentuan hukum untuk mendukung pembiayaan 

negara. 

Pasar:  Tempat atau sistem di mana transaksi keuangan 

atau jual beli aset, barang, atau jasa dilakukan, 

termasuk pasar modal dan pasar uang. 

 

Piut:  Singkatan dari piutang, yaitu hak yang dimiliki 

seseorang atau lembaga untuk menerima 

pembayaran dari pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu. 

 

Polis:  Dokumen perjanjian dalam asuransi yang 

mengatur hak dan kewajiban antara pemegang 

polis dan perusahaan asuransi dalam suatu kontrak 

perlindungan keuangan. 

 

Sah:  Status hukum suatu perjanjian, transaksi, atau 

tindakan yang telah memenuhi syarat dan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 

Sanksi:  Konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada 

pihak yang melanggar aturan atau ketentuan 

hukum, termasuk dalam sektor perbankan dan 

keuangan. 

 

Simpan:  Kegiatan menempatkan uang atau aset di lembaga 

keuangan, seperti bank, dengan tujuan keamanan 

atau investasi. 

 

Surat:  Dokumen tertulis yang memiliki nilai hukum atau 

keuangan, seperti surat utang, surat berharga, dan 

surat perintah pembayaran. 
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